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SAMBUT AN KEPALA KANTOR WILA YAH DEPARTEMEN 
P DAN K PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

AssaJammu 'aJaikum Wr. Wb. 
Sidang pembaca yang budiman. 

Pertama - tama kami menyambut gembira dengan diterbitkan­
nya buku ini , yang berarti bahwa melalui penerbitan naskah ini telah 
menambah perbendaharaan pustaka dan pengetal1uan yang me­
nyangkut kehidupan sosiaJ budaya khususnya masyarakat eli Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

SejaJan dengan usaha pemerintah yang ditujukan pada program 
pengembangan Pendidikan NasionaJ, Pembinaan Generasi Muda dan 
Pengembangan Kebudayaan Nasional, maka penerbitan naskah yang 
dilaksanakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumen tasi Kebuda­
yaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan langkah positip da­
lam rangka pelaksanaan program tersebut dan sekaJigus untuk me­
ngungkapkan kekayaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang ba­
nyak tersebar di daerah yang tidak dimilki oleh bangsa-bangsa lain. 
Lebih lanjut hasil kary a ini diharapkan dapat menggugaJ1 rasa cinta 
tanah air, kebanggaan nasional serta menanamkan sikap kepriba­
dian nasional lebili-lebih kepada generasi muda sebagai kader-kader 
penerus perjuan gan bangsa. 

Suatu kenyataan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang ba­
nyak dikenal dengan menyandang predikat sebagai daerah pariwisata 
dan pusat kebudayaan setelah Bali, kaya dengan peninggalan sejaral1 
dan warisan budaya yang bersifat tradisional . Hal ini wajib kita les­
tarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. 

Semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Teri ma kasih . 

Wassalammu'alaikum Wr. Wb. 

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , 

DRS. GBPH. POEGER 
NIP 130204562 
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PRAKATA 

Buku ini , yang bc rjudul ' 'Sistim Kcsatuan lliclup Setcmpat Dacrall 
lstin1cwa Yogy akarta" , adalah merupakan salah atu hasil kcgiatan Pro­
yek Inven tarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Dacral1 lstime­
wa Yogyakarta, tal1un 1980 / 1981. Scclang penerbitannya baru dapat 
clilaksanakan pada tahun anggaran 1981/1982, setelah mclalui proses 
penyuntingan yang dik rjakan oleh Tim Pusat . 

Berhasilnya usaha penerbitan buku ini. di samping mempe rkaya 
khasanah perpustakaan kita , juga dimaksuclkan agar clapat digunakan se­
bagai pelengkap atau bahan pembanding terhaclap study Kebudayaan 
umumnya , dan khususnya study Antropologi . 

Kami meny adari , bahwa berhasilnya usaha ini, clisamping berkat 
adanya kerja ke ras clari tim penyusun , tim penyunting, juga karena ada­
nya kerjasama yang baik dan bantuan yang tak terhingga baik dari Pe­
merin tah Dae rah Tingkat I Daeral1 Istimewa Yogyakarta, Pe merintah 
Dacrah Tingkat II se Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun dari para in­
forman atau pihak- piliak lain . 

Khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidik­
an clan Kebuday aan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pimpin­
an Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebuclayaan Daerah Pusat, 
yang masing-masing telah berkenan memberikan "Kata Sambutan", 
dan "Pen~antar" terhadap buku ini, kami menyampaikan penghargaan 
dan ucapan terima kasili. Juga , kepada semua pihak yang telah membe­
rikan bantuan derni terbitnya buku ini, kanti menyampaika n penghar­
gaan dan ucapan terima kasih . 

Sernoga, buku ini ada manfaatnya. 

Yogyakarta, 15 Pebruari 1982 
Pemimpin Proyek 

ttd 
Drs. Tashacli 

NIP 130354448 
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PENGANTAR 

Proye k ln ventari sasi dan Dok(J.mentasi Kebudayaan Daerah , Di ­
rektorat Sejarah dan Nilai TradisionaJ Direktorat Jendc ral Ke budayaan 
Departe men Pendidikan dan Kebudayaan telah mengh asi lkan beberapa 
macam naskah kebudayaan daerah di antaranya iaJah naskah : Sistim 
Kesatuan Hidup Setempat Dacrah lstimcwa Yogyakarta Tatum 1980/ 
1981 . 

Kami menyadari bahwa naskaJ1 ini bclumlah merupakan suatu 
hasil penelitian yang mendaJam, tetapi baru pada tahap pcncatatan, 
yang dih arapkan dapat disempumakan pada waktu-waktu selanjutn ya . 

Berhasilnya usah a ini bcrkat kerja sama yang baik antara Direkto­
rat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpin an dan Staf Proyek 
lnventarisasi dan Dokumentasi Kcbudayaan Daerah, Pemerintah Da­
erah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Per­
guruan Tinggi , Le knas I LIPI dan tenaga akhl i perorangan di daerah. 

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini , maka kepada semua 
pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan te ri ­
ma kasih. 

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri 
dari : Drs. Gatut Mumiatmo, H.J. Wibowo BA, RA. Maharkesti, BA dan 
tim penyempuma naskah eli pusat yang terdiri dari : Sagimun M.D. , 
Rivai Abu . 

Ha rapan kami , te rbitan ini ada manfaatnya. 

Jakarta, 28 - 1 - 1982 

Pe mimpin Proyek 

(Drs .. Bambang Suwondo) 
NIP. 130117589 
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BAB PERTMIA 

PENDAHULUAN 

Proyek ini rnerupakan proyck lanjutan dari Proy-.:k Pcneli tian J an Pen­
catatan Kcbudaya an Daerah (P3KD) yang telah dirintis sejak tahun 
1976/ 1977 , yang mcnggarap beberapa as pek Kebudayaan Dae rah yaitu: 
Sejarah Daerah , Adat Istiad at Daerah, Cerita Rakyat Daerah, Geografi 
Budaya dan Ensiklopedi Musik / Tari Dacrah, Permainan Rakyat eli 
seluruh Propinsi di Indonesia kecuali Timor Ti mur. Has il se tia p as­
pek me rupakan laporan keseluruhan secara pokok-pokok dan ~aris bc­
sar yang masih meme rlukan penggarapan lebih lanjut berupa penulisan­
penulisan yang akan bersifat pendalaman dan pelengkapan analisa. 

Pendalaman dan pelengkapan data tiap aspe k yang berupa pcnulis­
an secara tematis dirasakan perlu digarap, guna lebih melengka1'i balun 
inventarisasi dan dokumentasi serta memperoleh wawasan yang lebih 
luas dan lebih dalam, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan 
obyek i tu sendiri dapat di dekati dan di pecahkan . Proyek ini 'kegiatan­
ny a akan ditin gkatkan lagi sehingga setiap tahun dapat diadakan pere­
karn an terutama ten tan g kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya ling­
kungan budaya, yang tercermin dalam Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya). 

Mengingat urgensi , prioritas dan kekhususannya, maka pelaksana­
an kegiataninventarisasidan dokumentasi (IDKD) talwn 1980/1981 
mencakup as pek- aspek : 

I . Sejaral1 Daerah, berupa penulisan ternatis " Sejaral1 Pendidik­
an ". 

2. Cerita Rakyat Daerah, berupa penulisan tematis "Tokoh His­
tons dan Legendaris". Yang mengandung nilai sesuai dengan 
nilai Pancasila. 

3. Adat Istiadat Daeral1, berupa penulisan tematis " Sistem Ke-
satuan Hidup Setempat". ' 

4 . Geografi Bud aya Daerah, berupa penulisan tematis "Pola Pe­
mukiman" 

5. Permainan Rakyat Daerah, yang bersifat kompetitif, rekrea­
tif, edukatd dan religius. 

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan ini khususnya aspek adat 
istiadat, untuk Daeral1 Istimewa Yogyakarta akan menentukan judulla­
porannya "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daeratl Istimewa Yogya­
karta". 



2 

MASALAH 

Pcnelitian ini mendasa rkan diri pada pe rmasalahan sc bagai berikut di 
bawah ini : 

Masalalz Umum 

Pusa t Penelitian Sejarah dan Budaya (Direktorat Sejarah dan Nilai 
Tradisional ) belum dapat sepenuhnya melayani data yang te1jalin 
di dalam bahan kcsejaral1an, folklore (nilai budaya), adat isti adat 
(sistc m budaya), geografi budaya (lingkungan budaya) baik untuk 
kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebuday aan, pcndidikan 
dan kepentingan masyarakat. 

Masalah khusus 

Terutama untuk aspek adat istiadat, menyadari akan terjadinya 
proses pcrubahan ma yarakat dan kebudayaan pedesaan di In­
donesia, khususnya di Daerah lstimewa Yogyakarta, yang akibat­
nya terjadi perubahan wujud - wujud kcbudayaan di dalam komu­
nita atau kesatuan hidup se tem pat yang me rupakan ikatan e rat 
an tara pendukung suatu kehidupan dengan tempat kediamannya. 
Perubahan wujud kebudayaan di dalam Kesatuan Hidup Setcmpat 
ini , telah pula merobah bentuk, dan sifat Sistem Kesatuan Hidup 
Setcmpat itu se ndiri. Pem bangunan yang giat dilaksanakan dewasa 
ini pada hakekatnya. merupakan proses pembaharuan di segala bi­
dang. Proses ini menuntut pula perobahan - perobahan kebudaya­
an dalam ma yarakat , termasuk di dal amn ya Sistem Kesatuan Hi­
dup Setempat. Akibat dari perubahan wujud kcbudayaan yang ada 
di dalam komunitas ini akan pula menimbulkan ketegangan - ke­
tcgangan sosial dalam masyarakat pendukungnya. 

Dengan melal ui laporan penelitian ini kita akan lebih jelas melih at 
sampai di mana pe rubahan wujud - wujud kebudayaan yang ada dalam 
komunitas atau Kesatuan Hidup Se te mpat, khususnya di Daerah lsti­
mewa Yogyakarta itu terjadi. 

TUJUAN 

Pelaksanaan Penelitian lnventarisasi dan Dokumentasi Ke budayaan 
Daerah (lDKD) 1980/1981 mempunyai tujuan se bagai berik ut : 
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Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian inventarisasi dan dokumcntasi kcbuday~­
an dacrah ini adalah agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya (Di­
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisional) mampu menyediakan ~ata 
dan infonnasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kcblJak­
sanaan kcbudayaan , pendidikan dan masyarakat. 

Tujuan Klwsus 

Terutama aspek adat istiadat akan dapat mcngumpulkan da1: me­
nyusun buku adat istiadat (Sistem Budaya) daerah tcnta~g S1st~1~ 
Kesatuan Hidup Setempat dari seluruh wilayal1 lndoncs1a. Halw1 
akan me>mberi informasi terutama tentang bentuk, sistem pela­
pisan sosial, pimpinan masyarakat dan sistem pengendalia,n sosi~, 
yang dapat diamati dari lokasi, penduduk dan latar belaka!lg sos1al 
budaya dari suatu komunitas kecil; terutama yang ada di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

RUANG LINGKUP 

lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah merupakan 
pengertian yang !pas, sehingga dalam rangka kegiatan proyek setiap ta­
hunnya memerlukan suatu penelitian yang selektif dan memfokus pa­
da suatu obyek yang terbatas. Oleh karena itu aspek adat istiadat dalam 
proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah untuk tahun 
1980/1981 di pusat pada tema Sistem Kesatuan Hidup Setempat yang 
akan mengungkapkan kesatuan yang lahir dalam ikatan yang erat an­
tara kelompok sosial dengan tempat kediamannya yang biasa disebut 
komunitas , yang terlil1at dalam bentuk-bentuk nagari, marga, huta, du­
kuh , desa, kampung dan lain sebagainya. Dalam Sistem Kesatuan Hidup 
Setempat dapat diketahui tentang bentuk sistem pelapisan sosial, pim­
pinan masyarakat dan sistem pengendalian sosial. 

. Dalam kesempatan ini akan dibicarakan khusus tentang "Sistem 
Kesatuan Hidup Setempat Daerah Istimewa Yogyakarta", dengan ling­
kup pembicaraan meliputi (1) bentuk komunitas yang ada. Di sini akan 
dibicarakan ciri-ciri komunitas kecil, struktur komunitas kecil, peme­
rintahan dalam komunitas kecil, dan lembaga -lembaga sosial yang ada 
dalam komunitas kecil itu ; (2) Sistem pelapisan sosial dengan materi 
pembicaraan pelapisan masa lalu dan pelapisan sosial masa kini. Masing­
masing pelapisan itu akan dibicarakan ten tang pelapisan sosial resrni dan 
pelapisan sosial samar yang di dalamnya akan dibicarakan mengenai da-
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sar pelapisan sosial, bentuk pelapisan, hubungan antar pelapisan dan 
perubahan pclapisan; (3) Pimpinan masyarakat; dalam hal ini akan clibi­
carakan tcntang pimpinan tradisional dan pimpinan masyarakat rnasa 
kini. Masing-masing bentuk pimpinan ini akan dibicarakan di dalamnya 
pimpinan formal dan pimpinan informal; (4) Sistem pcngendalian sosial. 
Dalam sistem pcngendalian sosial ini antara lain akan dibicarakan ca ra 
pengendalian sosial itu dilakukan yaitu rnempertcbal kcyakinan , mem­
bcri imbalan, mengembangkan rasa malu , mengcmbangkan rasa takut 
dan lain scbagainya. 
Kemudian pembicaraan yang kc (5) adalah analisa, yaitu analisa tcntang 
bentuk komunitas kecil , sistcm pelapisan sosial komunitas kecil, pimpi­
nan masyarakat dalam komunitas kecil dan sistem pengendalian sosial 
dalam komunitas kecil. 

Selanjutnya untuk memberikan gambaran Jatar bclakang kesatuan 
hidup setempat atau komunitas, akan dibicarakan dalam bab tcrsendiri 
yaitu dalam bab Identifikasi. Adapun matcri yang clibicarakan antara 
lain (1) lokasi, yang meliputi letak dan keadaan geografis dan poia per­
kampungan, (2) penduduk yang membicarakan gambaran umun1 ten­
tang suku bangsa, penduduk di daerah penelitian dan (3) La tar belakang 
sosial budaya, yaitu tneliputi latar belakang sejaral1, sistem mata penca­
harian, sistem kckerabatan, sistem religi. 

PROSEDURE DAN PERTANGGUNGAN JAWAB 

Tahap Persiapan. Untuk mempersiapkan penelitian ini di bcntuk 
watu team kecil yang akan melaksanakan pengumpulan data. Masin g­
masing anggota team yang ada akan melaksanakan tugas pengumpulan 
data ke lokasi penelitian yang telah ditentukan pula sebelumnya. Agar 
supaya pelaksanaan pengumpulan data. ini lancar, maka dicari surat ijin 
penelitian yang dapat diperoleh dari Direktorat Sosial Politik Propinsi 
Daerah lstimewa Yogyakarta; yang seterusnya berdasarkan surat ijin 
Direktorat Sosial Politik ini k.ita akan memperoleh pula surat ijin pene­
litian dari Direktorat Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya di wilayah 
Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta. Dan berdasarkan surat ijin dari 
Dit Sos Kabupaten/Kotamadya ini baru k.ita dapat melakukan peneliti­
an lapangan, setelah diketahui Camat dan Lural1/Kepala desa setempat. 
Kadang - kadang persoalan surat ijin ini menuntut waktu yang perlu 
diperhatikan. 

Tahap pengumpulan data. Setelal1 tahap persbpan selesai semua­
nya, maka dilakukanlah tahap berikutnya, yaitu tahap pengumpulan 
data. Pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara atau mengguna­
kan tehnik pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Wawancara atau interview dengan para responden yang di­
anggap tahu dan memahami akan masalah-masalah yang se­
dang ditcliti, terutama pada key informal! , orang pokok yang 
dianggap tahu akan permasalahannya. Interview ini dilakukan 
dcngan mendasarkan diri pada daftar pertanyaan yang telal1 
dirumuskan sesuai dengan masalah yang diteliti. Daftar per­
tanyaan ini bentuknya tidak bcrstruktur yang diklasifikasi 
bcrdasarkan mate ri yang dikehendaki oleh tem1 of reference 
(TOR). Dengan demikian dari pertanyaan ini akan didapat ja­
waban yang mcmungkinkan untuk dikembangkan lagi. 

2. Observasi . Melalui cara observasi ini diharapkan dapat lebih 
melengkapi data yang dikumpulkan melalui cara interview. 
Dengan cara ini di samping melengkapi data yang di peroleh 
melalui cara interview, juga akan memperjelas dan memper­
dalan1 data yang dibutuhkan, terutama untuk data etnografi 
daerah setempat khususnya daeral1-daerah I lokasi penelitian. 

3. Di samping cara pengumpulan data tersebut di atas, dilaku­
kan pula pengumpulan data melalui studi perpustakaan . Hal 
ini mempuny ai maksud untuk melengkapi apabila ada ke­
mungkinan kekurangan data yang tidak sempat dikumpulkan 
pada waktu penelitian di lapangan. Cara ini dilakukan dengan 
memilih buku-buku kepustakaan yang relevan dengan masa­
lah yang diteliti. Sehingga dengan demikian data yang di­
kumpulkan itu cukup dapat dipertanggung-:iawabkan. 

Tahap pengolahan data. Tahap berikut yang harus dilakukan, 
adalah tahap peogolahan data. Tahap ini mempunyai maksud untuk me­
rumuskan dan mengatur data sedemikian rupa ; sehingga dengan mudah 
melakukan penyusun an data yang akan diterangkan dalam bentuk la­
poran penelitian dan analisanya yang dilakukan secara kwalitatif, Tahap 
ini didahului dengan melakukan klasifikasi data, yang dilakukan de­
ngan cara merumuskan kategori - kategori yang terdiri dari jawaban 
rcsponden atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. 

Tahap penyusunan data . Tahap ini adalah tahap berikut yang dila­
kukan setelah pengolahan data selesai. Dalam menyusun data yang te­
lah dikategorikan dalam tahap pengolahan data itu, menyesuaikan de­
ngari kerangka laporan penulisan yang telah ditentukan oleh Tim Pusat 
Proyek Peneli tian lnventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 
Sehjngga dengandemikian akan terwujudkeseragaman daripada sistema­
tika laporan penulisan Sistem Kesatuan Hidup Setempat untuk seluruh 
daerah di wilayah Indonesia . 
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Hasil akhir daripada pelaksanaan penditian Inventarisasi dan Do­
kumentasi Kebudayaan Daerah ini adalah laporan penelitian yang di su­

sun dalam bentuk naskah kebudayaan Daerah untuk aspek adat istiadat. 
Judul naskal1 laporan yang digunakan adalah menyesuaikan dengan te­
ma peneli tiannya, yaitu " Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Isti­
mewa Yogyakarta" . 



LOKASI 

BAB KEDUA 

IDENTIF.KASI 

Letak dun keadaan (,eograjis . Secara gcografis wil ayah ini sebelah 
utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupatcn 
Boyolali , sebelah timur Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri , 
sebelah selatan Samudra Indonesia , dan sebclah barat Kabupaten Pur­
worejo dan Kabupaten Magelang. 
Daerah Istimewa Yogyakarta terletak an tara 7°.33 '- 8°. IS' L.s ' dan 
II 00.5'- 1100.48' B.T. 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas wilayal1 
±_ 3.185,8 1 km2 yang terbagi atas empat daerah Kabupaten dan satu 
Daerah Kotamadya yaitu ; Kabupaten Sleman luas 574,82 Km2. Kabu­
paten Bantulluas 506,85 Km2 , Kabupaten Gunung Kidulluas 1.485 ,36 
Km2, Kabupaten Kulon-Progo luas 586,28 km2 dan Kotamadya Yog­
yakarta luas 32,50 km2. Jumlah kecamatan yang ada di wilayah Daerah 
Istimewa Yogyakarta seluruhnya ada 73 buah yang terdiri dari 556 Ru­
kun Kampung/Kalurahan dan 6.794 Rukun Tangga /Pendukuhan (li­
hat tabel I) 

Tabel I Banyaknya Kecamatan RK/ Kalurahan, RT/Pedukuhan 
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

No. Kodya /.Kabupaten Banyaknya 
Kecamatan RK/Kalurahan RT I Pedukuhan 

I. Yogyakarta 24 163 2.286 
2. Sleman 17 86 1.202 
3. Bantu} 17 75 945 
4. Kulon Progo 12 88 976 
5. Gunung KiduJ 13 144 1.386 

Daerah Istimewa 
Yogyakarta 73 556 6.794 

Sumber : Pemerintah Daerah Tingkat I D.I.Y. 
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Propinsi IJacrah lstime wa Yogyakarta berdasarkan keadaan geogra­
fisnya tcrbagi atas empat bagian. Bagian Utara yang mcliputi 1uas + 1 I. 
463 km2 , merupakan dataran kaki pcgunungan yang miring kc ar;:;J1 se­
latan. Di daerah ini banyak terdapat mata air dan abu mekani k dari Gu­
nung Merapi. Oleh sebab itu tanah di daerah ini bolch dikatakan subur 
dan termasuk tanah regosal. Tanah regosal ini banyak dijumpai di sc ki ­
lar daerah a1iran Sungai Progo dan Sungai Opak yang ada di wilayah Ka­
bupaten Slcman dan Bantu!. 

Bagian timur yang meliputi luas sekitar 1.487 , 10 km 2, adalah pc­
gunungan kapur yang tandus, angat miskin akan sumbe r air. Tcrmasuk 
bagian timur ini di antaranya dacrah Gunung Kidul, tcrutam a Rongk op 
dan Tepus. Tanah di daerah ini di scbu t sebagai tanah latosaldan marga­
lit yang umumnya tidak subur. Jenis tanah ini tcrdapat pula di daerah 
perbukitan kapur di Kabupaten Kulon Progo dan Bantu! . 

Bagian ketiga agalah bagian barat yang merupakan pegunungan 
yang membujur dari arah barat laut ke selatan yang melebar dan menu­
run. Pegunungan dibagian barat ini merupakan puncak-puncak yang re­
latif hijau, berhawa dingin dan cocok un tuk tanaman perdagangan se­
perti cengkeh , panili dan lain sebagainya. Akan tetapi daerah bagian ti­
mur dari lereng pegunungan ini, yaitu daerah sekitar sebelah barat Kali 
Progo merupakan daerah kering yang makin ke selatan merupakan dae­
rah kapur. Termasuk daerah ini diantaranya Girimulya. 
Akhimya daerah keempat adalah bagian tengah ke selatan yang meliputi 
luas ±. 1.279,53 km2. Daerah ini merupakan daerah tanah datar yang ke 
selatan makin rendal1 dan makin sempit. 

Daerah lstimewa Yogyakarta mempunyai dua musim ; yaitu musim 
hujan yang baik an tara bulan Nopembc r - April, dan musim kemarau 
yang kering an tara bulan April - Oktober. (26. P.8) . 

Pola Perkamrnmgan : Berdasarkan keadaan geografinya dapat kita 
lihat bal1wa pola perkampungan di Daerah Istimewa Yogyakarta bcrbc­
da an tara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya pola per­
kampungan di daerah pedesaan yang berbukit-bukit tidak akan sama de­
ngan pola perkampungan di daerah pcdesaan yang tidak berbukit-bukit, 
begitu pula den gan pola perkampungan di daerah perkotaan. Sebagai 
contoh konkrit misalnya pola desa atau perkampungan di daerah pantai 
(beach ridge) berbentuk memanjang di pinggiran pantai dan pol a per­
kampungan di daerah pegunun gan (hill r egion) tidak tera tur dan mcnye-
bar (2.p.33). 
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Ocmikianlah gam baran dan pola pnk<tmpu n gan di Dac rah ls time­
wa Yogy akarta yang mengelompok . nl L' ll} \: ha• dan pada t d i sc panjang 
1alu r jalan . Bentuk pola perkampungan mcnyebar un tuk Dacrah I time­
wa Y ogya karta pad a unlllmny a bisa kita dapati di dacrah -dacrah perbu­
kitan. ~e pe rti mi <;a ln ya di Kalurah an Ciripurwa. 

Kalurahan ( ;inpurwa merupakan ~at all satu d1 an tara dae ralJ -dac­
rah pcdesaan y ang cl itcntukan sc hagai daerah pem:litian . Secant admi­
nistratif kalurahan ( ;iripu rwa tnmasuk wilayah Kecamatan Gi rimulya , 
Kabupaten Kul on Progo. Lctak < ;iripurwa ±. 27 km J a ri kola Yogyakar­
ta kc a rab barctt ta ut. 

Pola Perkampungan dari salah satu jalan desa di desa Giripurwo 
Kecamatan Girimulyo - Kulon Progo. 

Untuk sampai ke Giripurwa dapat ditempuh mela1ui jalan mendaki de­
ngan kc ndaraan bermotor. sepcrti colt dan kadang-kadang dengan sepe­
da ata u jalan kaki. Luas daerah Ka1urahan Gi ripurwa menurut perhi­
tun ga n tahun 1978 .± 2.956.77 ha. Ka1urahan Gi ripurwa berbatasan se­
be lah utara dengan Kalurahan Pandawarejo, Kecamatan Girimulya ; ti­
mur dengan Kalurahan Tanjunghaijo , Kecamatan Nanggulan ; selatan de-
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ngan Kalurahan Bangunrata , Ke camatan Nanggulan , barat Kalural1an 
Jat1mulyo . Kecamatan Girimulyo. 

Kalurahan Giripurwa yang merupakan daerah ;lerbukitan itu terlc­
tak pada ketinggian antara 50 - 500 m dari pcrmukaan Iaut , me mpu­
nyai pola perkampungan yang menyeba r. Letak rumah penduduk yang 
satu dcngan yang lainnya beijauhan dan dibatasi oleh tanah pekarangan 
luas atau tanah ladang. Tanah pekarangan yang ada eli sekitar rumah ini, 
ditanami dcngan ubi kayu, kelapa, jambu mete , dan lain-lain sebagai­
ny a. Te tapi rurnah yang ada di scpanjang jalan dcsa. mcngclo mpok mc­
manjang jalan desa. 

Rumah penduduk di Kalurah,an Giripurwo yang bcrbentuk limasan 

Pada umumnya rumah tempat tinggal penduduk di Kalura,1an Giri 
purwa ini menggunakan bahan dari papan dan bam bu sebagai dinding­
nya atap dari genting atau jcrami yang disebut atep. Keluarga yang 
mampu sudah menggunakan bahan batu merah , genting dan kerangka 
rumah dari kayu. Jendela mereka buat dari kaca. Be n tuk a tau tipe ru­
mah penduduk kebanyakan tipe kampung, Limasan dan ada juga joglo. 
Di antara ketiga tipe itu . tipe Limasan dan joglo merupakan bentuk ru­
mall yang cukup besar. Oleh sebab itu sebagi.an dari penduduk yang 
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menggunakan t ipe limasan dan joglo ini tennasuk pcnduduk yang di­
pandang mampu oleh masyarakat. 
Struktur atau susunan dari bangunan ini bersifat tradisiona.l, artinya 
mengikuti pola lama yang dihubungkan dengan pola hidup masyarakat 
se tempat. Seperti kita keta.hui rumah dengan tipe limasan dan joglo 
ini tercliri dari 3 bagian yang masing-masing bcrbcda fungsinya. Bagian­
bagian ini adalah tJendhopo, merupakan bagian rumah yang palin g de­
pan dan berfungsi untuk menerima tamu ; pringgitan, bagian tengah 
yang biasanya digunakan bila pemilik rumah itu mcrnpunyai hajat de­
ngan memakai pertunjukan wayang kulit. Bagian rumah ini dianggap 
sacraal . Oleh sebab itu setiap hari tertutup. Baru clibuka bila digunakan. 
Kemudian bagi an terakhir disebut da/em atau omah jero. Bagian ini di­
perun tukkan sebagai tern pat tinggal penghuni. Pacta bagian ini pula, 
kita lihat tiga ruanga.n yang disebut senthong, yakni senthong kiwo. 
senthong tengah dan senthong tengen. Di antara ketiga senthon g ini 
sen thong tengah yang dianggap keramat atau yang dikeramatkan; sebab 
menurut anggapan orang Jawa sentlzong tengah ini disediakan sebagai 
tempat istirahat dewi sri, dewi padi dan dewi rumah tangga. Oleh sebab 
itu tempat ini disebutjuga petanen, pedlzaringan. Kare na keramat , 
maka tempat ini tidak boleh dipakai tidur, meskipun lengkap dengan 
peralatan tidumya. Di ruang ini hanya terdapa t sesaji dan lampu mi­
nyak yan g disebut senthir. 

"Bangunan tern pat mandi untuk umum yang ada 
di desa Giripurwo, Girimulyo - Kulon Progo 
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Salah satu sumber air di desa Giripurwo. Kc camatan Girimulyo. Kulon Progo 

Di Kalurahan Giripurwa terdapat jalan-ja lan ya ng kcbanyakan di­
perkcras dengan batu kapur yang keras. Kecuali jalan protokol dcsa su­
dah diperkeras dcngan aspal. Untuk lapangan olah-raga scca ra khusus 
tidak ada. Hanya di de pa·n bangunan Bal ai Desa te n.lapat halaman yang 
cukup luas dan dapat diperguna kan untuk bcrolah-raga. l>i Giripurwa 
juga tidak kita temui secara khusus tempat-tempat upacara; hanya pe­
kubu ran ban yak kita jumpai ; diantaranya yang tcrpen ting adalah 
komplek pekuburan Honggoyudan, yakni tem pa t makam Honggoyuda 
yang dianggap sebagai scsepuh de a Giripurwa. Un tuk melengkapi ke bu­
tuhan penduduk di Kalurahan Giripurwa dibuatkan tempat pemandian 
umum yang pembuatannya diusahakan oleh Lembaga Sosial Desa atau 
L.S.D. 

Pola perkampungan yang ada di Kalurahan Giripurwa itu berbeda 
dengan pola perkampungan di Kota Gede dan di dae rah seki tar Krato n 
yang masing-masing masuk wilayah Kotamady a Yogyakarta. Pol a pcr­
kampungan eli kedua dae rah ini terlihat sebagai pola pc rkampungan 
yang mengelompok dimana tidak ada batas luas yang mcmisahkan ru­
mah yang satu dengan rumah yang lainnya , sehingga pola pcrkampung­
an mengelompok itu tampak padat. Khusus untuk dacrah Kota Gede 
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tampak sekali pola perkampungan yang mengelompok padat. Seperti 
telah kita ketah ui be rsam a, claerah Kota Gede ini terletak lima kilome­
ter di ·e belah tenggara Kota Yogyakarta. Jarak an tara kota Yogyakarta 
dan Kota Gede ini mudah clitcmpuh dengan segaJ a macam kendara;m 
bermotor maupun kendaraan-kenclaraan yang lain seperti andhong, 
becak clan juga sepeda. Hal ini disamping jarakny a cleka , juga karena 
jaJannya datar lagi pt1la beraspaJ. Untuk sampai ke Kota Cede dapat 
ditempuh melalui duajalur jalan ; yang pertama mclalui jalan timur yang 
menuju ke Wonosmi Cunung Kidul dan jalan kcdua melalui jalan barat 
yang menuju ke Imogiri Bantu!. Secara administ ratif Kota Cede ini ter­
bagi atas clua bagian ; yang pertama masuk wilayah Kabup aten Bantu! 
seperti Banguntapan , bekas kedaton Plered clan lain-Iain nya; yang kedua 
masuk Ko tam adya Yogyakarta, seperti Rukun Kamp un g TinaJan , 
AJun-aJun , TegaJgendu, Pu rbayan dan lain-lainnya_ Akan te tapi anggap­
an sebagian besar penduduk Yogyakarta dan khususnya penclucluk Kota 
Cede, yang climaksud dengan daerah Kota Cede adaJaJ1 bekas wil ayaJ1 
Kraton Mataram yang dulu diperintah oleh Panembahan Scnopati. Dan 
se terusny a daJam pen ulisan ini pembicaraan akan dipusatkan pada Kota 
Cede bekas wil ayaJ1 Kraton Mataram sebagai obyeknya , yang sebagian 
ada eli wilayah Rukun Kampung AJun-aJun, Kecamatan Kota Gede, 
Kotamadya Yogyakarta. 

Dae rah Kota Ge de tennasuk tanah yang cukup subur. Jenis tanam­
an yang tumbuh di daeraJ1 ini antara lain tanaman padi dan palawija. 
Sedangkan tanaman keras yang terdapat di daerah ini adaJaJ1 pohon jati. 
KecuaJi untuk daeraJ1 Rukun Kampun~: Alun-AJun ham pir tidak ada 
tanaman jenis apapun. 

Se perti telah disebutkan di atas , pola perkampungan eli Kota Cede 
acla lah mengelompok padat, tidak seperti haJnya pola perkampungan di 
Kalurahan Giripurwa. Apalagi perkampungan yang terletak di sepanjang 
jalan dan se kitar pasar. Jalan-jalan yang ada di Kota Gede kelihatan 
sem pit. Jalan yang sudah halus karena diaspal merupakan jalan utama di 
Kota Gede. D:i sepanjan g jalan-jalan itu, baik jalap utama maupun jalan 
di perkampungan berdiri kokoh bangunan-bangunan kuno yang besar 
dan yang menunjukkan ciri komunitas Kota Gede. 
Bangunan yang tampak sekarang merupakan bangunan pertokoan dan 
bangunan untuk tempat tinggal pemiliknya. Bangunan-bangunan itu pa­
cta um umny a dibuat dari bahan-bahan kayu , batu, batu merah, dan 
atapnya dari genting. Bahkan bagi orang yang kaya dan berada dinding 
bangunan itu dilapis porselin dengan lantainya yang halus dan bersih. 
~em~dian pada sekeliling halaman rumah dibuat pagar tembok yang 
tmw. Adakalanya pagar itu dibuat dari terali besi yang kokoh dan kuat 
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den gan pintu m asu k halaman yang tcrle ta k eli scbelah k anan dan k iri 
a tau eli sebelah tengah saja. 

Bangunan-bangun an kun o pada masa dul u sudah ja rang te rd a pa t di 
daerah Kota Cede. Gambaran bangunan kun o itu da pa t ki ta ke tahui da­
ri literatur ten tang Kota Cede. 
Dari litera tur y ang te rbatas in i dapat dike tahui sekita r ben tuk bangun­
an , arsi tektumya dan susun ann ya yang be rsi fat traelisio nal. 
Demikian dise butkan bahwa bangunan a tau rumah J awa kau m be rada 
eli Kota Gede mem punyai bentuk yang traelisional dan me na mpakkan 
adanya ciri-ci ri yang lchas. Pada h alam annya dan pada sisi jaJa n dibu at 
pagar tembok keliling yang tingginya sekitar 2 meter. Kemudi an pada 
bagian de pan dibu at pintu pagar dengan uk uran kecil dan re ndah ; orang 
menyebu tnya dcngan is tilah regal. Ben tuk pagar tembok dan regal ini 
sampai sekarang di beberapa tempat masih ada dan dapat ki ta j um pai . 
Jadi gambaran yang ki ta pe roleh bahwa di dalam pagar tembok keliling 
itu adaJah bangunan rumaJ1 tempat tinggal dengan haJaman rumah yang 
luas . 

Di tengah-tengah haJaman luas itu yang terlepas dari bangunan 
induk , terdapat bangunan besar dengan ukuran persegi empat dan ber­
atapkan gcntin g yang berbentuk jag/a; bangunan ini orang setempat 
menyebutnya fJ cndhapo. Selanjutnya tidak jauh dari bangunan {J endlto­
{Ja, tepatnya di sebelah belakangnya adalaJ1 bangunan induk yang dise­
but amah gcdhc atau griya ageng dengan atapnya yang berbentuk 
/imasan. Pada bangunan ini te rdapat bagian emper yang ditopang ol eh 
kayu yang tc rukir. Bila pemilik rumal1 itu orang kaya , maka pada salah 
satu sis i serambi muka ditempatkan sepcrangkat gamelan. 
Sisi dcpan bangunan induk ini biasanya ditutup dengan dinding yang 
bcrupa terali yang clibuat dari kayu jati; orang menycbtitny a gebyag 
ruji . 

Pada dindin g omah gcdhc sebclah bclakang dibuat pintu dari pa­
pan kayu yang dihiasi dcngan ukir-ukiran yang bagus. Di dalarn ruangan 
onzah gcdhe terdapat scmacam kama r tidur untuk menyelcnggarakan 
upacara-upaca ra kcluarga , yaitu krobongan. Se dang di belakangnya ter­
lc tak ruangan untuk tempat tinggal keluarga dan dapur. Sebagian masih 
ada dalam omah gcdlle dan scbagian yang lain terdapat di daJam rumah 
helakang (omalt nzburi, Jawa). Ke mudian disamping scbclal1 kanan atau 
kiri atau di kedua sisi mnah gedhc te rdapat bangunan lain yang beratap 
kanzpung. Tempat ini khusus discdiakan sebagai te mpat untuk meneri­
m a tamu. Bcntuk ruangan tam u ini pcrscgi panjang dcngan lantai pada 
kcdu a sisinya yang mcmbujur ditinggikan antara l - 2 kaki dengan ber· 
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alaskan tikar se bagai alas duduk tamu. Salah sa tu hal yang men arik ad a­
lah dalam rumah kun o di Kota Cede, kadang-kadang terdapat ruan gan 
kecil di te mbok yang sering ditempatkan dalam sumur dangkal. Ru ang­
an ini be rfungsi scbagai tempat menyimpan barang-barang be rharga sc­
pe rti emas , intan . Sc bagai kuncinya sumur itu kcmudian diisi air. 
(14.P.ll - 13). 

Se bagai pus:.~ t kegia tan pcrckonom ian Kota Cede adaJah pasar 
yang terletak d i pusat keramaian. Di pasar inilal1 bcrtcmu para pedagang 
dari luar dan pcdagang-pedagang dari Kota Cede itu scndiri. Di sekitar 
pasar ini terdapat bangunan pertokoan yang kebanyakan pe milikny a 
orang Jawa atau penduduk asli Kota Cede. Mcnurut keteran gan yang 
masih perlu diteliti kebenarannya pasar Kota Cede ini sudah ada sejak 
sebelum timbulnya pemerintahan Mataram di Kota Cede. 

Dari pasar ke arab selatan terdapat bangunan-bangunan peninggal­
an lain yang men unjukkan sejarah Kota Cede. Ban gun an peninggalan 
sejarah Kota Cede ini secara administratif terletak di dua daerah, yaitu 
untuk peninggalan bekas Kraton , watu centheng terletak di · wilayah 
Rukun Kampung Alun-alun, Kecamatan Kota Gede Kodya Yogyakar­
ta , sedang makam kerajaan Mataram Kota Gede terletak di Kalurahan 
Jagalan - Bantul. Demikianlal1 di antara bangunan-bangunan peninggalan 
scjarah itu antara lain terdapat makam kerajaan, mesjid , dan pohon 
beringin tua yang disebut Wringin Tuwa a tau Wringin Sepuh yang dike­
ram atkan orang, pe mandian sumber kemuning dan se/iran. Semuanya 
itu bc rada dalam satu komplek. 
Kcmudian ke aral1 selatan bangunan-bangunan ini kita temui peninggal­
an bekas kraton Mataram yang sekarang digunakan untuk makam ke-
1 uarga raja Yogyakarta, sela a tau watu gilang dan seta centheng. 

Makam kerajaan Mataram Kota Gede itu terle tak di belakang 
mesjid besar jaman Kraton Mataram, yang konon kabarnya sebelum di­
jadikan masjid adalah tempat Kediaman Ki Ageng Pemanahan yang 
diken al juga sebagai Ki Ageng Mataram pendiri Kota Gede. Makam ke­
rajaan ini dikelilingi oleh tembok setinggi ±. 3,5 ~1eter yang dibuat dari 
batu padas yang cara penyusunannya tanpa bal1an lepo:Menurut catat­
an bangunan makam ini selesai dibuat pada tahun l528Jawa atau1606 
Maseh i. Kemudian karena gempa makam ini diperbaiki pada tahun Ehe 
1796 Jawa atau 1867 M. Makam kerajaan ini terdiri atas 3 bagian ba­
ngun an yang masing-masing disebut Tajug, Wetana atau Pringgitan dan 
Prabayasa. Pada bagian Tanjug yang terletak di bagian utara di.makam­
kan (u rut dari barat ke timur ) : 1. Kanjeng Nyai Ageng Enis, ibu Ki 
Ageng Pemanahan/Mataram ; 2. Pangeran Jayaprana dan 3. Ka.njeng 
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Kyai Datuk Palern bang. 
Tentang iden titas Kyai Datuk Palembang i i ada beberapa o rang ya ng 
rnenyebutnya sebagai Sultan Hadiwijaya dari Paj ang dan ada pula yang 
rnengatakan scbagai juru Ki Ageng Pe manahan . 

Kcmudian pada bagian Pringgitan atau Witana yang terletak di se­
belah selatan Tajug dimakamkan (umt dari barat kc timur) : ( 1) Ki 
Ageng Pemanahan; (2) Nyi Agc ng Pe man ahan ; (3) Nyi Age ng Pathi dan 
(4) Ki Ageng Juru Martani. 
Di scbelalt selatan empat makam te rsebut di makamkan (5) Kanjeng 
Ratu Retno Dumilal1 ; (6) Kanjeng Ra tu Kalinyamat ; (7) Kanjeng 
Panembalzan SenO{Jati; (8) Pangeran Tumenggun g Gagak Benin g; 
(9) Pangeran Sukawati ; (1 0) Pange ran Mertasana ; (11) Pan ge ran Singa­
sari ; ( 12) Pangeran Mangkunega ra; (13) Pangeran Tcpasanta ; (14) Ki 
Tumenggung Mayang. 
Sedangkan yang dimakamkan pact a bagian Prabayasa an tara lain ( I ) ln g­
kang Sinuhun Anyokrawati , yang dikenal juga se bagai Sinuhun Seda 
ing Krapyak; (2) lngkang Sinuh un Kanjeng Sultan Ham cngku Buwana 
II , yang dik.enal juga sebagai Sultan Sepuh ;' (3) Kanjeng Ratu Sultan ; 
(4) Kanjeng Ratu Mas Tinumpuk ; (5) Kanjeng Ratu Mas Pathi ; (6) Kan­
jeng Ratu Sasi ; (7) Kanjeng Panembahan Mangkurat dan (8) Kanjeng 
Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I. 

Untuk dapa t masuk ke lokasi makam ke rajaan Kota Gede itu da­
pat melalui pintu ge rbang y ang terletak di scbelah sclatan mcsjid yang 
berbentuk bangunan jaman Hindu . Akan te tapi sebelum kita sampai pa­
cta pintu gerbang itu terlebih dulu kita lewati hal aman yang cukup luas. 
Di halaman ini bisa kita temui dua pohon beringin. Dian tara dua pohon 
beringin itu satu diantaranya yang dikeramatkan orang yang sampai se­
karang masih hidup. Pohon ini oleh pen duduk setempat disc but Wringin 
Sepuh yang te rletak di sebelah bara t. Pohon ini di keramatkan orang dan 
terhadapnya orang percaya bahwa apabil a salal1 satu cabangnya patah 
maka hal itu mempakan pertanda akan ada bangsawan tin ggi. Jawa yang 
meninggal dunia. Di pohon ini pacta waktu tertentu banyak orang da­
tang untuk memohon selamat dan banyak reje ki. 

Se telah kita Iewati pintu gerbang itu , sa mpailah kita di halaman 
luas sej uk , karena banyak tumbuh pohon sawo yang rindan g. Di halam­
an yang luas itu te rdapat bangunan kuno dengan bentuk lilllasan, yakni 
mesjid Kota Gede . Bangunan ini dulu merupakan tcmpat kediaman Ki 
Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Dari halaman mesjid ini ke 
aral1 bara t terdapat sebuah pintu gerbang yang juga be rcorak Hindu. 



Gapuro masuk halaman makam Panembaha11 
Senopati di Kota Cede 

17 

l\1 cmasu k1 p111tu gc rba ng 1111 sampailah k1ta di halaman lai n . D(t ri smi 1<c 
utara ya n!! sehelu mn ya mclewat1 pintu gerbang lai n sampail ah kita d i 
pintu ge rhan~ makam kna_1aan Mataram . Di halaman mcnuju m akam 
kerajaan kc arah kiri te rdapat pmtu gerhan )! yang nn:nu.Ju kolam peman­
dian , y akni kolam Seliran. Kolam Seliran ini ada dua , yang sa tu tempat 
mandi untuk kaum pria dan yang lain khusus untuk mandi kaum wa ni­
ta. Ko la m Seliran ini tempatnya terletak eli sebelah selat an bao1gunan 
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Mesjid Kota Cede. Dulu bekas tempat tinggal Ki Ageng Mataram. 

mesjid. Disamping kolam seliran terdapat pula kolam yang lain yang 
disebut kolam Kemuning. Kolam ini tcrletak di sebelah barat makam 
kerajaan. Menurut tutur orang tua kolam Kemuning ini tcmpat mandi 
para bidadari. Oleh sebab itu kolam ini dianggap keramat dan mengan­
dung kekuatan magis, begitu pula kolam Seliran. Daya magis ini diper­
oleh karena kesaktian Panembahan Senopati yang berupa "lenga tala" 
Dan karena itu bila seseorang yang kebetulan mandi pada saat berte­
patan dengan keluamya "lenga tala" maka orang itu akan 1:nemperoleh 
kesaktian. 

Peninggalan yang lai11 kecuali komplek makam kerajaan adalah be­
kas bangunan kraton Mataram yang sekarang digunakan scbagai makam 
keluarga raja-raja Yogyakarta Hasta Rengga. Di sebelah tenggara makam 
itu terdapat peninggalan yang disebut Seta Gilang dan Seta Centheng. 
Menurut keterangan penduduk setempat Seta Gilang ini rnerupakan Siti 
Hinggil Kraton Mataram. Ujud Sela Gilang ini berupa batu hi tam yang 
mempunyai ukuran kira-kira 1,5 m panjang dan lem bar 1 m serta ukur­
an tingginya 20 em. 
Dituturkan pula bahwa Seta Gilang ini bekas tempat Singgasana Panem-
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bahan Senapati sewaktu menerima ke datangan Ki Ageng Mangir yan g 
kemudian meo1i nggal karena kepalanya dibenturkan pada Sela Gilallg 
oleh Panembahan Senopati dan kemudian ditusuk dengan pusaka ke ra­
mat tombak Ky ai Plered. Dan oleh sebab itu Seta Giiang ini terlihat 
melengkung kedalam (dekok , Jawa). Sedang Sela Centlteng adalah batu 
bulat berwarna putih dengan ukuran besar clan kecil. Se muanya ada 4 
buah. Menu rut ceri ta rakyat batu-batu ini clulu cli gunakan sebagai aJ at 
bermain Raden Rangga salah seorang putra Panembahan Scnapati yan g 
sakti. Baik Sela Gilang maupun Sela Centheng in i clikcramatkan orang 
sampai sekarang, se perti halnya penin ggalan lajn yang ada di Kota Cede. 

Begitulal1 pola perkampungan di Kota Ce de yang rnengelompok 
padat. Baik di sekitar pasar maupun makam kerajaan dan peninggalan­
peninggalan yan g lain. Rum al1 penduduk yang satu dan yang lain hanya 
dibatasi oleh pagar tembok tinggi. Begitu pula jalan-jalan di gang atau di 
kampung sempit yang eli kanan kirinya berdiri kokoh paga r tembok 
yang tinggi, sehingga tam pak seakan-akan jalan-jalan itu sempit sek::lli. 
Te mpat-te mpat upacara secara khusus ticlak ada, kecuali eli tempat­
tempat yang dianggap keramat seperti apa yang dikemu kakan di atas. 

Pola perkampungan mengelompok padat itu juga te rdapat ili 
komunitas Kraton dan sekftamya. Berbeda dengan Kalurahan Giripur­
wa dan Kota Cede, komunitas di Kraton dan sekitarnya ini merupakan 
komunitas yang secara fisik dikelilingi oleh benteng Kraton , yang seka­
rang di sana-sini masih tam pak sisa bangunannya. Oleh karena itu bagi 
penduduk Yogyakarta dan khususnya penduduk Kraton dan sekitarnya 
menyebutkan daerah itu sebagai Jero beteng, maksudnya daeral1 yang 
wilayahnya ada di dalam benteng kraton, misal nya wilayah Rukun 
Kampung Suryoputran, Rukun Kampung Panembahan, Rukun Kam­
pung Ngasem , Sompilan , Ngadisuryan dan lain-lainnya. Rukun Kam­
pung-Rukun Kampung itu tennasuk wilayah Kecamatan Kraton , Kota 
mady a Yogyakar ta. 

Pada jaman dulu benteng yang mengelilingi wilayah Kecamatan 
Kraton itu tebalnya .±.. 4 m dan tingginya + 31;2 m. Pada setiap sudutnya 
terdapat penjagaan untuk melihat keadaan ili luar kraton/benteng. 
Di sebelah luar benteng, terdapat parit yang dalam yang ilisebutjagang. 
Jagang ini sekarang sudah tertimbun tanah dan iligunakan untuk ber­
tempat tinggal penduduk. Bila orang hendak masuk ke wilayah kraton 
yang berarti masuk ke "benteng" harus melewati pintu gerbang yang 
d~sebut plengkung. Dahulu plengkung ini ada eli lima tempat ; yaitu 
dt sebelah barat lau t dise but Jagasura: ili sebelah barat dise but Jagaba­
ya, eli sebelah selatan disebut Nirbaya; di sebelah timur ruse but Madya-
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sura (sekarang sudah tidak ada) dan di sebelah timur laut disebut 
Tarunasura. Di antara ke lima plengkung itu hanya dua yang masih 
tampak utuh, yaitu Tarunasura dan Nirbaya. Sedangkan sisa-sisa ba­
ngunan benteng yang mengelilingi wilayah Kraton di beberapa bagian 
sudah hancur, tetapi di beberapa bagian yang lainnya masih kelihatan 
utuh. 

Di daerah sekitar Kraton itll kita lihat ada lapangan yang cukup 
luas. Orang menyebut tanah Ia pang luas ini Alun - Alun. Ada dua Alun­
Alun, yakni yang terle tak di muka Kraton , tepatnya di sebelah utara 
dan Alun - Alun yang terletak di sebelah selatan Kraton. Alun- Alun di 
utara Kraton merupakan halaman depan Kraton dan penduduk Yogya­
karta mcnyebutnya Alun- Alun Lor, yang maksudnya a/un-alun yang 
tcrletak di sebelah utara Kraton . Di sekeliling Alun- Alun kita lilut 
pohon beringin yang dahulu ada 63 pohon. Jumlah 63 ini disesuaikan 
dengan usia Nabi Muhammad s.a.w. (5 ;P.ll ). Kemudian di tengah-te­
ngah A lun-A/un di tanam dua pohon beringin yang dipagari dengan pa­
gar batu merah (tembok , Jawa) dan oleh sebab itu orang menyebutnya 
ringin ku rung. 
Menurut cerita orang dua pohon beringin ini dulu berasal dari kerajaan 
Majapahit. Dua pohon yang terletak bersebelahan ini masing-masing 
bemama Kyai Dewadara dan Kyai Junadara. Pada jaman dulu di an tara 
kedua pohon beringin ini digunakan un tuk "pepe" raky at bila hendak 
mohon keadilan kepada Sri Sultan a tau Raja. Caranya orang itu duduk 
rapi di antara dua pohon itu dengan posisi menghadap ke singgasana 
Raja dan berpakaian putih. Dan nanti hila Raja melil1atnya maka orang 
itu akan dipanggil untuk ·menghadap dan menyampaikan maksudnya. 
Demikianlah cara seorang warga untuk mengemukakan pendapatnya 
dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jadi hal itu telah dire­
sapi dan dipraktekkan. Fungsi yang lain dari Alun- Alwl Lor ini adalah 
untuk menyelenggarakan keramaian rakyat seperti Pasar Malam Sekaten 
yang diadakan satu tahun sekali dan upacara-upacara "Grebegan". Hal 
ini berlangsung sampai sekarang. 

Disamping pohon beringin yang ditanam di sekeliling alun-alun itu 
juga te rdapat bangunan-bangunan be rupa rumah-rumal1 keci1 dcngan 
bentuk Joglo lawakan. Rumah-rumah kecil ini disebut Pekapa/an. 
Fungsi Pekapalan ini pada jaman dulu merupakan tempat kuda para 
abdi dalem yang menghadap raja pada waktu acara Watangan. Watangan 
adalah semacam adu ketangkasan dengan menaiki kuda yang dilarikan 
kencang sambil membawa sebatang tongkat yang ditumpulkan yang di­
arahkan kepada lawan. Bangunan-bangunan ini sekarang masih ada, dan 
dimanfaatkan untuk tempat Dinas Pemerintal1 Daerah seperti Dinas 
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Perikanan , Dinas Petemakan dan lain-lain sebagainya. 
Keadaan Alun- Alun Lor ini tidaklah seperti A lun-Alun yang terletak di 
sebelah selatan Kra ton , yang disebut Alun-Alun Kidul. Persamaannya 
dengan Alun-Alun Lor ialah di Alun-Alun Kidu l juga terdapat pohon 
beringin yang susunan penanamannya sam a. 

Di daerah Kraton dan sekitamya perlu disebutkan adanya bangun­
an yang melengkapi komunitas di Kraton dan sekitamya, yaitu bangun­
an Taman Sari. Taman Sari ini mulai dibangun oleh Sultan Hamengku 
Buwana I pada sekitar tahun 1758. Bangunan ini terletak di sebelah 
barat daya Kraton. Konon kabamya bangunan Taman Sari ini didirikan 
di bekas pemandian Pacethokan yang sumber aimya berasal dari alam. 
Pemandian Pacethokan ini pemal1 digunakan oleh Sinuhun Sedo ing 
Krapyak atau Sinuhun Anyokrawati putra Panembahan Senopati. 
Taman Sari ini digunakan sebagai tempat rekreasi atau istiral1at Sultan 
Hamengku Buwana l beserta putra-putri dan para is terinya serta para 
sentana (kerab~t raja). Oleh sebab 1tu pemandian Taman Sari ini terba­
gi atas Umbul Sari yang dipergunakan khusus untuk Sultan dan per­
matsuri serta Umbul Muncar untuk para putra-putri dan sentana Sultan. 
Di samping sebagai tempat rekreasi bangunan Taman Sari ini juga me­
rupakan tempat untuk menyiapkan diri sewaktu - waktu menghadapi 
bahaya. Hal ini bisa ki ta lihat dari adanya terowongan yang dibuat di­
bawah tanah . Sebagai tempat rekreasi, dilengkapi pula dengan tanaman 
bunga-bunga dan buah-buahan serta tempat ibadah. Bangunan-bangun­
an yang ada di Taman Sari ini kebanyakan berbentuk kampung dan li­
masan . Bahan bangunan ini tanpa kayu dan kalau kita melihat bahan 
yang digunakan seakan-akan semuanya dari batu merah yang dipoles 
dengan bahan merge! (adukan kapur dengan bahan pengeras lain). 

Pada umumnya bentuk bangunan-bangunan di daerah sekitar 
Kraton ini berbentuk kampung, limasan dan joglo. 
Ada semen tara yang berbentuk lain, tetapi tidak seberapa jurnlahnya. 
Tipe atau bentuk bangunan yang ada semuanya meniru bentuk yang 
ada di Kraton, seperti Bangsal Kencana tempat Sultan bertakhta yang 
berbentuk joglo; Gedhong Kuning, tempat tinggal Sultan yang berben­
tuk limasan: bangsal Prabayaksa, tempat menyimpan pusaka Kraton 
yang berbentuk limasan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan tempat 
lain yang khusus untuk mengadakan upacara misalnya upacara Grebeg 
dan sekaten adalah halaman Mesjid Agung dan Mesjid Agung yang ter­
letak di sebelah barat Alun-alun Lor. Bangunan mesjid ini berbentuk 
tajug (yang atapnya makin keatas makin meruncing). 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan 
bahwa pola perkampungan di Daerah Jstimewa Yogyakarta adalah 
berben tuk mengelompok pad at dan ada juga pol a mcnyebar . Demiki­
an perbedaan ini disebabkan pengaruh keadaan alam yang berbeda un ­
tuk daerah yang satu dengan daerah yang lain. 

PENDUDUK 

Penduduk ash Daerah Istimewa Y ogyakarta aclalah suku bang­
sa Jawa. Mereka ini scbagian besar tinggal dan hidup di daerah pcde­
saan atau jauh dari pusat keramaian kota.Berdasarkan sensusPenduduk 
tahun 1971 menunjukkan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakar­
ta memiliki jumlah penduduk 2.489.988 jiwa dan berdasarkan survey 
penduduk antar sensus 1976 jumlah itu naik menjadi 2.624.138jiwa , 
ini berarti 3,3 % penduduk Jawa atau 2 % penduduk Indonesia (26 ; 
P.36); 
Dari sejumlah penduduk tersebut di atas, scbagian besar tinggal di da­
erah pedesaan (83,6 %) sedang sisanya yang lain tinggal di daerah per­
kotaant ( 16,4%). 
Kalau kita lihat perbandingan ini, maka bisa disimpulkan bahwa pe­
nyebaran penduduk di Daerall Istime wa Yogyakarta tidaklah merata. 
Ini membuktikan pula bahwa kehidupan pedesaan mempunyai peran­
an dominan bagi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selama perkembangannya awal tahun 1978 penduduk di Daerah 
Istimewa Yogyakarta berjumlah 2.673 .986 jiwa dan pada akhir tahun 
1978 menunjukkan jumlali. 2.711.460 jiwa. · 
Beberapa ha) yang mempengaruhi perkembangan ini an tara lain tcrja­
dinya perubahan dan mobilitas penduduk di Daerah lstimewa Yogya­
karta. Perubahan penduduk itu sendiri terjadi karena adanya peristi­
wa kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Dari sta tis tik pen­
duduk akhir tahun 1978 tercatat bah wa angka kelahiran 49.518 jiwa 
dan angka kematian menunjukkan jumlah 11.883 jiwa . 

Seperti halnya perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh ke­
lahiran dan kematian, mobilitas penduduk ini dipengaruhi oleh ma­
suknya atau datangnya penduduk dari luar Daerah lstimewa Yogya­
karta . Ini bisa dimaklumi karena Yogyakarta mempunyai fasilitas yang 
lebih baik dari pada daerah sekitamya. Demikian misalnya fasilitas 
pendidikan yang sangat memungkinkan untuk menarik o~ang datang 
ke Yogyakarta. Sedangkan faktor yang menyebabkan penduduk pergi 
meninggalkan Yogyakarta adalah mencari kesempatan yang lebih baik 
di Daerah lain dan juga karena Proyek Transmigrasi keluar Jawa. Un-
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tuk akhi r tailun 1978 t ransmi grasi dari Dacrah ls tim.::wa Yogyalwrta 
terca tat 3 . 839 jiwc1 atau 950 K K (Kepala Kcltwrga) 

Pcnduduk dcsa Giripurwa pada tahun 1978 -t- 6S7 jiwJ , yang 
terd iri da ri 2672 laki -laki dan 3902 pcrcmpuan. J uml ah in1 clalu bcr­
ubah . Pcru hahan in i disebabkan kc lahiran. kematian , pcnda tang dan 
mungkin ju g<~ karcna terj adinya perpindahan pcnduduk kc luar clesa. 
Agar mcmpcrmu dah gagasan yang jcl as mcngenai pe rubal1an pcnduduk 
di dcsa Gi ripurwa dapat dilih at pada tabcl II di bawah ini . 

f a b c I II Mutasi Pcnduduk Dan Pc rubahan 
Pcnduduk Desa Giripurwa 197() s/d 1979. 

No. Jcnis Muta i 1976/ 1977 1977 I 1978 1978/ 1979 

l. Kel ahiran 188 171 173 
2. Ke matian 46 60 47 
3. Pendatang 19 36 30 
4. Pe rpindahan 90 59 74 
5. Perkawinan 60 50 65 
6. Pcrce raian 3 4 3 

Sumbcr : Monografi Kelurahan Giripurwa 
Kecamatan Giripurwa - Kulon Progo. 

Bcrdasarkan tabel di atas kita akan melihat perbandingan yang 
mcnyolok anta ra tambahan penduduk karena kelahiran dan kematian. 
Pc rbandin gan yang menyolok ini dikarenakan perhatian Pemerintah 
setcmpat akan fasilitas kesehatan yang serius. Sarana sanitasi a tau ke­
sehatan ini sudah terpenuhi dengan adanya PUSKESMAS (Pusat Kese­
hatan Masyarakat), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (B.K.LA) dan jug~ 
Klinik Keluarga Bcrencana (Klinik K.B.) Dengan adanya sarana sanita­
si ini membuktikan bahwa masalah kesehatan masyarakat di Giripurwa 
mendapat perhatian khusus ; meskipun untuk keperluan ini Puskesmas 
belu m mempunyai Dokter Jaga. Begitu pula dalam hal mutasi pen­
duduk. Dari tabel II dapat kita lihat bahwa angka untuk perpindah­
an penduduk, dari tahun 1976 sampai tahun 1979 adalah lebih besar 
bil a dibandingkan dengan angka penduduk yang datang. Mereka yang 
datan g itu mungkin karena kepentingan tugas pekerjaannya sebagai 
apa rat pemerintal1 atau juga karena perkawinan . Tetapi bagi penduduk 
Giripurwa yang pergi atau pindah ke luar daerah ini mempunyai alasan 
yang e rat hubungan nya dengan faktor ekonomis dan mungkin juga 
faktor psychologis ; misalny a di daerah kurang bahkan tidak ada la-
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Tempat pelayanan Kesehatan rakyat PUSKESMAS 
di Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo 

pangan kcrja dan fasilitas untuk mcmpe roleh pengalaman yang lcbih 
baik juga tida k ada , seperti sekolah, tempat hiburan dan lain-lain sc­
bagainya. 

Pada umumnya penduduk desa Giripurwa hanya sampai ke tin g­
kat pendiclikan Sekolah Dasar saja , dan jumlah ini bil a ki ta banding­
kan dcngan mereka yang ticlak sekolah te tapi bisa mcm baca adalah 
jauh lebih kecil, apalagi bil a kita banclingkan dengan pencluduk yang 
sama sekali tidak pernah sekolah. 

Hal yang menyebabkan kurang majunya pendidikan ini adalah 
pertama-tama faktor ekonorni dan yang lain kurangnya sarana pendi­
dikan di desa Giripurwa. Akan tetapi di antara kedu a faktor ini , fak­
tor e konomis yang rupa-rupanya berpengaruh paling besar tcrhadap 
masalah pendidikan ini. Keadaan ini bisa dimaklumi bila kita mende­
ngar keterangan Lurah Giripurwa yang menghubungkannya dengan 
faktor alam desa Giripurwa. Demikian dijelaskan bahwa karena keada­
an alamnya, maka agak sulit bagi penduduk desa Giripurwa un tuk 
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Sekolah Dasar Niten di desa Giripurwo, dulu merupakan Sekolah "Angka 2" 
Kalurahan Niten 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan-penjelasannya itu 
bisa kita simpulkan bahwa masyarakat desa Giripurwa dalamkondisi 
ekonom i yang mem prihatin kan. Karen a itulal1 setiap anak yang di­
anggap orang tuanya cukup kuat untuk membantu orang tuanya, ma­
ka akhirnya anak itu diminta untuk membantu orang tua. Di sini te­
naga kerja sangat dibutuhkan sekali. 

Hal semacam tersebut di atas biasa terjadi di kalangan keluarga 
penduduk Giripurwa yang sebagian besar hidup sebagai petani kecil 
atau buruh tani yang tidak memiliki tanah luas bahkan sama sekali ti­
dak memiliki tanah sebagai usaha produktifnya. Keluarga seperti ini 
didorong oleh kebutuhan-kebutuhan ekonominya sering i mengabai­
kan pen didikan sekolah anak-anaknya , karena tenaga anak-anak dibu­
tuhkan terutama anak laki-laki. Dalam hal ini anak-anak merupakan 
sumber tenaga yang berharga bagi setiap petani (23; P.45 - 46). Bah­
kan oleh Ina Slamet ditandaskan pula bahwa anak-anak di daerah pe­
desaan mulai diikut-sertakan dalam usaha pencaharian nafkah yang se­
derhana dan pekerjaan sehari-hari orang tuanya sejak berumur 8 tahun 
(17;P.l73). 
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Keadaan pen duduk di desa Giripurwa tersebut di atas bdak sama 
halnya dengan keadaan di lokasi penelitian yang lain , yaitu di Rukun 
Kampung Ngasem Kecamatan Kraton , dan Rukun Kampung Alun-Alun 
Kota Gede di Kotamadya Yogyakarta. Untuk Ngase m, jumlah pendu­
duk sampai Nopember 1980 tercatat 2720 jiwa, yang terpcrjnci laki-laki 
1350 jiwa dan perempuan 1370 jiwa; scdangkan untuk R.K. Alun-Alun 
cti Kota Gede masih harus menuggu hasil sensus penduduk tahun 1980. 
Dalam perkiraan sulit untuk disebutkan sebab arsip ca tatan penduduk 
tidak bisa memberikan keterangan yang jelas. 

Seperti halnya desa Giripurwa penduduk baik RK. Ngasem ma­
upun di RK Alun-Alun adalah suku bangsa Jawa. Penduduk yang ada 
di dua lokasi ini bergaul juga dengan para pendatang yang kebanyakan 
dari luar kota, bahkan dari luar pulau Jawa seperti Sumatera, Kaliman­
tan , Sulawesi, Bali dan lain-lainnya, sehingga dengan dernikian praktis 
penduduk yang tinggal di dua daerah ini , terutama di Ngasem dominan 
suku bangsa Jawa ditambah suku-suku bangsa lain yang berasal dari da­
erall-daerah yang disebutkan di atas. Motivasi kedatangan mereka itu 
umumnya karena kepentingan belajar dan menuntut ilmu di Yogyakar­
ta serta mencari pengalamari yang lain . Demikianlal1 para pendatang itu 
tinggal dan mondok di rumah penduduk asli atau pun tinggal di asrama 
yang biasanya disediakan oleh Pemerintah Daerah asal para pelajar atau 
mahasiswa daeral1. Para pendatang ini tinggal menetap selama belajar di 
Yogyakarta dan sesudah itu mereka pergi meninggalkan Yogyakarta. 

Penduduk asli Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri banyak yang 
pergi meninggalkan daeral1nya. Ada banyak sebab kepindal1an pendu­
duk ini dan salah satu di antaranya adalah transmigrasi. Demikian secara 
umum dapat disebutkan bahwa untuk Kccamatan Kraton pacta akhir ta­
hun 1978 tercatat 7 jiwa, sedangkan untuk Kota Gede tidak ada. 

Hubungan antara penduduk asli dan para pendatang tidak begitu 
tampak adanya ciri-ciri yang menonjol. Hubungan mereka sangat terba­
tas pada kepentingan mereka masing-masing. Ada kalany a hubungan itu 
dilanjutkan dengan perkawinan. Tapi hal ini pun merupakan suatu 
peristiwa yang biasa terjadi dalam masyarakat. Dalam kegitan masyara­
kat seperti kerja- bakti para pendatang cukup menunjukkan partisipasi­
nya. Begitu juga dalam perondaan yang diadakan olch masyarak at di­
mana mereka tinggal. Para pendatang itu tidak menunjukkan adanya pc­
ngaruh yang berarti terhadap masyarakat se tempat. 
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LATAR BELAKAN G SOSIAL BUDA A 

Dalam ll al in i akan dibica rakan sccara khusus llh' ngc nai !alar be la­
kang sejarah , sis tem mata pen caharian , sis t ·m kc kcraba tan dan sistem 
religi yang be rlaku eli clacrah pcnelitia n khususny a , dan Dac rah lstimc­
wa Yogyakarta pacta umunmya. 

Latar Belalamg Scjarali . 

Apabila kita mdih at perkcmbangan Daerah I timcwa Yogyaka rta 
akan clapat cliketahui pula Jatar belakang sejarah keti ga dacrah yang di ­
ambil sebagai lok asi pe neli tian. Dalam hal ini pula akan dapat kita ke ta­
hui bal1wa sebenamya aclanya Yogy akarta yang clulu be rsta tus Kcsul ­
tanan Ngayogyakarta Hadinin grat itu adalah dari Ke rajaan Mataram 
(Islam) yang berpusat eli Kota Gede ; yang seterusn ya pinclah kc Karta , 
Plered , Kartasura dan Surakarta. Dengan adanya pc rjanjian Gianti 175 5 
lahirlah Kasultanan Ngay ogyakarta Hadiningra t yang sekarang dikcnal 
sebagai Yogyakarta , sebagai pecalun dari Ke rajaan Ma taram yang ber­
pusat eli Surakarta . 

Ko ta Gecle sebagai pusat kerajaan Mataram (Islam) yang pertam a 
eli Jawa didirikan pacta abaci 16. Siapa pencliri Kota Cede ini belum 
ada su mber yang menunjukkan kepastiannya. Yang jelas adanya Kota 
Cede ini bersamaan dengan berdirinya bumi Mataram yang konon tutur 
kata orang dilakukan oleh tokoh legcndaris yang bernama Ki Ageng Pe­
manahan, seorang punggawa dari Kerajaan Pajang yang pacta waktu itu 
diperintah oleh Sultan Hadiwidjaya 

Demikianlah ·dalam dongeng itu disebutkan bahwa Ki Ageng Pe­
rnanahan atas jasanya yang berhasil menumpas pemberontakan Arya Pe­
nangsang, Adipati Jipang, oleh Bagi nda Sultan diberi hadiah bumi 
Mentaok yang terletak eli sebelah selatan Kerajaan Pajang. Kemudian 
atas perkenaan Baginda Sultan , berangkatlah Ki Ageng Pemanahan dan 
keluarga beserta para pengikutnya untuk mencari bumi Mentaok . Da­
lam perjalanan bertemulah K.i Ageng Pemanahan dengan Sunan Kalijaga 
yang sedang rnandi di Kali Opak. K.i Ageng Pemanal1an ditanyai oleh 
Sunan Kalijaga apa maksud dan tujuan ke pergiannya itu . Ata s pertanya­
an ini , maka K.i Ageng Pe manahan menjelaskannya dengan panjang le­
bar. Setelah me nge tahui maksud dan tujuan ke pergian Ki Ageng Pema­
nahan, maka Sunan Kalijaga menunjukkan eli man a Ietak bumi Menta­
ok . Dan dibe ritahukan pula bahwa eli hutan itu te rdapat pohon beri­
ngin putih . Kalau pohon beringin putih itu telal1 ditemukan maka itu 
berarti bah wa bumi Mentaok telah ditemukan pula. Atas pe tunjuk Su-
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na Kalijaga rombongan Ki Agcng Pe manahan kcmudian melanjutkan 
perjalannnya sc telah mohon diri pada Sunan Kal ijaga. Dan akhirnya te­
patlah apa yang dikatakan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pe manahan menc­
mukan beringin putih sebagai pertanda bumi Mentaok . Pohon beringin 
putih ini sampai sekarang masih ada dan disebut ringin sepuh ( 18, P. 
41 42). 

Akhirnya Ki Ageng Pemanahan dan kcluarga beserta para peng­
ikutnya mcnetap dan membuka hutan Mentaok untuk dibuat tcmpat 
pemukiman yang baru. Dan usahanya ini berhasil. 
Daerah baru ini kemudaian discbutnya Mataram. Di sini Ki Agen g Pe­
mana11an menyebut dirinya Ki Ageng Mataram. Kedudukan Ki Agcng 
Mataram dianggap oleh para pengikutnya sebagai pimpinan di daerah 
itu. Setelah Ki Ageng Pemanahan a tau Ki Ageng Mataram meninggal , 
maka kepemimpinan Mataram dilanju tkan oleh putcranya yang bema­
ma Sutawidjaya yang kemudian bergelar Kanjeng Penembahan Senopa­
ti. Saat itu Kanjeng Penembahan Senopati belum berani mcngangkat di­
rinya sebagai raja Mataram sebab masih ada kerajaan Pajang yang ada di 
atasnya. Baru setelah Pajang runtuh bcrdirilah kerajaan Matararn yan g 
pusatnya berada di Kota Cede. 

Setelah beberapa saat Kota Cede dijadikan sebagai pusat Mataram, 
maka pada awal abad ke 17 ditinggalkan tahap dcmi tahap. Pacta waktu 
itu Sultan Agung Anyrakusuma yang bertahkta. Raja baru ini lebih ba­
nyak tinggal di Kcrta dan semcntara itu dibangun istana baru yang ter­
letak di Plered. 

Pengganti Sultan Agung, yakni Amangkurat l sudah b~rsemayam 
di Plered. Kemudian pada jaman pemerintahan Amangkurat II pusat kc­
rajaan dipindahkan ke Kartasura yang akhimya pindah lagi ke Su­
rakarta. Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagai rcalisasi isi pcr­
janjian Gianti 1755 maka Mataram akhimya dipecah menjadi dua ya­
itu Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sedangkan 
Kota Gede tetap dihormati scbagai tempat leluhur raja-raja Mataram 
sampai sekarang. 

Bcgitulah akhirnya sebagai hasil Perjanjian Cianti pada tahun 
1755 berdirilah kerajaan baru di Yogyakarta. Kerajaan baru ini dipim­
pin olch Pangera.n Mangkubumi yang kemudian bergclar Sultan Ha­
mengku Buwana I. Pada waktu . pertama kali bertahta, diambilnya 
Am barketawang (se belah bar:it kota Yogyakarta .±. 5 km) sebagai pusat 
pemeritahannya. Pada sekitar tahun 1756 dari Ambarketawang pusat 
pemerintahan dipi.ndahkan ke Ngayogyakarta. Ada bebe rapa alasan 
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mengapa Sri Sultan Hamcngku Buwana l mcmindahkan pusat pemetin ­
tahan ke Kota gayogyakarta ; yang pertama sebagai tanda penghor­
matan ke pacl a para lclu hur Mataram. Sebab tc mpat ini clian gga p suci . 
Jaman Sunan Paku Buwana Jl bertahta eli Surakart a te mpat ini me rupa­
kan pesanggrahan yang namany a Ngayogya . Pcsanggrahan ini me rupa­
kan te mpat untuk mcnyemayamkan jenazah para bagsawan yang akan 
dimak arnkan eli lstana Imogiri. Dengan demikian tcmpa t ini dianggap 
suci ka rena selal u mendapatkan berkat para leluhur Mataram. Ala san 
kedua adalah bcrdasa rkan suatu legenda yang ama t sulit dapat clipcrca­
ya olch ilmu penge tahu an eli jaman sekarang, yaitu bcrdasarkan pctun­
juk Yang Maha Ku asa. Dan kalau boleh disirnpulk an bahwa pe r11il ih an 
Ngayogyakarta sebagai pusat pcme rintah inikarena amat strategisuntuk 
mel akukan pembelaan bila ada serangan musuh. Hal ini scs uai lcngan 
pribadi Sultan Hamengku Buwana I yang ahli dalam strategi militer 
( 25 , P. 14- 15 ). 

Sejarah pe rke mbangan kedua daerah tersebu t di atas, tidak sa ma 
dengan apa yang te rj adi untuk desa Giripurwa . Desa ini dulunya terdiri 
dari tiga kalurahan yang masing-masing disebut Kalural1an Niten , Kalu­
rahan Wadas dan Kalurahan Jonggrang. Menurut keterangan penduduk 
sete mpat ti ga desa itu satu diantaranya pernah menjadi daerah Kade­
mangan yang berada eli bawah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, 
terutama pada Masa Sri Sultan Hamengku Buwana Vlll. Kemudian ke 
tiga ka.Iurah an bergabung menjadi satu dengan nama Kalurahan Giripur­
wa. Alasan yang juga merupakan dasar penggabungan ketiga desa itu 
adalah maklumat o . 16/1946 yang dikeluarkan Pemerintah Daeral1 
lstimewa Yogyakarta sehubungan dengan usaha untuk memperkuat 
otonomi desa yang ber angkutan . Demikian pada pasal 7 maklum a t ter­
sebut mengatakan : 
( I) Tiap Kalurahan harus dapat mencukupi kebutuhan sendiri 
(2) Jika te rny ata ada Kalurahan yang tidak dapat mencukupi kebutu­

han sendiri , maka harus digabungkan dengan Kalurahan yang lain. 
(3) Atas kehendak raky at dapat diadakan gab ungan be berapa Kalura­

han walaupun masin g-masing telah dapat mencukupi kebutuhan 
sendiri. 

Status Yogyakarta sebagi negara Kasultanan berubah sebagai Dae­
rah Istime wa se bagi bagian dari Negara Republik Indonesia yang telah 
diproklamasikanpada tanggal 17 Agustus 1945 ; dan Sultan sebagai Ke­
pala Kasultanan Yogyakarta bertanggung--jawab langsung kepada Pre­
siden Rep ublik Indonesia. Pemyataan ini diamanatkan sendiri oleh Sri 
Paduka Tngkang Sinuhw1 Kanjeng Sultan Hamengku Buwana IX pada 
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tanggal 5 September 1945. Amanat serna cam ini diikuti pula oleh Sri 
Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipa ti Ario Paku Alam VIII pada 
hari dan tanggal yang sa ma. Dengan demikian scjak aa t itu Yogyakarta 
herstatus scbagai Di:lcrah I timewa Yogyakarta (28.P. 36). 

Sistem Mata Pencaharian . 

Sebagian besar penduduk Daerah lstimewa Yogyakarta yang ting­
gal eli daerah pedesaan hidup sebagai petani , baik petani yang memiliki 
tanah ga rapan maupun petani yang tidak memiliki tan ah garapan, yaitu 
buruh tani. Usaha ini untuk seluruh Daerah lstimewa Yogyakarta pa­
Ja umumnya dengan sistem tegal, sawah clan adakalanya di pekarangan . 
Hal ini bisa diperkuat apabila ki ta melihat penggunaan tanah di Propinsi 
Daerah lstimewa Yogyakarta. Da1am tahun 1978 tercatat bahwa usaha 
tegalan ini meliputi luas 119.935 ha ; usaha pekarangan 86.489 ha dan 
awah 65 .127 ha. Sedangkan yang1ain adalal1 tanah hutan (1 17.921ha) 

dan tanah bekas RVO ( + 204 ha) serta lain-lain 28.903 ha. 

Kabupaten Sleman mcmpunyai tanah pesawahan yang paling luas 
(± 27.777 ha), kemudian Kabupaten Bantu) ( ± 18. 195 ha) dan Kabu­
paten Kulon Progo (± 11.421 ha), sedangkan Kabupaten Gunung KiduJ 
hanya mempunyai luas tanah pesawahan ±. 7.191 ha dan Kotamadya 
Yogyakarta ±_ 0.543 ha. Kemudian untuk tanal1 tegalan yang paling luas 
adalah Kabupaten Gunung Kidul (±_95.617 ha); Kabupaten Kulon Pro­
go ( ± I 0. 38 I ha ); Kabupaten Bantu! ( ± 7.246 ha ); Kabupaten Sic­
man(± 6.649 ha) dan Kotamadya Yogyakarta sekitar 0.042 ha. 
Kabupaten Kulon Progo mempunyai luas tanah pekarangan yang paling 
menonjol ( ±_ 26.766 ha ); Kabupaten Gunung Kidul ( ± 23. 433 ha ); 
Kabupaten Bantu! ( ±.17.563 ha) dan Kabupaten Sleman (± 15.274 ha) 
serta Kotamadya Yogyakarta (±.1.453 ha) ( 27 ,P.2 1 I ). 
Demikian komposisi tanah di Daerah lstimewa Yogyakarta yang secara 
lang<;ung mempengaruhi sistem mata pencaharian penduduknya . Kom­
posisi yang memperlihatkan perbedaan yang mengolal1 itu keadaan 
alamnya. 

Sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalal1 pe­
tani , demikian apa yang telah disebutkan eli atas. Dari ke tiga daerah 
yang kita ambil sebagai daerah penelitian Giripurwa merupakan dacrah 
pedesaan yang sebagian besar penduduknya mempunyai ma ta pen caha­
rian bercocok- tanam atau bertani . Tanah persawahan di Giripurwa ini 
kebanyakan merupakan tanah sawah tadah hujan , maksudnya tidak 
mendapatkan pengairan dari sistem irigasi, tetapi air yang didapat ber­
asal dari hujan ; oleh sebab itu hasil padinya disebut pari gogo. 
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Me nurut keterangan Lurah desa petani di desa Giripurwa diklasi­
tikasikan atas petani pernilik tanah, petani penggarap tanah dan buruh 
tani. Dasar untuk mengklasifikasikan petani Giripurwa ke dalam ketiga 
kategori itu tidak begi tu jelas. Akan tetapi berdasarkan keterangan yang 
diperoleh bi a sementara disimpulkan bahwa pe tani pemilik tanah ini 
adal ah para petani yang memiliki tanah sendiri sebagai tanah garapan­
nya , kemudian pe tani yang dikategorikan sebagai petani penggarap ta­
nah ini adal ah petani yang hanya memiliki alat-alat garapan sebagai mo­
dalnya; sedang buruh tani adalah petani yang semata-mata hanya me­
miliki tenaga saja sebagai modalnya. Demikian ki ra-kira alasan yang di ­
gunakan ebagai dasar untuk mengklasifikasikan pe tani desa Giripurwa. 

Di sampin g hidup sebagai petani ada pula di antaranya penduduk 
di desa Giripurwa yang mempunyai mata pencaharian di luar pertanian, 
se pe rti Bidan , Guru , ABRI dan pekerja-pekerja lain. Namun bila diban:o 
dingkan dengan peke rj aan petani, jumlahnya jauh lebih sedikit. 

Hal tersebut jauh berbeda dengan mata pencaharian yang dilaku­
kan oleh penduduk di Yogyakarta, termasuk penduduk yang tinggal 
di wilayah Kecamatan Kraton. Kebanyakan di antara mereka ini mem-
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pu nyai pe ke rjaan sebagai pegawai Negeri dan juga pekerjaan-pe kerjaan 
lain yang sifatnya wira wa ta sc pe rti kerajinan batik , tenun dan lain­
lain cbagainya. Ada kalany a mercka cukup mclakukan pekerjaan se­
bagai abdi dalem (= pegawai kraton) di dalam Kraton Yogyakarta. 
Biasanya pekerjaan se bagai abdi dalem ini merupakan pekerjaan yang 
dilakukan ecara turun - te murun dan scbelum resmi mcn]adi abdi da­
lem rncrcka mendapatkan dan harus menjalani latih an khusus untuk pe­
kc rj aan ini. 

Bcgi tu pula bagi penduduk yang tinggal di Kota Cede. Di sini me­
reka melakukan ma ta pcncaharian yang menunjukkan suatu ci ri kh as 
Kota Cede. Penduduk di Kota Gcde ini me mpunyai peke rjaan yan g ke­
banyakan berhubungan dengan kc r~jinan. Ma ca m-macam kc rajinan 
yan g dilakukan oleh pcnduduk , misalnya me mbuat te mpat un tuk me­
masak nasi yang di dalam bahasa Jawa disc but dandang. Para pcngrajin 
ini tinggal mengelompok dalam satu tempat , sch in gga te mpat pa ra pen g­
rajin scjenis ini tinggal , disc but kampung Sayangan; kcmudian me reka 
yang peketjaannya mcne mpa bcsi untuk dijadikan al a t-alat rumah tang­
ga seperti pisau , disebut pallde dan Kamp ung di mana mere ka tin ggal 
disebut Pandean; pengrajin yang membuat tcmpat kcris disc but mrang­
gi ; Kampung te mpat mereka tin ggal disebut Prcnggan. Dcmiki an pul a 
yang lain-lainnya. 

Ke rajinan lain yang membawa nama Ko ta Geclc ini te rkenal di du­
nia kepariwisataan adal ah keraji nan e mas dan pc rak. Pc kctjaa n ini me­
nurut kc terangn an dulu mcrupakan pekerj aa n yang bia a d ilakukan oleh 
para abdi dalem Mataram· yang diperintah oleh Panc mbahan Sen o pati. 
Dan rupanya pekerjaan ini merupakan pekerjaan khusus bagi para abdi 
dale111 yang memang kemampuannya dalam bidang ini . 
Pckerjaan sebagai tukang emas dan perak ini bukan mcrupakan pcker­
jaan yang didapat berdasarkan pe ndidikan forma l , tctapi suatu pcker­
jaan yang diperoleh dati pengalaman dan warisan turun-temurun. Da­
hulu pekerjaan ini bukan dilakukan ata u diusahakan olch pcrusahaan te­
tapi olch pero rangan. 

Dewasa ini dalam perkembangannya , pe ke rjaan sebagai tukang 
emas dan perak ini dilakukan oleh suatu perusahaan yang bcrgcrak di 
bidang kerajinan perak se perti TOM'S SJL VER ya ng amat po puler itu. 
Scdang tukang em as (kemasan , Jawa) melakukan pe ke rj aan un tuk mc­
menuhi pesanan yang kebanyakan dari toko-toko c ma Cina . Di an ta­
ra mcreka (para kc masan) pekerjaan ini dilakukan secara bergotong­
royong. Di amping pekeJjaan terscbut penduduk Kota Gcdc juga 
melakukan pekerjaan berdagang. Biasanya barang-barang yang dipcrda­
gangkan itu antara lain kain tenun, pakaian jadi anak-anak , makanan 
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se pcrti 1!1/ lfJing, pcrhi asan -pe rhiasan in11tasi dan lain ·c bagmnya. 
Pekerjaan scbagai pcngrajin itu dilakukan ~c.:cara turun-tcmurun Dala m 
h al be rdagang o rang-orang Ko ta Ce de mclakukanny a sarnpai kc lua • ko­
ta Yogyaka rt {) , mi alnya ke Jak arta , Kc cliri . Surabaya dan hahJ... an -;a m­
pai ke luar pulau Jawa anta ra lain kc L tmpun g. 

Si.\·te/11 Kekerabatan 

Dalam masyarakat oran g Jawa dik c.: na l kdorn po k kckl'faba tan sa­
nak scdulur . a tau nak ndulur atau nak wrnak Kclompok ke kcrabatan 
scrnacam in i cl alarn ilmu antro pol ogi discbut Killdrl!d. Keanggotaan 
kclom pok kckerabatan yan g clise but sanak-sedu lur ini sanga t lu as dan 
besar . yak ni mcl iputi saucla ra-sa ud ara baik da ri pihak ayah maupun dari 
pihak ibu a tau sa udara sckandun g da ri pihak ayah maupun dari pihak 
ibu . 

Ka rcna keanggotaan kelompok kckerabatan ini be ar, maka ham­
pir tidak mcnyadari batas-batas keanggotaan kelom pok kekerabatan itu. 
Mcrcka hanya rnengenal batas-batas keanggotaan itu melalui istilah -isti­
lah kekerabatan, misalnya adik , kakak, paman, bibi, ke ponakan , misan, 
mcndoan dan lain sebagainya. Dengan istilah-is tilah kekerabatan yang 
berlaku itu . maka akan dapat pula diketahui sta tus atau kedudukanny a 
clalam kelompok kekerabatannya. Anggota kelompok kekerabatan ini 
jarang sekali bisa bertemu dan berkumpul ; kecuali mereka yang tinggal 
bc rdeka tan . Mc reka akan berte mu dan berkumpul bila ada salah seorang 
anggotany a yang kebetulan melaksanakan hajat seperti pe rkawinan, 
mengadakan elamatan-selamatan yang berhubungan dengan kema tian 
salal1 scorang anggota kerabatnya dan aktivitas yang lain. Walaupun de­
rnikian mereka tc rikat oleh hubungan darah yang diny ata kan dalam su­
rat yang disebut layang kekancingan. Sarasilah atau silsilah. Biasanya 
untuk selalu mengadakan hubungan di antara anggota kelompok keke­
rabata n ini mcreka membuat semacam kumpulan yang di se but Trah. 

Tralz itu bukan bersifat sebagai keluarga luas atau kelompok keke­
rabatan yang disebut Klan. Rasa-rasanya dalam masyarakat Jawa orang 
ti dak mengenal adanya bentuk kelompok kekerabatan yang disebut 
keluarga luas maupun klan . Hanya ada satu tingkatan yang lebih besar 
daripada bentuk kelompok keke rabatan sanak sedulur. yaitu alurwaris 
atau trail ini. A lur waris atau trah ini be rorientasi pada seorang tokoh 
leluhur ( = ancestor orien ted kingro ufJ J yang dianggap menurunkannya. 
Oleh sebab itu untuk mendeka tk an dirinya dcngan leluhurnya itu m ere­
ka pada hari-hari te rtentu mengadakan sclamatan. Pacta masyarakat 
J awa dikenal selamatan Ruwallan yang diadakan satu talllln sekali pada 
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bul an Jawa Ruwah. satu bulan menjelang bulan Puasa. Bersamaan de­
ngan penyelenggaraan selamatan itu mcreka juga rnelakukan kunjungan 
ke makarn leluhumya. Demikianlah di Jawa, khususnya di Yogyakarta 
kita kenai adanya banyak trah seperti trah Suronatan. trah Burninatan 
dan ill desa Giripurwa kita juga men genal adanya ben tuk trah ini seperti 
trah Hanggayudan. yakni kelompok kekerabatan ke turun an Hangga­
wangsa pengusaha pertama eli daerah ini. Untuk daerah Kota Gede ben­
tuk kelompok ke kerabatan ini disebut Bani atau Trah . 

Sebagai kel ornpok sosial yang menj alankan ekun omi rumal1tangga 
se bagai satu .kesatuan dan sebagai satu kesatuan dalam masyarakat yang 
melakukan usaha-usaha produktif, tampak dalam kehidupan keluarga 
batih di pedesaan . 

Sistem Religi 

Untuk Daeral1 lsti'mewa Yogyakarta berlaku bermacam-macam ke­
percayaan baik kepercayaan yang berorientasi pacta adanya roh leluhur. 
kekuatan gaib maupun kepercayaan yang mendasarkan diri pacta ajaran 
Tuhan , yaitu agama. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat agama 
Islam , Katholik , Protestan , Hindu , dan Budh a. Agama Islam merupakan 
agama yang dominan eli Daerah lstimewa Yogyakarta. disusul oleh aga­
ma Katholik . Perlu kita ketahui bal1wa orang-orang yang menganut 
agama Islam itu terdiri dari dua golongan, yakni agama Islam santri. 
yaitu perneluk agama Islam yang secara keseluruhan mengikuti ajaran­
ajaran Islam dan Islam Abangan, yaitu pemeluk agama Islam yang rnasih 
juga mengikuti kepercayaan animisme dan dinamisme. 

Disamping agama atau kepercayaan yang berdasark<m ajaran Tu­
han, berlaku pula kepercayaan-kepercayaan seperti kcbatinan dan juga 
pedukunan. Kepe rcayaan kebatinan ini adalal1 aliran kepercayaan yang 
ajarannya berorientasi pacta Ke Tuhanan Yan g Maha Esa, sedang keper­
~ayaan pedukunan adalah kepercayaan yang pacta dasamya berorientasi 
pada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. 

Pacta umumnya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasarkan 
ajaran Tuhan itu banyak terdapat ill daerah pedalaman atau pedesaan. 
Atau kalau toh mereka menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam 
atau agama yang lain, mereka ini tem1asuk pada kategori Islam abangan . 
Hal semacam ini bisa kita lihat ill daerah Kota Gede. Menurut Kepala 
Kampung mayoritas penduduk di Kota Gede ini adalah beragama Islam 
bahkan dapat dikatakan bahwa penduduk ill Kota Gede seluruhnya ber­
agama Islam. Akan tetapi kalau kita lihat dalam kenyataannya. pacta 
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hari-hari tertentu se pe rti Jumat KJiwon , banyak penduduk yang ber­
ziarah ke Makam Panembahan Senopati sebagai tokoh pendiri Kota 
Gede. 

Begi tu juga di dacrah Yogyakarta dan Jesa Gi ripurwa. Kebiasaan 
1m bisa kita lihat pada setiap bulan Jawa , yaitu bulan Ruw ah sebelu m 
Puasa, orang membuat sesaji yang dischut apeman untuk menghormat 
arwah para leluhur. 
Terlepas da1i baik itu agama maupun kepercayaan yang lain . kal au kita 
lihat dalam hidup sehari-hari hal itu mcmpunyai pengaruh yang besar 
dalam masyarakat. Demikian pengaruh itu terlihat dalam fungsinya 
yang pertama yakni fungsi yang bersifat p edagogis yakni mcndidik dan 
memperingatkan kepada manusia, agar selalu ingat kepad a yang menye­
babkan mereka ad.a dan fungsi kedua sebagai sosial kontrol , yang mak­
sudnya agar dalam hidup manusia sudi mempe rtimbangkan scgala 
sesuatu sehubungan dengan tingkah-laku dan perbuatannya. 

Salah satu tempat "Pepunden" di Kalurahan Giripurwo, Girimulyo 
Kulon Progo 



BAB KETIGA 

BENTUK KO~tlJN ITAS 

Se pe rti te lah d iscbutkan Ji muka, kesatuan h idup S'lcmpat atau 
Ko munitas itu merupakan ~ualu kcsatuan manusia yang terib t okh wi­
layah a tau area te rte ntu ( II ,P. 155 ). Scbagai k..:satuan hid up man usia 
Komunitas in i berdasarkan cara hidupnya dapat dibagi a ta . dua b·ntuk . 
Bentuk yang per tam a discbut Band, yang hidupnya tcrga n tung padfl 
sis tem mengumpulkan makanan ( gathering), istcm pcrburuan ( hun­
ing) atau mcnggembala (herding). Bc ntuk Komunita :cmacam ini . c­
lalu berpindah te mpat pada musim yang berbeda. 
Sctia p tahun dcngan anggota yang tcrdiri dari kcluarga-kcluarga yang 
tin ggal be rsa ma-sam a dalam tenda secara bersama- ama . Bcntuk Jain 
adalah Komunitas y ang bertempat tinggal menetap dalam jangka waktu 
ya ng relatif panjang. 
Bentuk Ko muni tas scmacam ini disebut Desa, yang hidup dengan cara 
bercocok tanam a tau bcrtani. Oleh sebab itulah komunitas ini tidak 
pemah melakukan pengembaraannya ( I 5 , P.80 ). 

Untuk Dacrah lstimewa Yogyakarta bentuk Kornunitas yan g ada 
adala h ben tuk yang kedua yang dise but Desa. Desa yang ada ini lcbih 
rnenunjukkan kelom pok-kelompok perkampungan yang mcnetap de­
nga n penduduk yang tctap utuh untuk semua musim ( 11 , P. 164 ). 

CIRI - CIRf 

Dcsa atau perkampungan yang be rcorak tradisional itu setiap pcn­
duduk atau warganya bukan sebagai orang perseorangan ( individu ) 
yang mempunyai kebebasan dalam setiap perbuatannya, tetapi scbagai 
warga masyarakat yang utuh, dimana masing-masing warga itu mempu­
nyai hak-hak subyektif yang berfungsi sosial, maksudnya dalam mcng­
gunakan haknya itu harus diselaraskan dengan kepentingan um um. 
Dalam hal ini boleh disebutkan bahwa kesatuan hidup manusia sema­
cam dcsa ini merupakan satu kesatuan kelompok-kclompok sosial yang 
mclakukan usaha-usal1a ckonomi bersama. 

Dalam Komunitas yang berbentuk desa sepe rti yang dapat kita li­
hat di desa Giripurwa tampak adanya sikap yang suka saling membantu 
di an tara para warganya, schingga tampak bahwa kehidupan di desa itu 
bersifat go to ng- royong dan saling tolong-menolong. Di dalam irama 
hidup warganya te rdapat semangat dan jiwa kemkunan dan sopan-
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Kcgiatan Gotong Royong yang dilakukan penduduk di Kalurahan Giripurwo 
Kecamatan Girimu:yo , Kulon Progo 

santun yang menuntut sikap bersabar terhadap sesama warga. Hal ini 
bisa dimaklumi se bab sikap hidup di pedesaan terdapat suatu un ur 
yang orang akan merasa aman bila dapat b~rgaul baik dengan orang lai n. 
Un ur ini mcngantar pada pengertian kita yang mengatakan bahwa di 
sini te rdapat sifat hidup ketergan tungan antara manusia yang satu de­
ngan yang lainnya. Kehidupan yang berdasar pada j iwa gotong-royong 
itu dengan semangat kolektif yang wajar di dalam masyarakat tradi i­
onal hendaknya clijadikan semangat kooperatif akan pcrsatuan dan ke­
satuan nusa bangsa ( 22, P. 61 ). 

Seperti apa yang cliuraikan di atas merupakan ciri khusu yang ada 
di daerah pedesaan termasuk desa Giripurwa. Sedangkan ciri yang lain 
yang bisa dilihat dalam hidup sehari-hari adalah hidup penduduk ter­
gantung dari pertanian, sehingga mereka dalam hidupnya itu mempu­
nya.i orientasi yang dekat pada alam ( kosmologis ). 
Demikian kira-kira alam merupakan naungan hidupnya . Ciri-ciri komu­
nitas desa ini tidak sama dengan apa yang kita lihat di Kota C.ede 
maupun di daerah Kraton dan sekitamya. 
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Ci ri yang sa ma terbata pada kehidupan yang tolong-mcnolong dan go­
tong-royong. Ciri yang Jai n yang menunjukkan suatu kelompok sosial 
sebagai kcsa tu an u aha ekonomi (produktiO dan orie ntasinya pada kos­
mos atau alam , tidak ada pada dua Komunitas itu masih mengenal ada­
nya hubungan terhadap le luhur yang dianggap sebagai ca ka1 bakal pem­
buka komunitas itu . 

ST RUKTU R KOM ITAS KECIL 

Dalam hal ini kita akan mernbicarakan tentang kcdu d uk an komu­
nitas yang be rsangkutan dengan kornunitas yang lain , mungkin te rh adap 
komunitas yang le bih di atasnya dan dapat j uga dengan komunitas ya ng 
ada di bawal1nya. Untuk itu kita harus meninjau dulu adanya bebcrapa 
jenis komuni tas. 
·Dalam bab pendahuluan telah diajukan pengertian tentang komu nitas 
dan yang te lah dibedakan atas komunitas besar dan komunitas kccil. 
Demikian dengan komunitas besar itu diberikan contoh Kota ataupun 
Negara, sedang contoh komunHas kecil adalah daerah pedesaan dan 
pe uk uh an. n tuk men getahui struktur atau susunan komunitas yang 
kc udukannya dengan komunitas lain, maka kita harus melihat berda­
sarkan pengertian administratif Dengan demikian kita harus pula meli­
ha t kedudukan ormalnya dalam hierarchi pemerin tahan yang berlaku 
da lam komuni as yang bcrsangkutan. 

ntuk aeral1 lstimewa Yogyakarta daerah pedesaanny a yang me­
rupak an komunitas kecil mempunyai kcdudukan baik sebagai bagian 
da ri komuni tas yang ada di atasnya maupun sebagai induk komunitas 
yang ada di ba wahnya. Kedudukan ini sama untuk komunitas kampun g 
yang ada di dae rah perkotaan seperti Rukun Kampung. Hal ini bisa di­
li hat di lo kasi penelitian seperti desa Giripurwa , Rukun Kampung Alun­
AJun di Kota Ge de dan Rukun Kampung Ngasem untuk daerah sekitar 
Kraton , yang keduanya ada di dalam wilayah Kotamadya Yogyakarta. 

Komunitas-komunitas tersebut di atas baik desa Giripurwa mau­
pun Rukun Kampung Alun-alun dan Ngasem itu adalall bagian dari 
Komunitas Ja~n yang lebih luas dan besar, yaitu yang disebut Kecamat­
an. Dengan demikian secara resmi daerah pedesaan maupun Rukun 
Kampung itu dalam ke bij aksanaan administratif merupakan pelaksana 
yang pengaturannya te rgantung pada komunitas yang ada di atasny a. 
Te tapi sebaliknya Komunitas desa dan Rukun Kampun g ini merupakan 
induk komunitas lain yang lebih kecil, yakni pedukuh an untuk daerall 
pedesaan dan Komunitas yang sederajat dengan Ko'munitas pedukuhan 
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yang disebut Rukun Tangga untuk daerah perkotaan. Desa dan Kam­
pung inilah yang mengatur untuk melak anakan kebijaksanaan yang 
telah ditentukan oleh komunita di atasnya , k~camatan dan begitu 
se te rusnya kc atas . 

PEMERINTAHAN DALAM KOMUNITAS KECIL 

Scperti telah diuraikan dalam bab yang membi carakan ten tang se­
jarah pe rke mban gan daerah di atas bahwa adanya Yogy akarta yan g 
bcrstatus s~.: bagai Kasultanan Ngayogyak arta Hadiningrat ini karena 
Pe1janjian Gian ti 17 55 yang mengakhiri pe rang Palihan Negari an tara 
Paku Buwana II dengan Pange ran Mangkubumi yang kemudian bergclar 
Sultan Hamengku Buwana I. Hasil dari pc rjanjian yang ditanda-tan ga ni 
bersama itu adalah timbulnya pemerintahan baru di Yogyakarta yan g 
dikcpalai oleh seorang Sultan. 
Sultan sebagai penguasa tunggal waktu itu dalam melaksan akan politik 
peme rintahan dibantu oleh seorang Patih dan untuk melakukan kebijak­
sanaan pemerintahan di daerah kekuasaannya dipe rcayakan kepada para 
Bupati dan sete rusnya Bupati ini membawahi Panc won yang kcduduk­
annya sekarang sebagai Camat, selanjutny a adalal1 Demang atau Lurah. 
Telah pula disebutkan bahwa akhirnya tatus Yogyakarta sebagai 
Kasultanan ini berubah menjadi Daerah lstimewa Yogyakarta sctclah 
baik Sri Sultan Hamengku Buwana IX maupun Sri Paduka Paku Alam 
VIII menyampaikan amanatnya pada tanggal 5 Se ptembe r 1945 ; yang 
di dalamnya menyatakan bal1wa Dae rah Kasultanan Yogyakarta mau­
pun Paku Alaman adalah bagian dari Republik In donesia. 

Seperti telah disebutkan di muka bal1wa pcmcrintahan Kraton 
Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultan ; yang be rgelar flamengku 
Buwana Senapati ingalaga Ngabdulraklunan Saijidin Panatagama Kali­
fatullall dan juga disebut dengan Ngarso Dalem Sampeyan Dale111 
lngkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana lngkanf( .lwneneflf( 
katJing .. ... . Kemudian disingkat menjadi Sultan Hamengku Buwana ke .. 
Jadi disini jabatan tc rtinggi adalah Sultan yang diperolch secara turun­
temurun. Perhitungannya adalah putra raja/ Sultan yang te rlal1ir dari 
isteri permaisuri. 

Di dalam pelaksa naannya pemerintal1an Kraton ini dibedakan atas 
dua urusan yang masing-masing bagian mcmpunyai wewcnang scndiri. 
yaitu untuk urusan pe merintahan Kasultanan yang meliputi scluruh ne­
geri dilakukan oleh Patih yang dibantu oleh para pembantu yang dise­
but Nayaka. Jadi untuk urusan kenegaraan adalal1 ditan gani Patih dan 
para Nayaka yang seterusnya ke pada para Bupati, fJ enewu ( = Camat ), 
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pcnatus ( = Lurah ) dan setcrusnya. Pati/1 clan Nayaka ini tcm1a uk abdi 
dalem yang khusus ada di kepatih<m. Jajaran yang sekarangabdi dalem 
ini adalah pcgawai -negcri Kasultanan. Olch sebab itu untuk Nayaka ini 
ticlak emu a o rang harus bcrasal dari ban~ awan. Tctapi e mua orang 
dapat menduduki jabatan pacta salah satu kenayakaan. Di daJam peker­
jaanny a sehari-ha1i Patih ini dibantu olch Bupati Patih yang tugasnya 
:1kan menyampaikan tugas dari Sultan - Patih kcpada para Bupa ti. 
Demikian pula apab il a ada usul atau pcrmintaan dari para Bupati , oleh 
Bupati Patih clibawa kcpada Patih yang seterusnya diserahkan kcpada 
Sultan untuk mcndapatkan keputusannya. Demikian hicra rchi yang bcr­
laku dalam pemerintahan Kasultanan di Yogyakarta . 

Tidak seperti halny a urusan Kasultanan, untuk urusan -uru an yang 
ada di dalam Kraton sendiri dibentuk scmacam lembaga-lcmbaga yang 
mengurusi kepentingan dalam Kraton. Untuk urusan dalam Kraton ti­
dak dil ibatkan Patih , tetapi segala sesuatunya diurus oleh satu badan 
yang disebut Parentah Ageng Kraton. Tugas dan kewajiban Parentah 
Ageng Kraton ini menyampaikan semua perintah Sultan kepada para 
abdi dalem yang ada di Kraton ( = abdi dalem Kraton ). Scbaliknya 
Parentah Ageng Kraton akan menyampaikan kepada Sultan berkenaan 
dengan pcrmintaan para abdi dalem . Misalnya dalam salah satu bagian 

badan yang ada di Kraton ( ;::; afdeeling ) terjacli kelowongan formasi , 
maka kepala bagian diwajibkan untuk mengajukan caJon yang akan 
mengisi lowongan formasi itu sebanyak lima orang caJon kepada Paren­
tal! Ageng Kraton. Tentu saja dilampiri kemampuan dan kecakapan 
masing-masing calon tadi. Oleh kepala bagian caJon-caJon yang disam­
paikan kepada Parentah Ageng Kraton ini seterusnya dimohonkan 
persetujuannya kepada Sui tan. Apabila Sultan telah memilih satu di­
antaranya yang disetujui , maka Parentah Ageng Kraton membuatkan 
surat keputusannya ( = sera! kekancingan, Jawa ). Serat kekancingan 
ini setelah ditanda-tangani Sultan dikembalikan kepada Paren tah Ageng 
Kraton . Oleh Parentah Ageng Kraton diberikan kepada kepala bagian 
untuk seterusnya diterimakan kepada orang yang bersangkutan. 

Bad<m yang disebut Parentah Ageng Kraton ini merupakan badan 
yang baru. Sebelumnya di dalam Kraton ada badan-badan yang disebut 
Parentah Punakawan, Parentah Punakawan- Bedaya dan Parentah 
Prajurit. Sem ua badan yang ada ini sekarang dihilangkan dan diganti 
dengan Kawedanan Ageng. Sedang yang namanya Parentah hanya satu 
yalah Paren tah Ageng Kraton dengan tugas dan kewajibannya seperti 
tersebut eli atas. Dari uraian ini jelas bahwa badan yang menamakan 
dirinya Parentah Ageng Kraton ini tidak mengurusi segala sesuatu yang 
ada di luar Kraton. Segala sesuatu yang bersifat perintah Sultan untuk 
hal-hal yang berlaku di luar Kraton disampaikan melalui Patih. 
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Disamping Pare11tah Ageng Kraton, ada sa tu badan lain yang ber­
nama Parentah Luhur Kraton. Parentah Luhur Kraton ini mempunyai 
tugas dan kewajiban un tuk mengajukan lowongan formasi kanayakan 
kcpada Sultan. Bahan pengusulan itu diterima dari Patih . Jadi dalam hal 
ini Patill tidak dapat langsung mengajukan usul untuk mcng;isi lowongan 
formasinya kcpada Sultan. Tetapi in i dilak ukan oleh Patih melalui 
Parentah Luhur Kraton yang seterusnya akan diajukan kepada Sultan. 
Bcgitu pula kcmbalinya usulan yang telah ditanda tangani Sultan kepa­
da yang bersangku tan melalui Parentah Luhur Kraton. Dengan demi­
kian sa ma seperti prosedur pengisian lowongan abdi dalem Kraton yang 
ditangani oleh Parentah Ageng Kraton. 

Dengan clemikian clapat kita ketahui bahwa Pare11tah - Ageng 
Kraton ini mempunyai tugas mengatur pekerjaan para ubdi dalem yang 
ada di dalam Kraton. Semua permasalalun yang ada sangkut-pautnya 
dengan pekerjaan para abdi dalem Kraton harus dilaporkan kepada 
Parentah Ageng Kraton. Dalam hal yang lain ada kerja sama antara tu­
gas Parentah Ageng Kraton yang mengurusi pemerintahan dalam Kraton 
de ngan Patih yang mengurusi jalannya pemerintal1an yang ada di luar 
Kraton. Hubungan kerja-sama ini berlaku di bidang keuangan. 
Satu badan khusus yang menangani masalal1 keuangan atau kas Kraton 
ini adalah Kas Kraton. Jadi dalam hal keuangan ini tugas dan kcwajiban 
Parentah Ageng Kraton dan Patm selalu berhubungan, sebab untuk 
me mberikan gaji kepada abdi dalem kanayakan yang biasanya diuang­
kan dengan cheque harus dimintakan lewat Parentah Ageng Krato11 
yang seterusnya diserahkan kepada Kas Kraton . 
Sebagai pengclola keluar rnasuknya uang dari Kas Kra ton ditangani oleh 
satu badan yang disebut Comptabiliteit. Justru pengaturan keluar ma­
suknya uang dari Kas Kraton ini adalah kewajiban ''Comptabiliteit". 

Disamping badan Parentah Ageng Kraton yaJlg tugasnya mengu­
rusi personil Kraton dan juga keuangan atau gaji para abdi dalem di 
Kraton dan Kanayakan, maka dalam pemerintahan Kraton itu dileng­
kapi pula dengan badan-badan lain seperti Kawedanan Jaksa dan Kawe­
danan Pengulu. Kedudukannya dalam pemerintahan Kraton dua badan 
ini sejajar dengan kedudukan Patih. Seperti Patih badan-badan ini men­
j~ankan kekuasaan Sultan. Tetapi untuk Kawedanan Jaksa khusus 
menjalankan kekuasaan peradilan. Jadi setiap terjadi pelanggaran nonna 
atau hukum yang berlaku di Kraton, baik itu sen tana dalem ( saudara 
Sultan ) maupun abdi dalem , maka yang wajib melakukan pemeriksaan 
adalah Kawedanan Jaksa ini; sedang Kawedanan Pengulu tugasny a 
mengurusi masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kegiatan ke­
agamaan, perkawinan, perceraian yang ada di lingkungan Kraton. Dalam 
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hal wewenang ini kedua badan itu , baik Kawedanan Jaksa maupu n 
Kawedanan Pengulu tidak bertanggung jawab kepada Patih , tetapi kepa­
da Sultan. Hanya dalam hal-hal tertentu kedua badan ini dapat melaku­
kan hubungan kerja dengan Patih. Dcngan kata lain wewenang Kawe­
danan Jaksa dan Kawcdanan Pengulu ini ada di luar kewewenan gan 
Patih. 

Agaknya sistcm pemerintahan Kraton Yogyakarta yang secara garis 
besarnya terurai seperti tersebut di atas telah mengalami perobahannya 
sejak masuknya Jepang di Indonesia. Perubahan itu pada dasarnya me­
rupakan penyempurnaan susunan pemerin tahan saja. Artinya Sultan 
disini masih merupakan pimpinan yang tertinggi. Dalam penyederhan a­
an ini jabatan Patih dihapus, dan sebagai penggantinya diben tuk sema­
cam departemen-departemen yang masing-masing dengan tu gasnya 
sendiri-sendiri. Setiap departemen hanya mengurusi bidangnya masing­
masing. 
Departemen-departemen yang dibentuk ini disebut dengan istilal1 
Paniradya. Setiap Paniradya dikepalai oleh seorang yang berpangkat 
Bupati dan disebut Paniradya Pati. Setiap Paniradya mempunyai 
seorang Sekretaris yang juga seorang abdi dalem berpangkat Bupati 
yang disebut Sana Panitra. Setiap Paniradya itu masing-masing dibagi 
pula atas bagian-bagian tertentu yang dikepalai seorang abdi dalem yang 
disebut Swadamuka. 

Departemen-departemen atau Paniradya-Paniradya yang dimaksud 
i tu an tara lain : Paniradya kepanitteraan yang menangani ketatausahaan; 
Paniradya Wujata Proja yang menangani masalah-masalah pengajaran; 
Paniradya Ekonomi khusus menangani bidang perekonomian; urusan 
mengenai penerangan ditangani oleh Paniradya Rencana Pancawara; 
Paniradya Proja mengurusi bidang pamong praja, agrana, kesehatan, dan 
pencatatan jiwa. Golongan masing-masing ; kemudian untuk mengurusi 
bidang pekerjaan temurun , misalnya membuat gedung-gedung ditangani 
oleh Paniradya Suyasa; dan Paniradya Pariharta mempunyai kewajiban 
menangani urusan keuangan termasuk keluar-masuknya uang dan pe­
rencanaan anggaran belanja. Demikian tugas atau bidang kewenangan 
Paniradya- Paniradya yang menggantikan jabatan Patih. Oleh sebab itu 
Panirady a Pati sebagai kepala Paniradya mempunyai kedudukan yang 
dapat langsung berhubungan dengan Sultan. 

Dengan tugas dan kewajibannya itu diketahui bahwa Paniradya itu 
se bagai pemban tu Sultan dalam menangani tugas nagari ( = negara) bu­
kan menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan-urusan 
yang ada dalam Kraton . Urusan-urusan Kraton ditangani sendiri oleh 
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Sultan yang dibantu oleh para pangeran . Urusan-urusan ini antara lain 
rneliputi Keprajuritan dan juga pengadilan khusus yang rnenye1esaikan 
perkara-perkara yang terjadi di dalam 1ingkungan Kraton sendiri. Untuk 
ini yang menangani ada1ah "Pengadilan Darah Da1em". Hanya kernudi­
an setelah kemerdekaan "Pengadilan Darah Dalem" ini discrahkan pe­
nanganannya kepada pemerintah Republik Indonesia, sedangkan praju­
rit Kraton tidak diaktifkan lagi . 

Setelah terbentuknya pemerintah Republik Indonesia , maka ada 
n1at dari Sultan dan bahkan juga dari negari Paku Alaman untuk meng­
ga bungkan diri masuk sebagai bagian dari wilayah Re publik Indonesia. 
Niat Sultan dan nagari Paku Alaman tersebut ditopang o1eh penetapan 
Presiden Republik Indonesia disampaikan pada tanggal 19 Agustus 
I 945 , yang memperteguh kedudukan Kesul tan an Y ogyakarta sebagai 
bagian dari Repub1ik Indonesia. Penetapan ini diserahkan o1eh Men teri 
Negara yang waktu itu dijabat o1eh MT. A.A. Maramis. 
Berdasarkan surat penetapan Presiden Republik Indonesia itu, pada 
5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang diikuti oleh 
KGPAA Paku Alam VIII menyampaikan maklumat yang isinya menya­
takan bahwa Negari Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah lstime­
wa Yogyakarta dan masuk menjadi salah satu wi1ayall Repu b1ik Indo­
nesia. Kemudian dengan diubahnya undang-undang Nom or 3/ 1950 dan 
ditambah dengan undang-undang Nomor 19/1950 dibentuklah Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan ga­
bungan dari daerah Kasu1tanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman. 
Dengan demikian sejak dari berlakunya undang-undang tersebut Daerah 
Kasultanan dan Paku Alaman dihapus. Dan dalam status Daerah lsti­
mewa Yogyakarta ini , kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwana IX se­
bagai Kepala Daerah dan KGPAA Paku Alam VIII se bagai wakil Kepala 
Daerah. Sedang badan Paniradya- Paniradyajuga di hapus dan tugasnya 
dialihkan kepada Sekretaris Daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebu t di atas. kemudian dibentuk1ah 
daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogya­
karta . Demikianlah maka di dalam wilayah Daerah 1stimewa Yogyakar­
ta terdapat lima daerah Kabupaten yang masing-masing adalah Bantu! , 
S1eman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Adikarta . Kabupaten Adikarta 
ini dahulu bagian dari wilayah Paku Alaman yang kemudian digabung­
kan dengan Kabupaten Kulon Pro go yang termasuk Kasul tan an Yo­
gyakarta dan seterusnya disebut Kabupaten Kulon Progo . 
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Dcngan dihapuskannya negari Kasultanan Yogyakarta dan Paku 
Alaman, rnaka sejak itu sampru sekarang pernerintahan Kraton hanya 
dibatasi dalam Kraton dan untuk urusan Kraton sendiri . Un tuk menye­
lenggarakan pemerin tahan Kraton , Sri Sultan dibantu oleh para Pange­
ran dan abdi dalem. Setiap Pangeran diserahi tugas mengcpalru sebuah 
kantor yang ada dalam Kraton dan yang tugasnya un tuk mengurus sega­
la kebutuhan Kraton. Dalam menjalankan tugasnya ini para Pangeran 
dibantu oleh seorang wakil yang berpangkat Bupati. 

Kanto r yang ada di Kraton dibagi mcnjadi dua yrutu Tepas dan 
Kawedanan Ageng Punakawan yang masing-masing mempunyai tugas 
yang berlrunan. Untuk Te{Jas terdiri dari : 

( l ). Tepas Rantamarta yang tugasnya mengurus anggaran belanja Kra-
ton. . 

(2). Tepas 1-Ialpitapura yang tugasnya mengurus pembelian kebutuh an 
Kraton. 

(3 ). Te pas Danartapura , bertugas menyimpan uang. 
(4). Tepas Racanapura , bertugas untuk menjaga peraturan- peraturan . 

Kraton. 
(5) . Tepas Banjarwilapa, mempunyru tugas di bidang perpustakaan. 
(6) . Tepas Wadudarrna , bertugas mengurus dana kraton. 
(7). Tepas Dwarapura , mempunyai tugas untuk mengurus hubungan 

dengan instansi yang ada diluar Kraton. Untuk Tepas Dwarapura. 
menyesurukan dengan keadaan sekarang mempunyai bagiannya 
yang baru yang disebut Tepas Pariwisata. Tepas yang baru ini ber­
tugas untuk menerima dan memberikan keterangan kepada para 
turis yang berkunjung ke Kraton Yogyakarta. 

Kemudian Kawedaman Ageng Punakawan terdiri atas beberapa ba­
gian seperti berikut di bawah ini : 

(I) . l'arentah Ageng Kraton , yang bertugas untuk mengurus para abdi 
dalem Kraton. 

(2). Sri Wandawa. Menurut kewajibannya Kantor Ageng Punakawan 
Sri Wandawa ini dibagi menjadi tiga bagian : 

a. Yang tugasnya mengurus para Pangeran dan Putri Sultan de­
ngan melalui lurah (ketua) masing-masing. 

b. Yang tugasny a mengurus surat silsilah Kraton , yang disebut 
Tepas Darah Dalem. 

c. Yang mengurus makam-makam lmogiri dan Kota Gede· yang 
disebut Kawedanan Puralaga. ' 
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Untuk bagian b + c kepala bagiannya berpangkat Bupati . 

(3). Curitapura , bertugas sebagai c kretaris pribaeli Sultan 
(4). Kridamardawa, mempunyai tugas di bidang Kcse nian Kraton 
(5). Purayakara , mernpunyai tugas di biclang pencrangar lampu Jan 

menyimpan barang-barang milik Kraton. 
(6) . Pumraksa , yaitu Kantor Agcng Punakawan yang me111punyai tugas 

kh usus eli bid an g keamanan Kra ton. 
(7) . \Vidy ab uday a bcrtugas memelihara buk u-buk u perpus taka an , me ­

nyusun scjarah clan menyelenggarakan upacara-upacara Kraton . 
(8). Wahana clan Kriya, mengurus kenclaraan, pcrbaikan bangunan­

bangunan clan memelihara kebersihan Kraton. 
(9). Keparak Para Custi (Keputrcn) mengurus para abdi da!e111 wanita 

(=keparak) . 
Keparak ini bertugas menjaga pintu masuk Keputrcn (= regal Ma­
nik An toga) , membersihkan bangsal Penga pit , bangsal Prabayaksa 
clan tontag Proboyeksa serta mengatur saji-sajian. Keparak Para 
Gusti mcmpunyai bagian yang disebut Pawong Ageng yang tugas­
nya membuat gunungan dan saji-sajian. Keparak Para Gusti ini cli­
kcpalai oleh Permaisuri. 

Dalam pelaksanaan selanjutnya para kepala Teeas dan Kawedanan 
Ageng Punakawan ini bertanggung- jawab kepacla Sri Sui tan. Satu ba­
dan lagi yang belum disebutkan yaitu badan yang mengurusi soal keaga­
maan di Kraton. Untuk urusan agama elitangani olch Penghul u Kraton. 
Dan inipun bertanggungjawab kepada Sri Sultan. 

Schubungan dcngan pertumbuhan pcmerin tahan di Daerah lsti­
mewa Yogyakarta kita dapat pula melihat bagaimana pertumbuhan pe­
merintahan di daerah-daerah yang terutama claerah-daerah yang kita 
arnbil sebagai lokasi peneli tian ini, yakni · desa Giripurwa dan Kota Cede 
serta Rukun Kampung gasem. Kedua daerah terakhir mempunyai sta­
tus yang sama , walaupun sebelumnya mempunyai status yang bcrbeda. 

Kita Iihat yang pertama adalah pertumbuhan pemerintahan eli desa Ci­
ripurwa kemudian berikutnya Kota Cede dan Rukun Kampung Nga­
sem . 

Menurut kc terangan sementara pcnduduk , desa Giripurwa ini mc­
rupakan gabungan dari tiga desa yang masing-masing eliscbut Niten , Wa­
das dan Jonggrang. Dulu pada jaman pcmerintahan Sultan Hamengku 
Buwana Vlll daerah-daerah ini merupakan Kadema.ngan yang eliperin­
tah oleh seorang Demang. Setelah beberapa saat lamanya pemerintahan 
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Kademangan ini dihapus dan diganti menjaeli pemcrintahan Kalurah an 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Kalurahan yang elisebut Lurah . 
Lurah ini sebagai Kepal a Pemerintah Desa . Dalam tugasnya schari-hari 
Lural1 dibantu oleh para pembantunya yang semuanya dise but Parentah 
Desa, prabot desa . Para pembantu Lurah ini tidak sama untuk masing­
masing Komunitas di Dae rah lstimewa Yogyakarta, tergan tung pada ke­
adaan desa atau masing-masing Komunitas itu sendiri. Demikianlal1 eli 
antara pembantu pokok yang ada antara Jain Kamituwa , sebagai wakil 
Lurah ; Carik sebagai juru tulis ; Kebayan, pesuruh desa ; Kapeteng­
an-petengan atau.kgabaya yang bertugas di bidang keamanan; Ulu-ulu, 
yang mengurusi masalah air dan Modin atau kawn , pembantu yang ber­
tugas di bidang agama serta dukuh , yang mewakili lurah eli dacrah pedu­
kuhan. 

Lurah dan para pembantunya itu diangkat oleh warga desa mclalui 
pemilihan dengan pemungutan suara. Pada jaman dulu jabatan Lurah ini 
tidak dilakukan dengan cara pemililian tetapi didapat secara turun-te­
murun; asal jujur , adil dan bijaksana. Akan tetapi setelah dituntut ad_a­
nya pandangan yang obyektif, maka untuk kemudian pengangkatan Ke­
pala Desa dilakukan dengan cara pemililian berdasarkan suara terbanyak 
dari warga desa . 

Sekarang ini un tuk pemililian Kepala Desa eli Propinsi Daerah Isti­
mewa Yogyakarta tennasuk desa Giripurwa dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta no. 2/1969 tantang pe­
ngaturan cara pemililian Kepala Desa atau Lurah beserta perabot desa 
atau Pamong Desa yang lain. Dalam pemililian Lurah ini syarat bagi ca­
Jon adalah jujur, adil, bijaksana dan setia kepada Pancasila dan UUD 
1945 . Susunan pemerintahan desa ini diatur oleh maklumat No. : 16/ 
1969 yang menentukan bahwa susunan pemerintal1an desa sebagai beri­
kut : 

1. Lurah Desa atau Kepala desa 
2. Kamituwa atau bagian Sosial 
3. Carik , Kepala bagian umum 
4. Ulu-ulu atau Kepala bagian kemakmuran 
5. Jagabaya, Kepala bagian keamanan 
6. Kaum, Kepala bagian agama. 

Ma ing-masing bagian tersebut menjalankan kcwajibannya sesuai 
dengan fungsi masing-masing bagian itu. Begitulah antara lain Lurah 
mempunyai tugas memim pin/membimbing Kepala-kepala bagian agar 
menjalankan tugasnya dengan baik, Kamituwa mewakili lurah bila ber­
halangan dan mengkoordinir tugas-tugas sosial ; Carik mengurusi tugas-
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tugas administrasi : Ulu-u/u bertugas di bidang penga1ran dan cocok ta­
nam dan lain sebagainya;Jagabaya, urusan keamanan: dan Kaum bertu­
gas di bidang keagamaan dan lain sebagainya. 
Sedangkan urusan bagian/wilayah desa yang disebut Jledukuhan di­
serahkan kepada kepala Dukuh atau Dukuh . 

Demikianlah susunan pemerintahan desa Giripurwa yang juga se­
perti desa-desa lain di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta 
yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri pada Maklumat Nomor : 
16/ 1969 . Kalurahan Giripurwa meliputi wilayal1-wilayah Komunitas 
kecil yang disebut Dukuh. Ada IS wilayah pedukuhan yang termasuk 
wilayah administrasi Kalurahan Giripurwa. Untuk melaksanakan dan 
melancarkan tugas-tugas administrasi KaJurahan dan Jain sebagainya , 
dari 15 wilayah pedukuhan itu dibentuk kelompok-kelompok wilayah 
yang di sebut Kring. Di KaJurahan ini ada se kitar 5 Kring. Melalw 
5 Kring ini akan mudah diberitahukan kepada Pedukuhan-pedukuh­
an bil a mau mengadakan rapat desa . 

Pertumbuhan pemerintahan yang telah te rurai di atas. itu tidaklaJ1 
seperti yang terjadi di daerah Kota Gede dan Komuni tas kecil di daerah 
perkotaaan seperti Rukun Kampung - Rukun Kampung. Untuk Kota 
Gede sebelum terbentuknya pemerintahan Rukun Kampung berstatus 
Kalurahan. 
Demikianlah Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Gede 101 antara 
lain Kalurahan Sayangan; Kalurahan Basen ; Kalurahan Prenggan ; Ka­
lurahan Jagldan ; Ke em pat Kalurahan ini semuanya ada di wilayah Ka­
bupaten Bantu! Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya dalam perkem­
bangannya yang berikut pada jaman Jepang, se bagian dan KaJurahan 
Sayangan dimasukkan ke wilayah Kecamatan Kota Cede sebagai Rukun 
Kampung Alun-Alun. 
Sebagai upahnya berbeda dengan Lurah di pedesaan yang kebanyakan 
mempunyai tanah pertanian, yaitu yang diujudkan dengan tanah beng­
kok. Tetapi untuk Lurah-lurah di Kota, upah yang diterimanya beru­
jud uang. Begitu pula para pembantunya. 

Akan tetapi sebelum status Kalurahan, yaitu pada jaman Kasul­
tanan di Yogyakarta daerah Kota Cede ini merupakan daerah Kr:;patuh­
a11 yang dipimpina oleh seorang Patuh. Patuh 101 adalah pegawa1 Kasul­
tanan yang berpangkat Pangeran dan Tumenggung. Kekuasaan Patuh 
ini berupa tanah pesawal1an . 
Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh Bekel. baik he k el tua ma­
upun muda. Den:Ukian Patuh inilah yang mengelola tanah-tanah pesa­
wahan yang ada di bawah kekuasaannya. . 
Di atas patuh adalah Ronggo yang kedudukannya setaraf dengan mantn 
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atau asisten Wedana, sebagai pembantu Panji, yai tu jabatan Wedana un­
tuk daerah Yogyakarta. Baru kemudian pada seki tar tahun 1920 pe­
merintahan Kepatuhan Kota Cede ini dihapus dan diganti dengan Kelu­
rahan. Status Kalurahan ini berlangsung sampai aat pemerintal1ru1 Je­
pang, dan se telah itu Kota Cede berstatus sebagai Ruk un Kampung 
yang masuk wilayah Kotamadya Yogyakarta. 

Sebagai kelanjutan yang sifatnya menyempurnakan ,pemeri n tah an 
Kampung, tennasuk juga Rukun Kampung Alun-Alun Kota Cede ma­
upun Rukun Kampung Ngasem, Kraton Yogyakarta , maka segalanya di­
Qtur di dalrun Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. : 7 I 1970. 
J>eraturan ini merupakan pembaharuan Peraturan Daerah Kotapraja Yo­
ID'akarta No. 9/ 1960 tentru1g Rukun Tetangga dru1 Rukun Kampung. 
Dalam garis besamya Peraturan Daerah ini menegaskan tentang dasar 
dan tugas serta kedudukan organisasai Kampung yang terbagi atas Ru­
kun Tetangga dan Rukun Kampung yang masing-masing mempunyai ke­
dudukan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai pembantu pemerintah 
Kotamadya. Lebili tegas lagi kedudukan Komunitas Kampung ini di­
cantumkan dal am Bab I, pasal 1 ayat 1 dan 2 Pe raturru1 Daerah Kota­
madya Yogyakarta No. : 7/1970. Demikianlah dalam pasal I ayat (1) 
clinyatakan bahwa Rukun Kampung dan Rukun Tetru1gga adalah orga­
nisasi masyarakat yang non politik dan dilindungi oleh Pemerintah Ko­
tamadya Yogyakarta (2) Rukun Tetangga dan Rukun Kampung bukan 
ala t Pemerintah . 
Begitulah perkembangan pemerin tahan pada masing-masing Komunitas 
terse but di atas. Sedang aparat yang ada dalam organisasi Kampung ini 
an tara lain Ketua Rukun Kampung, yang dibantu oleh Penulis , Benda­
hara dengan dilengkapi Seksi - seksi Penerangan , Kerunanan , Wanita , 
Olah Raga, Pemuda dan Sosial ; yang seterusnya Rukun Tetangga. 

LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL 

Pada umumnya lembaga - lembaga sosial yang ada di dalam suatu 
Komunitas termasuk baik di desa Giripurwa maupun Rukun Kampung 
Alun-Alun di Kota Cede dan Ngasem di Kraton Yogyakarta diatur di 
dalam lembaga-lembaga sosial yang menunjang kebutuhan Pemerintah 
untuk mewujudkru1 hidup sejahtera bagi rakyat. Untuk itulah di desa­
desa maupun di Kampung-Kampung di bentuk Lembaga Sosial Desa 
(LSD) yang sekarang ini ditingkatkan fungsinyamenjadi Lembaga Keta­
hanan Masyarakat Desa (LKMD) yang tujuannya untuk meningkatkan 
Keamanan Desa. Dernikianl ah Lembaga Sosial seperti yang disebutkan 
ini merupakan Iembaga yang termasuk dalam sistem kemasyarakatan. 
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Sedangkan lembaga - 1embaga osial yang berhubungan dengan sis­
tern ekonomi adalah kebanyakan diatur o1eh Pemerintah dengan men­
dasarkan diri pada Undang-Undang ata u peraturan - peraturan yang ada 
dan berlaku. Di antara Jembaga - 1embaga yang dibentuk untuk meme­
nuhi dan membantu usaha rakyat ada1ah Badan Usaha Unit Desa 
(BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD). Da1am perkernbangannya 
lembaga ini diatur melalui In pres no : 4/197 3, kemudian disempuma­
kan di dalam In pres no: 2/1978 yang meningkatkan fungsi BUUD/KUD 
dalam rangka Pembangunan sarana organisasi ekonorni masyarakat. 
Lembaga BUUD/KU D ini untuk daerah perkotaan, yaitu Rukun Kam­
pung jarang, bahkan tidak ada. Bentuk Lembaga Sosial Ekonorni yang 
ada adalah Koperasi yang dikelola o1eh Pengurus Rukun Kampung itu 
sendiri. Kemudian Jembaga-1embaga sosial yang dalam kegiatannya un­
tuk tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kepercayaan atau sistem 
religi yang berlaku dalam Komunitas yang bersangkutan tidak ada, ke­
cuali perkumpulan-perkumpulan pralenan, yaitu perkumpu1an untuk 
mengurusi kematian . Biasanya perkumpu1an ini dikelola oleh Seksi So­
sial Rukun Kampung yang bersangkutan. 



DAB KE-EM PAT 

SISTEl\1 PELAPISAN SOSIAL 

Setiap masyarak at yang ada eli dunia ini mengenal perbedaan de­
rajat atau kcdudukan tiap warganya. Perbedaan dcrajat a tau keducluk­
an warga ini akan menimb ulkan pclapisan sosial a tau stratifikasi sosial 
clalam masyarakat yan g bersan gku tan ( l I ; P. 1 64). Di dal am pclapis<lll 
sosial itu terlihat adanya ciri-ciri yang mcnunjukka n persamaan tin gkat 
sosial dan hubun gan yang in tim di antara inclividu - individu ya ng sama 
dalam kelompoknya (7 ; P. 1 27). 

Pada urnumnya alasan-alasan untuk tcrjadiny a pelapi san sosial ini 
te rdapat perbedaan cle rajat yang disebabkan oleh ketu runan ke rabat ; 
pe rbedaan tingkat perekonornian eli antara warga masyarakat itu ; kc­
turunan jabatan atau kepangkatan ; pendidikan ; umur a tau tin gkat 
senioritas warga yang bersangkutan dan lain sebagainya . Berdasarkan 
alasan-alasan ini , maka dapat kita lihat bahwa ada dua ma cam pela­
pisan sosial dalam masyarakat. Satu pelapisan sosial yang terbeku oleh 
adat tata cara masyarakat yang bersangkutan, sehingga seakan-akan ang­
gota pelapisan sosial yang bersangkutan tidak akan mungkin merubah 
sta tus atau kedudukanny a. Dasar pelapisan sosial ini adalah keturunan 
kerabat; sebagai contoh Kasta, golongan bangsawan atau p1iyayi. Da­
lam pelapisan ini tertutup dengan dibatasi oleh status yang formil 
ata u syah . Orang lahir , kawin dan mati di dalam pelapisannya . Sc dang­
kan yang lain adalah pelapisan sosial yang tidak tertutup oleh adat. Da­
lam pelapisan ini orang masih dimungkinkan untuk merubal1 status­
nya baik ke atas maupun ke bawah dengan membawa a tribut atau ge­
lar ya ng dimilikin ya. Dasar pclapisan ini biasanya keadaan ekonomi ; 
pendidikan dan juga umur ( 12, P. 42). 

Demikianlal1 dalam penuJisan selanjutnya akan clibicarakan pela­
pisan sosial yang ada pada Komunitas eli Daeral1 Istimewa Yogyakarta, 
baik pelapisan sosial pada masa lalu dan masa kini ; yang masing-masing 
akan dibicarakan pula adanya pelapisan sosial resmi dan pelapisan so­
sial yang tidak resmi atau samar. 

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU 

Pelapisan sosial yang ada eli dalam Komunitas eli daerah Istimewa 
Yogyakarta yang resmi dapat dilihat eli daerah pedesaan dan dalam ko­
munitas kecil lainnya. Pelapisan sosial masa Jalu ini pada umumnya ka­
lau kita lihat secara cermat terjadi karena keturunan kerabat. Pelapisan 
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sosial se macam in i ~cca ra konkrit bisa kita lihat m.isalnya saja di desa 
Giripurwa, Ko ta Ce de dan di dacrah scb tar Kraton Yogyaka rta. 

Di daeraJ1-dae rah pedesaan pada umumnya lerutama desa Giri­
pu rwa pclapisan sosial a tau strati fikasi sosia l i tu tc rjadi ka rena kc tu­
runan kcrabat dan pemilikan tanah se rta tingkat seniorita.\· se tiap war­
ganya. Alasan-alasan inilah merupakan alasan yang me nonj o l untuk tc r­
jaJinya pc lap isan osiaJ masa lal u, sccara resmi. Berdasarkan kc turun an 
kcrabat Japa t kita ke tahui bahwa dalam masyarakat pcdesaan te rda­
pat ti ga pelapisan sos ia l yang resmi, yaitu:( l ) wong baku, wong ajeg, 
Ioili kenceng a tau sikep. Me re ka yang te rmasuk wong baku ini bc rasal 
atau rncrasa dirinya ke turun an orang-orang yang pe rtama kali membuka 
dcsa yang discbutcika/ bakal. Kedudu·kan wong baku ini turun-tenurun 
sampai kc an ak-cucu. Oleh sebab itu mereka memiliki hak yang lebih 
luas dan penuh di desa itu di a tas golongan lain. Bahkan golongan wong 
baku a tau kuli kencang inilah yang berhak me ngangk at Kepala Desa 
atau Lura!t dan juga parentah desaatau tJerabot desa. Sebagai kon sc k­
wensi atas hak ya ng le bih itu , mereka berkewajiban untuk me njaga desa 
dan mcmaju kan sedanya ; (2) lapisan yang kcd ua dise but lindhung,won g 
ngindlwng atau kuli k endho. Yang termasuk golo ngan ini ada lah wa rga 
J esa yang hanya mempunyai tan ah pekarangan dan rumah di dcsa itu , 
yang tcrmasuk di daJamnya adalah mereka ya ng hanya me miliki rumah 
di atas pekarangan orang lain. 
OLeh scbab itu golongan kedua ini diseb ut juga wong dhemtJe/ atau 
mondlwk karang. Go lo ngan ini ti clak mcmp unyai hak ya ng lc bih sc pc rti 
wong baku ; (3) lapisan kctiga disebut raya t ,dunung sus/lfJ a tau mon­
dlwk glongsor. Me rc ka yang te rmasuk golonga n ini ti cl ak mempunyai 
tanah pckaranga n m aupun rumah. Dari golongan ini tidak dikcnakan 
wajib yang baku, tetapi wajib tam bah an saja. ( I 0 , P. 136 ). 

Be n tuk pclapisan sosiaJ yang ada di dac rah pc desaan, tcnnasuk j u­
ga dcsa Giripurwa pada m a a yang lalu aclalah pelapisan sosiaJ yang di ­
dasarkan oleh tingkat senio ritas a tau umur. Demikian lapisa n ini dulu 
mcncluduki fungsi nya scbagai potensi di desanya. Bc rdasarkan tingkat 
senioritas11ya ini h anya terlihat adanya dua lapisan sosial yang me­
nonjol , yaitu golongan lapisan sesepuh yang te rdiri dari kaum tua. Go­
longan ini pada jaman dulu cliscbut Tuwodeso, Morokaki, Poncokaki, 
Pi11ituwo atau Winituwo. Golongan ini dianggap scbagai golongan yang 
mcmahami bcnar perihal adat - istiaclat di dcsan ya Olch sebab itu go­
longan ini di desanya mcmpun yai pcranan sebagai p~mbcri kcadilan da­
lam se tiap masa lah yang te!jadi di dcsa itu dan juga scbagai tcmpat 
untuk memberikan pertimbangan KepaJa Desa maupun para perabot­
nya. Di samping itu dalam kepentingan masyaraka t pada umumnya 
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sesqmh ini se bagai tcmpat untuk berta nyu bil a o rang ingin mcn dapat 
kan nase ll ut. Pc ranan ini ta111 pak jcla di dalam sdiap kcgia tan . osial 
ya ng mcnyangku t kcpcntingan persco ran gan rnisa lny a da lam pe ristiwa 
pe rk awin an , kc mati an dan lain sebagainya . Oalam pcris tiwa-pe ri stiwa 
se macam ini pc rcm an keduJukan sese puh tidak bisa kita kcsa mp ingkan . 
te rutama dala rn rnenen tukan llari yang baik untuk mclaksanaka n hajat. 

Se bagai golo nga n ya ng lain adalah golongan l lOJtl-tLO fl/a ll , yaitu kc­
lo m pok pcnJuduk di desa itu ya ng berumur dcwa a, baik lak.i-l aki ma­
upun pe rc mpuan . Golo ngan ini mcmpunyai perananny:1 sendiri dalam 
se ti a p kegia tan masyaraka tnya. Biasanya untuk me ngkoo rdinir kegiatan 
golongan num- !loman in i dibcntuk pe rkumpu lan . Pc rkum p ul an untuk 
pe mudan ya disebut sin oman ; sedangkan pe rkumpulan kaum gacli nya 
dise but biodh o. Baik sinoman maupun bioclho yang ctc rusny a ki ta sc· 
but sinoman mc mpunyai peranan sebagai tenaga pemba ntu bil a o rang­
orang dcsa itu mengadakan kegiatan sosial . 
Dis am ping i tu sino man ini dapat juga eli min tai ban tuan se tiap o rang 
maupun keluarga yang sedang mempunyai hajat. Begitul ah lapisan sosial 
yan g ada be rdasa rkan pe rbedaan umur ini tidaklah eperti la pisan osial 
yang ada karcna ke turun an kerabat. 

Lapi san sosial yan g bcrdasarkan tingkat umur ini si fa tnya le bih ter­
buka, artin ya tidal< te rtu tup oleh adat. Sehi ngga denga.n cle mikian me­
mun gkinkan bagi para anggotanya untuk me rubal1 sta tus sosial a tau 
ked ud ukann ya Jal am masyarakat. 

Akan sa ma halnya pelapisan sosial yang ada karena pendidikan dan 
kcaclaan c konomi warga masyarakat. Dalam hal ini bisa kita lihat pela­
pi san so ial yang terd.iri dari kaum intelektuil atau kaum te rpelaja r dan 
kau m yang dianggap tid ak terpelajar ( tidal< sekolal1 ). 
Ke mudian be rdasarkan keadaan ekonominya kita liha. t golon gan kaya 
dan golongan yan g tid.ak kay a. Atau dapat juga dal am masyarakat te rdi­
ri dari golon gan peke lj a dan bukan pekclja atau pengan ggur. Demikian 
dari gol ongan pekerja itu sendiri bisa dibedakan atas pegawai negeri, 
wiraswasta , petani, buruh tani, buruh dan lain sebagainya. Ini se mua 
te rd apat dalam masyarakat pedesaan, khususn ya desa Giripurwa dan 
masy arak at perkotaan. Pe lapisan sosial semacam ini tidak tertutup oleh 
ad at. 

Be rdasa rkan apa yang tclah diuraikan di atas, dapa t kita lihat seca­
ra kon krit bal1wa dal am komunitas Giripurwa te rdapat pela pisan-pela­
pisan sosial yang kal au dilihat alasan te ljadinya pelapisan sosial itu 
yai tu pelapisa.n sosial resmi yang terdiri dari (1) wong baku; (2 ) kult 
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kendo dan ( 3) raya t . Sedangkan pelapisan sosial yang tidak resmi a tau 
samar an tara lain (I) sesepuh (2) nom- noman, dan ( 3) golongan kaya, 
(4) golongan miskin dan lain sebagainya. 
Dari golongan a tau lapisan so ial yang tidak resmi ini ada kemungkinan 
bagi para anggotanya mengalami mobilitas sosial, yakni kemungkinan 
merubah status atau kedudukan sosialnya, dari golongarl atau lapisan 
bawah ke lapisan yang ada di atasnya demikian pula sebaliknya. 

Dalam hidup sehari-hari hubungan antara anggota-anggota masing­
masing pelapisan sosial itu, baik itu pelapisan sosial yang rcsmi maupun 
yang samar bisa terjadi dan dibatasi oleh suatu sikap sopan-santun atau 
lata krama, terutama dari lapisan yang ada di bawah. lni berlaku teruta­
ma di dalam pelapisan sosial yang resmi yang segalanya diatur oleh adat. 
Begitu pula halnya antara golongan sesepuh dengan golongan nom­
noman. 

Seperti halnyi:l di desa Giripurwa, Kota Cede dan Kraton sckitar­
nya (RK. Ngasem) juga terdapat pelapisan sosial, yang rcsmi maupun 
yang tidak resmi. Dasar alasannya untuk itu tidak banyak menyimpang 
dari apa yang terdapat di de a Giripurwa. Hanya di daerah Kraton dan 
seki tamya perbedaan pelapisan itu lebih resmi dan benar-benar diatur 
oleh adat; oleh sebab itu pelapisan sosial semacam ini pada jam an yang 
lalu benar-benar dirasakan sebagai batas pergaulan di antara para anggo­
ta dengan orang lain yang ada di luar batas pelapisannya. Segala sesuatu­
nya hanya boleh dilakukan dcngan sesama anggota dalam pelapisan 
sosialnya. 

Pelapisan sosial teru tama yang ada dalam Komunitas di sekitar 
Kraton pada jaman dulu mengenal secara tajam adanya dua golongan 
yang mempunyai kedudukan yang jauh berbeda, yaitu yang pertama 
golongan atau pelapi an priyayi termasuk di dalamnya para bangsawan 
dan kerabat dekat raja dan yang kedua, golongan rakyat biasa, yakni 
mereka yang berada di luar garis keturunan raja yang disc but wong 
cilik. Golongan priyayi itu sendiri masih dapat dibedakan atas : 
(a) mereka yang benar-benar bangsawan keluarga raja ; 
(b) mereka yang menjalankan salah satu tugas yang diberikan oleh raja 

kepadanya; 
(c) mereka yang dapat menjadi pegawai pemerintah kolonial/Hindia 

Belanda. 
Terlepas dari ini semua, golongan priyayi itu memberikan ciri-ciri kepa­
da pola kebudayaan Jawa ( 24, p. 70) 

Mereka yang termasuk golongan priyayi itu biasany a ditandai de­
ngan semacam atribut seperti gelar atau titel yang dituliskan dan dise-
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butkan di muka namanya. Atribut yang berupa gelar atau titel ini di­
bedakan atas kedudukan mercka sebagai priyayi bangsawan yang dekat 
dengan raja, keluarga raja, keturunan raja dan mereka yang hanya mem­
peroleh tugas dari raja. 
Di antara bangsawan yang dekat dengan raja di rnuka namanya diberi 
gelar Pangeran, Bendara Raden Mas/BRM untuk putera raja dan Benda­
ra Raden Ajeng/ BRA untuk putri raja yang belum kawin scdangkan 
putri raja yang sudah kawin memakai titel Bendara Raden Ayu/BRAY. 

Gclar - Gelar 

Secara menyeluruh gelar atau titel dan kedudukan bangsawa.n Kra­
ton itu dia tu r di dalarn suatu pera turan yang dise but "Pranatan ian 
Ka.lungguhan Pranatan bab sesebutan Ka.lungguhan Para Putra Sentana 
ian Dara.l1ing Panjenengan Nata jen Pinuju Pasamuan, sapanungga.lane". 
Pacta dasarnya peraturan ini menunjukkan kepada kita gelar-gelar dan 
kedudukan para bangsaw.an kraton, baik itu keturunan raja maupun 
bangsawan lain yang bukan keturunan raja ( = sentana ). Peraturan atau 
pranata yang menyebutkan gelar dan kedudukan bangsawan kraton 
Yogyakarta ini disya.l1kan pada 3 Mei 1927. Secara terperinci pada bab 
pertama pranata ini menyebutkan gel.ar bangsawan pria, yang isinya 
seperti berikut di bawah ini; 

1. Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Hanom, sebutan untuk putra 
Sultan yang nantinya a.kan menggantikan kedudukan Sultan. 

2. Kanjeng Panembahan, sebutan untuk putra Sultan yang mendapat 
anugerah tinggj karena jasa-jasanya terhadap raja dan negara. 
Di Kraton Yogya.karta pernah ada gelar Panembahan i.ni, yaitu pa­
cta jaman sekitar Sultan Hamengku Buwana III - Sultan Hameng­
ku Buwana V memerintah. Saat itu yang diangkat atau dianugerahi. 
gelar ini adalah Panembahan Mangkurat. Panembahan Mangkurat 
dianggap berjasa besar sekali karena berkenaan dengan kedudukan­
nya sebagai wali raja. Akan tetapi se telah itu tidak pernah ada 1agi 
gelar Kanjeng Panembahan ini. 

3. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati, gelar anugerah yang diberikan 
kepada putra Sultan. Seorang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati ini 
oleh Sultan diberi juga satu wilayah keci1 yang ada dalam lingkung­
an wewenang Sultan dan diberi pula wewenang untuk membentuk 
pemerintahan serta prajurit. Namun kedudukannya tetap ada di 
bawa.l1 Sultan. Gelar anugerah ini untuk sentana Kraton Yogya.kar­
ta diberikan kepada Pangeran Notokusumo (1813) yang kemudian 
bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam I. 
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4. Kanjeng Gusti Pangeran Harya, sesebutan anugerah kepada putra 
Sultan. 

5. Gusti Pangeran. gelar untuk putra sulung Sultan yang terlahir dari 
iste ri selir. 

6. Gusti Pangeran Harya, adalah putra Sultan yang tcrlahir dari isteri 
permaisuri. 

7. Bendara Pangeran Hary a, gelar untuk putra Sultan yang lain , yang 
dilahirkan dari isteri bukan permaisuri. 

8. Kanjeng Pangeran Adipati, gelar kepangkatan yang dianugerahkan 
kepada sentana yang dianggap berjasa. 

9. Kanjeng Pangeran Harya, juga gelar kepangkatan yang dianugerah­
kan kepada seseorang tetapi kedudukannya ada di bawal1 Kanjeng 
Pangeran Adipati. 

I 0. Gusti Raden Mas, gelar untuk putra Sultan yang lal1ir dari isteri 
Permaisuri sebelum diangkat sebagai Pangeran. 

II. Bendara Raden Mas Gusti, gelar putra sulung Sultan yang dilal1ir­
kan dari isteri selir yang belum diangkat menjadi Pangeran. 

12. Bendara Raden Mas, putra Sultan yang lahir dari isteri selir atau 
putra-putra Mahkota (= Kanjeng Gusti Pangeran lladipati Hanom) 
yang belum menjadi Pangeran. 

13. Raden Mas Harya, gelar kebangsawanan yang diberikan Sultan ke­
pada seseorang sebagai anugerah. 

14. Raden Mas, gelar untuk keturunan ketiga kebawah Sultan sampai 
seterusnya (=orang Jawa menyebut : canggah ) 

15. Raden atau Raden Bagus, gelar untuk keturunan Sultan dari gcne­
rasi ke lima kebawah. 

16. Mas, gelar untuk abdi dalem yang berasal dari rakyat. 

Lain dari sebutan gelar tersebut di atas, ada pula scbutan gelar 
untuk kerabat raja yang "putri", yang diatur dalam bab II pranata terse­
but di atas. lsi dari bab II itu menyebutkan : 

I. Gusti Kanjeng Ratu, gelar dan sebutan untuk permaisuri atau pu­
tra putri Sultan yang lahir dari isteri permaisuri dan yang sudah 
kawin. 

2. Kanjeng Ratu, sebutan gelar untuk putri sulung Sultan yang lahir 
dari isteri selir dan yang sudah kawin. 

3. Gusti Raden Ayu, putri Sultan yang lal1ir dari isteri permaisuri 
yang sudah dewasa tetapi belum kawin. 

4. Gusti Raden Ajeng, sebutan gelar untuk putri Sultan yang lal1ir 
dari isteri permaisuri yang masih anak-anak atau belum dewasa. 

5. Bendara Raden Ajeng Gusti, sebutan gelar untuk putri sulung Sul­
tan yang lahir dari isteri selir dan yang belum kawin. 
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6. Bendara Raden Ayu, sebutan gelar untuk putri Sultan yang lahir 
dari isteri selir dan yang sudah kawin. 

7. Bendara Raden Ajeng, putri Sultan yang lahir dari istc ri sclir atau 
putri Putra Mahkota yang bclum kawin. 

8. Raden Ayu, gelar scbutan cucu sampai cucu cucu cucu atau 
canggah (angkatan 5 ke bawah) Sultan yang sudah kawin atau 
isteri para Pangeran yang bukan putra-putri Sultan. 

9. Raden A jellg, gelar sebutan cucu sampai cucu cucu cucu atau 
canggah Sultan yang belum kawin. 

10. Radell a tau Radell Nganten, sebutan gclar untuk cucu cucu cucu 
cucu atau wareng ( angkatan 6 ke bawah ) SuJtan yang tclah kawin 
atau para isteri Bupati yang berasal dari rakyat. 

II. Raden Rara, sebutan gelar wareng Sultan yang belum kawin . 
12. Kanjeng Bendara, gelar sebutan untuk isteri Sultan yang mcnge­

palai para isteri selir Sultan. 
13. Kanjeng Raden Ayu, permaisuri atau isteri pertama Pu tra Mahkota 

(Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom). 
14. Bendara Mas Ajeng atau Bendara Mas Ayu, selir Sultan dan selir 

pu tra Mahkota yang berasal dari rakyat; sedang selir para Pangeran 
yang be rasal dari rakyat sebutannya mas ajeng atau mas ayu. 

Di dalam masyarakat kraton khususnya juga terdapat pelapisan 
sosial . Hal ini tidak bisa kita hindari sebab pelapisan sosial ini merupa­
kan ciri tetap dan umu m dalam masyarakat; ini terjaeli karena dalam 
lingkungan hidup bersama itu terdapat kedudukan yang tidak sama di 
an tara anggota masyarakat ( 19, p. 253 ). 
Be rdasarkan pengertian ini di Kraton Yogyakarta yang mcrupakan 
Komunitas kecilp un terdapat pelapisan sosial. Hanya pelapisan sosial 
yang berlaku eli dalam komunitas Kraton itu terbatas pada golongan 
priyayi · a tau bangsawan Kraton. Kita sadari bahwa eli dalam lapisan 
priyayi inipun terdapat perbedaan kedudukan eli antara para warganega­
ra , misalnya priyayi yang dekat dengan raja, keluarga raja dan mereka 
yang hanya mendapat tugas dari raja, seperti apa yang telah diseb utkan 
eli atas. Begitulah pandangan masyarakat luas terhadap golongan priyayi 
yaitu mereka yang berasal dan bekerja eli Kraton . 

Secara terperinci pelapisan sosial yang berlaku dalam lingkungan 
masyarakat Kraton itu terdiri dari (1) golongan Bangsawan atau Ningrat 
dan (2) golongan abdi dalem, yaitu mereka yang bekerja atau sebagai 
pekerja Kraton. Dalam kategori abdi dalem ini yang elimaksudkan ada­
tall eli luar garis kerabat Kraton atau raja. Sebab ada kemungkinan bah­
wa pekerja Kraton inipun seorang Pangeran. Tetapi yang jelas hak dan 
kewajiban antara bangsawan dan abdi dalem itu tidak sama. Khusus 
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un tuk pelapisan bangs a wan a tau ningrat, terjaeli karen a alasan keturun­
an kcrabat. Pelapisan bangsawan ini masih diperinci lagi atas (a) Bangsa­
wan yang benar-benar keturunan raja. Yang termasuk bangsawan ini 
adalah keturunan raja grad pertama sampai dengan keturunan /grad 
lima. Mereka yang termasuk golongan bangsawan ini eli muka namanya 
bertitel Gusti Pangeran (paling atas) sampai Raden (paling bawal1); yang 
urut-urutannya Gusti Pangeran; Bendara Raden Mas (putri Raja) ; Ben­
dam Raden Ajeng/BRA (putri raja yang belum kawin) ; Bendara Raden 
Ayu/ BRAY (pu tri raja yang sudah kawin) ; Raden Mas/RM; dan Raden, 
tcrmasuk cucu raja ke bawah. Mereka semua yang termasuk kategori 
bangsawan keluarga raja ini biasanya elisebut ndara; (b) Bangsawan yang 
berikut adal ah mereka yang karena perkawinan dengan kcluarga raja 
maka elianggap dan menjaeli kerabat raja dan a tau bisa juga terjadi kare­
na jabatan yang eliberikan oleh raja kepadanya. Golongan bangsawan ini 
biasanya menyandang titel Kanjeng Pangeran Harya/ KPH atau Kanjeng 
Raden Tumenggung/KRT. 

Berbeda dengan pelapisan bangsawan te rsebut eli atas, pelapisan 
yang disebut abdi dalem ini pada hakekatnya me rupakan pekerja atau 
pegawai Kraton juga pegawai di Kepatihan. Abdi dalem dasar tcrjadinya 
karena alasan kepangkatan atau jabatan. Sifat golongan abdi dalem ini 
terbuka, artinya siapa saja bisa masuk mcnjaeli abdi dalem dan bisa 
berubah kedudukan karena naik pangkat. Untuk ini semua dasamya 
adalah kemampuan, ketrampilan dan pengabdian. Hal semacam ini ti­
dak mungkin terjaeli pada lapisan bangsawan , sebab pada lapisan ban g­
sawan ini kedudukan elitentukan oleh adat dan aturan yang berlaku. 
Berdasarkan kedudukan dan kepangkatannya lapisan abdi dalem ini 
dibedaka.n atas abdi dalem yang berpangkat luhur dan abdi dalenz yang 
berpangkat rendah yang kadang-kadang disebut priyayi cilik. Abdi 
dalem luhur ini adalah mereka yang berpangkat Wedana ke a tas sampai 
PaW1. Oleh masyarakat mereka ini clisebut atau digolongkan sebagai 
priyayi luhur, sedangkan mereka yang berpangkat jajar, bekel, sampai 
lurah termasuk abdi dalem rendah yang disebut priyayi cilik. 
Seora.ng yang ingin menjaeli abdi dalem te rlebih dulu harus menjadi ca­
Jon pegawai yang elise but magang, sebelum mendapatkan pangkat jajar. 
]ajar adalah pangkat terendah bagi abdi dalem. Dalam hidup masyara­
kat , baik golongan bangsawan maupun abdi dalem di kategorikan dalam 
lapisan priyayi. 

Golongan Jain yang dalam komunitas Kraton sekitamya telah elise­
butkan eli muka yaitu golongan atau lapisan orang cilik. Lapisan ini 
adalah mereka yang jauh eli Juar kerabat Kraton dan mereka yang tidak 
mempunyai atau melakukan kegiatan yang berhubungan dcngan kepen­
tingan kraton. Mereka yang termasuk golonga.n atau lapisan wong cilik 
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ini adalah rakyat biasa yang hidup dengan usal1anya sencliri. Secara luas 
termasuk wong cilik in i adalah mereka yang hidup dan tinggal di clacrah 
pedesaan yang disebut petani. Dan dalam hubungannya dengan kraton 
mercka disebut sebagai Kawula Dalem. 
Di antara Ka wula Dalem ini berdasarkan kepercayaan atau agama yang 
clianutnya te rbagi atas : (a) golongan Santri , yaitu mereka yang be raga­
ma Islam yang benar-benar mengikuti ajaran Islam seutuhny a dan 
(b) golon gan abangan, yakni mereka yang mengaku dirinya orang Islam 
tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam seutuhnya. Golongan abwtgan 
ini dalam melaksanakan keagamaan masih mene rima unsur-unsur upaca­
ra yang dilengkapi dengan beberapa saji-sajian ( 6 , p. 127 ). 

Pelapisan sosial yang berlaku di dacrah-daerah terse but di atas (de­
sa Giripurwa dan daeral1 Kraton dan sckitamya akan berbeda dengan 
yang berlaku eli Kota Gede pada masa lalu). Untuk daerah Kota Gede 
dikenal adanya 4 golongan atau lapisan pencluduk. Yang pertama go­
longan abdi dalem atau kawula saja. Mereka yang termasuk lapisan ini 
adalah para Pamongpraja dan pegawai atau abdi dalem yang mengurusi 
makam Kota Gede dan mesjid. Karena jabatan dan kewajiban yang me­
reka lakukan ini oleh masyarakat setempat dihormati. Sekitar tempat 
mereka tinggaJ dan bekeija merupakan pusat kehidupan keagamaan 
yang kuat. Dalam kegiatan keagamaan ini terlihat jalinan unsur agama 
Islam yang resmi dengan unsur-unsur agama Hindu dan animisme yang 
pemah hidup dan berkembang di daerah ini. Lapisan atau golongan 
kedua adalah orang kay a. Mereka yang termasuk kategori orang kaya ini 
adalah para pedagang pennata, perhiasan (emas dan perak) batik dan 
pelbagai hasil kerajinan setempat. Mereka ini juga sebagai majikan atau 
pemberi pekerjaan pada orang yang membutuhkan (- golongan ketiga). 
Di clalam masyarakat golongan orang kaya ini mempunyai kedudukan 
yang istimewa. Adakalanya di an tara mereka ini berasal dari bangsawan 
tingkat rendah. Karena kekayaan yang dimilikinya mereka kadang­
kadang dapat dikatakan sebagai bankir, pengusaha bank, bahkan sebagai 
kredi tur. Biasanya golongan orang kaya ini tertutup dan terbatas pada 
anggota-anggota yang sekerabat. Oleh sebab itu untuk menjaga hubung­
an kekerabatannya jarang bahkan tidak mungkin mengadakan hubung­
an perkawinan dengan orang eli luar golongannya. Golongan yang ketiga 
ada1ah golongan Tukang dan Pedagang kecil. Di antara mereka ada be­
berapa orang kaya yang tidak termasuk golongan kedua. Pada 1apisan 
tiga ini dapat dijumpai para tukang yang mengeijakan pekerjaan berhar­
ga untuk kraton. Tetapi kebany akan pekerjaan mereka ini tergantung 
pada majikan. Dan akhimya golongan yang terakhir, keempat adalah 
golongan petani dan buruh harian ( 14, p. 19- 21 ). 
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Pelapisan sosial yang berlaku di Kota Gede ini alasan terjadiny a 
karena jabatan dan pekerjaan (ekonomi). Dengan demikian dapat me­
mungkinkan bagi anggotanya untuk berusaha merubah status atau 
kedudukannya. Akan tetapi hal ini akan tidak mungkin dilakukan 
untuk lapisan sosial yang pertarna dan kedua. 

Terlepas dari bentuk pelapisan yang resmi maupun pelapisan yang 
tid ak resmi dapat kita lihat sifat hubungan yang terjadi antara lapisan 
yang atu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat yang terdapat dan 
masih mengakui adanya pelapisan sosial resmi (seperti terurai di atas) 
akan terjadi suatu bentuk hubungan antara pelapisan sosial yang satu 
dengan pelapisan sosial lainnya yang diatur oleh tata- cara atau adat­
istiadat setempat. Hal ini kita mengerti sebab dalam pelapisan sosial 
resmi segalanya diatur menurut adat yang berlaku. Dengan demikian 
seakan-akan hubungan itu amat terbatas atau dibatasi oleh nom1a yang 
berlaku. Umpama saja dalam peristiwa perkawinan, amat tidak me­
mungkinkan bila terjadi hubungan perkawinan antara pelapisan sosial 
di atas dengan lapisan yang di bawah. lni bertujuan un tuk menjaga agar 
kekayaan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain (di Kornunitas Kota 
Gede). Kecuali itu dalam hubungan yang lain yang menyangkut hidup 
bermasyarakat golongan atau lapisan yang akan mendapat hak dan ke­
wajiban yang lebih luas dari pada golongan atau lapisan sosial yang lain. 
Lagi pula tempatnya dibedakan dari pelapisan sosial yang ada di atas­
nya. 

Hal semacam tersebut di atas tidak akan seketat dalam pelapisan 
sosial yang tidak resmi. Se perti telah disebutkan di muka pelapisan so­
sial yang tidak resmi ini sifatnya Jebih terbuka. Dan agaknya tidak 
terlihat pada masa lalu itu suatu bentuk pelapisan sosial yang tidak 
sesuai secara tegas . Andaikata dianggap ada bentuknya adalal1 pelapisan 
sosial seperti yang ada di dalam komunitas Gir:ipurwa, yaitu sesepuh 
dan nom - noman. 

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI 

Pada hakekatnya pelapisan sosial masa kini adalah merupakan 
kelanjutan atau sisa-sisa pelapisan sosial masa lalu yang masih ada di 
dalam komunitas yang bersangkutan. 
Umpama saja di desa Giripurwa sampai sekarang orang setempat mera­
sakan adanya dua pelapisan sosial, yakni pelapisan sosial yang berdasar­
kan trah dan pelapisan sosial yang terjadi karena status sosial. 

Un tuk pelapisan sosial yang pertama yang sampai sekarang masih 
diakui adanya oleh penduduk adalah golongan masyarakat yang berasal 
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dari atau keturunru1 Honggoyudan ( = Trah Honggoyuclan ). Trah 
Honggoy udru1 ini sepru1jang ejarah pemerintahan di clesa Giripu rwa se­
lalu mendornin asi dalam memegang kekuasaan pemerintahan se tcmpat. 
Bahkan di sini penduduk beranggapan bahwa hany a ke turu nan Honggo­
yudalah kirany a yang mampu memimpin dru1 mengatur masyarakat 
desa Giripurwa; yang berarti bila yang menjaill Kepala Desa orang di 
luar trah Honggoyudan akan illragukan kcmampuannya. 

Kcm uru an untuk pclapisan sosial yang kedua yang ada di desa Giri­
purwa adalah pelapisan sosial yang terjadi karena alasan ta tus sosial 
a tau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Un tuk mengctahui kcdu­
du kan sosial seseorru1g ini bisa ki ta lihat berdasarkan mata pencal1arian 
yang ia lakukan . 

Komposisi mata pencaharian menunjukkan ada bermacam-macam 
profesi a tau pekerjaan penduduk desa Giripurwa. Di ru1 tara golongan 
mata pencalurian atau pekerjaru1 yang ada itu rasa-rasanya mereka yang 
berstatus sebagai pegawai negeri, guru dan ABRI merupakan profcsi 
yang ideal bagi penduduk setempat. Oleh sebab itu golongan ini me­
nempati posisi penting. Mereka ruanggap tokoh yang dapat memberikan 
informasi dan saran-saran untuk kemajuan desanya, terutan1a dalam 
bidang penilldikan dan keamanan. Rupa-rupanya tokoh-tokoh semacam 
ini dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan 
kekuatan sosial yang berpengaruh di antara warga masyarakat yang 
lain. ( 2 1, p. 11 ). 

Pelapisan sosial yang ada berdasarkan trah i tu dalam kenyatarumya 
sudah tidak re mi lagi, artinya sudah terbuka bagi mereka yang masuk 
sebagai ru1ggota ke rabat, yaitu melalui perkawinan. Sifatnya yru1g resmi 
itu ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat tentru1g adanya trah Hong­
goyudan. Oleh sebab itu kita tidak bisa melihat secara tegas mana pela­
pisan sosial resmi dan mana pelapisan sosial yang samar. Hanya perlu 
diketahui se butan-sebutan seperti wong baku, kuli kendho dan mondok 
dlosor eli elesa Giripurwa sudah tidak ada un tuk masa sekarang, yang 
ada dan masih kita kenai hanyalah sesepuh dan sinoman, yang sekarang 
lebih eli fungsikan un tuk .mem bantu kegiatan masyarakat des a. 

Keadaan seperti tersebut di atas akan tidak sama halnya dengan 
pelapisan sosial yru1g berlaku di daerah sekitar Kra ton Yogyakarta dan 
kota Cede. Masa sekarang orang tetap mengenal adanya bentuk pelapis­
an sosial yang resmi dan bahkan resmi yang tetap dilindungi oleh aturan 
yang berlaku ; terutama masyarakat di sekitar Kraton Yogyakarta. Di 
sekitar daerah Kraton orang masih mengenal akan lapisan (a) Priyayi 
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dan (b) Wong Cilik. Dalam hal ini orang tetap membedakan antara 
bang;awan / ningrat dan abdi dalem, yang masuk Kategori Priyayi. Be­
gitu pula wong cilik, yang pacta hakekatnya terdiri dari rakyat clan para 
pctani yang hidup di daerah pe desaan. 

Begitu pula pelapisan sosial eli daerah Kota Gede. Keaclaanya ma­
sih te tap sepe rti yang pemah berlaku pacta masa lalu , yang te rcliri dari 
abdi dalem; orang kaya, te rmasuk pedagang ; para tukang dan pekerja ; 
para pe tani. Akan tetapi dalam perkembangannya kedudukan orang ka­
ya sangat terhormat bila clibandingkan dengan lap isan sosial yang lain. 
Di dalam masyarakat golongan orang kaya ini mempunyai pengaruh 
yang menentukan corak perekonomian eli Kota Gede. Seclangkan Ia­
pisan yang lain , terutama golongan tukang dan pekeija ini seolah-olal1 
nasibnya tergan tung pacta golongan orang kay a. 
Berbeda dengan golon gan abdi dalem yang kedudukannya dalam masya­
rakat setempat terbatas pacta suatu kcgiatan yang baik bersifat religius. 
Di sini mereka ad alal1 pekerja Kraton, yang boleh dika ta sebagai orang 
Priyayi . Oleh sebab itu bagaimanapun juga mereka merupakan orang 
terhonnat dalam bidang kegiatannya. 

Sedangkan pelapisan yang tid ak resmi untuk da<.:ra h Ko ta Cede 
terlihat ada pact a masa sekarang ini. Pelapisan sosiaJ semacam ini teru­
tama bisa kita lihat berdasarkan pendidikan yang dimiliki olch para war­
ganya dan juga be rdasa rkan kedudukannya yang sesuai sepe rti kctua 
Rukun Kampun g beserta pengurus kampung yang lain. Kem udian pela­
pisan sosial yang tidak resmi ini dalam bentuknya yang lain adalah pe­
dagang - pedagang kecil dan para tukang atau bu ruh. Mereka dalam ke­
sempatan yang menguntungkan dapat merubah tatus atau kedudukan­
nya dalam masyarakat. 

Terlepas dari pelapisan sosial yang rcsmi dan tidak r<.:smi untuk 
masa sekarang ini dalam hubungan kemasyarakatan su dal1 tidak seperti 
dulu lagi. Sifat hubunganny a sudal1 le bih terbuka yang biasanya dido­
rang oleh kepentingan masing-masing individu , baik ia dari lapisan atas 
maupun ia dari lapisan bawah. Hanya di sini tetap dibatasi oleh aturan 
sikap sopan-santun sebagaimana mestinya ya ng berlaku eli Dae rah Isti­
mewa Yogyakarta. 
Dan batasan yang lain yang menghambat hubungan kemasyarakatan su­
dah dan hampir dikatakan tidak berlaku lagi. Di dalam masyarakat pe­
lapisan sosial yang resmi ini hanya tinggaJ dalam gelar-gelar atau atribut­
atribut yang dituliskan di muka namanya, seperti titel Raden I R , Ra­
den Mas /RM dan lain sebagainya. Bal1kan adakaJanya mereka yang ber­
asal dari lapisan bawah yang karena keberuntungannya mengambil 
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nama atau titel Raden I R dengan cara membeli suatu piagam yang bia­
sa elisebut Serat Kan cingan dari Kraton Yogyaka rta . 

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas dapat kita ketahui 
bah wa telah terjaeli sua tu peru bah an pelapisan sosial baik i tu pel apisan 
sosial masa lalu maupun masa kini dan yang sesuai atau samar. Perubah­
an itu sementara bisa kita amati karena pengaruh pertumbuhan pendu­
duk yang menyebabkan timbulnya penyebaran penduduk baik ke da­
lam maupun ke luar ; kesempatan kerja yang kurang eli masyarakat se­
tempat; kemajuan pendidikan dan mungkin juga karena adanya pe­
nyempurnaan hidup eli pedesaan atau eli dalam masyarakat yang ber­
sangkutan melalui peraturan resmi dari Pemerintah Pusat dan daerah 
serta mungkin juga karena faktor kemajuan teknologi akhir-akhir ini. 

Perubahan itu terjaeli melalui proses pertumbuhan penduduk dan 
mobilitas penduduk setempat. Dengan demikian bertambahnya pendu­
duk yang berarti akan mendesak pula penduduk asli sedangkan berku­
rangnya penduduk akan menyebabkan berkurangnya penduduk asli. 
Mungkin mereka pergi ke tempat yang lain untuk tidak kembali ke 
daerah asalnya; karena di rantau sudah merasa terpenuhi segala kebu­
tuhan hidupnya dan lain sebagainya. 

Perubal1an semacam ini yang mungkin terjaeli eli daerah-daerah Giripur­
wa dan Kota Cede, tetapi akan sulit untuk daerah Kraton dan sekitar­
nya. Di daerah ini bagaimanapun juga masili tampak jelas adanya pe­
lapisan priyayi dan wong cilik yang eliselubungi oleh aturan adatnya . 
Perubal1an hany a terlihat dalam kulitnya saja, dalam tata pergaulan hu­
bungan an tara inelividu dari masing-masing pelapisan sosial. 



BAB KELLMA 

PlMPlNAN MASY ARAKAT 

Pi111pinan dalam suatu masyarakat merupakan suatu sta tus sosial 
teta pi se kaligus dapat pula mcrupakan suatu proses so ial. Pimpinan se­
bagai suatu kcduduk an sosial merupakan kompleks dari hak-hak dan ke­
wajiban yang dapat dimiliki oleh seorang; sedangkan se bagai suatu pro­
ses sosial pimpinan merupakan kumpulan tindakan yang dilakukan sese­
orang atau beberapa orang yang menyebabkan timbulnya aktivitas war­
ga masyarakat. ( 11 ; p. 191 ). 

Sehubun gan dengan ketentuan tcrsebut di atas maka eo ran g pe­
mimpi.n seharusny a memiliki sifat-sifat yang menonjol bila dibanding 
dengan orang lain yang bukan pemimpin. 

Biasanya ci ta -cita atau ide-ide dari pemimpin hanya bisa dilakukan ka­
lau ada keija sama yang baik dengan orang yang dipimpin . Hal seperti 
itu realisasinya tertuang di dalam suatu wadah organisasi. Akan tetapi 
adakalanya seseora.ng yang mempunyai sifat-sifat seperti pemimpin te­
tapi tidak terlibat dalam suatu organisasi; sehingga dianggap oleh masya­
rakat ia bukan pimpinan yang resmi (informal leader). Pimpinan 
semacam ini timbul karena beberapa hal di antaranya mempunyai si­
kap yang disegani oleh masyarakat setempa t ; karena kemampuan atau 
mempunyai suatu keahlian tertentu; dianggap mempunyai karisma; 
karen a si fat ke tuaannya dan lain sebagai.nya. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dalam pembicaraan ber­
ikut nanti akan kami ungkapkan mengenai bentuk pimpinan tradisional 
maupun pimpinan masyarakat yang berlaku untuk masa sekarang ini 
di Daerah lstimewa Yogyakarta; baik itu pimpinan formal maupun pim­
pinan in fom1al, yang tidak resmi dalam masyarakat setempat. Untuk ini 
teru tama akan kita lil1at bentuk pimpinan yang berlaku di daerah pede­
saan dan di komunitas yang ada di daerah perkotaan , misalnya yang 
kita am bil adalah desa Giripurwa; Kraton Yogyakarta dan daerah se­
kitamya dan daerah Kota Gede. 

PIMPINAN TRADISIONAL 

Untuk pembicaraan ini yang dimaksud dengan pimpinan tradisio­
nal ialah bentuk pimpinan yang ada berdasarkan garis keturunan atau 
kekerabatan dan atau pimpinan yang ada karena diatur menurut adat 
yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk pimpinan 
tradisional semacam ini masil1 kita lihat di sementara daerah pedesaan 
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di Jawa tennasuk desa Giripurwa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
di Kraton Yogyakarta itu sendiri. 

Di desa Giripurwa sekaligus dapat kita lillat adanya dua bentuk 
pimpinan tradisional, yaitu pimpinan tradisional yang resmi (formal 
leader) dan pimpinan tradisional yang tidak rcsmi (inform.aOeader). 

Biasanya pimpinan yang tidak resmi itu dalam bentuknya merupakan 
tokoh yang cukup disegani dan mempunyai pengaruh cukup kuat di 
dalam masyarakat. Seperti telal1 dikemukakan di atas timbulnya pim­
pinan masyarakat yang tidak resmi itu karena adanya anggapan masya­
rakat akan kemampuan, keahJian dan karisma yang dimiJiki oJeh se­
orang atau pimpinan masyarakat itu. Karena unsur-unsur ini , maka oleh 
masyakarakat setempat dijuluki Ky ai yang ditaruh di muka namanya 
sendiri. 

Seperti halnya di daerah-daerah pedesaan pada umumnya, Giripur­
wa dalam pimpinan yang resmi mengenal seorang tokoh yang disebut 
Lurah. Lurah ini dianggap sebagai tokoh resmi yang mampu memberi 
perlindungan kepada desa dan warganya. 
Dalam masyarakat desa pada umumnya seseorang bisa menjabat sebagai 
Lurah apabila ia mempunyai kewibawaan. Dan biasanya syarat ini didu­
kung oleh faktor keturunan atau kekerabatannya, artiny a meskipun pe­
ngangkatan seseorang untuk menjadi Luralz melalui sistem pemiJihan, 
tetapi dalam prakteknya seorang caJon itu kebanyakan berasal dari ke­
turunan atau kerabat Lural1 ; paling tidak dari keJuarga caJon Lurah itu 
ada yang pernal1 menjadi Lurah atau Pamong Desa. Hal se macam ini ter­
jadi pula di desa Giripurwa. Lurah di desa Giripurwa ini adaJah salah sc­
orang keturunan kerabat yang menamakan diri trah Hanggayudan. 
lni bisa terjadi sebab biasanya daJam komunitas kecil orang cepat dan 
mudah dikenal dan mengenal, baik sikap maupun karaktemya. Tamba­
han Iagi penduduk desa ltu yang juga dalam kata hatinya bal1wa mercka 
adalah satu keturunan dan orangpun seJalu beranggapan bahwa orang 
yangjujur dan bijaksana, tentu anak keturunannya pun akan demikian. 

Lurah yang merupakan pimpinan tradisional dalam masyarakat pc­
desaan ini diangkat oleh warga desa melalui cara pemilihan dengan pu­
ngutan suara. Pada jaman dulu pengangkatan Lurah ini tidak perlu me­
lalui cara pemilihan; sebab jabatan ini diperoleh seseorang dengan cara 
turun-temurun. Hanya sebagai syarat pokok waktu itu adalah scscorang 
yang hendak diangkat sebagai Lurah itu mempunyai sifat jujur, bijak­
sana, adil, berwibawa dan lain sebagainya 
Jadi waktu itu betul-betul orang melihat adanya seseorang yang mem-



67 

punyai sifa t-sifat kepemimpinan yaitu : "ing ngarsa sun tulada , ing ma­
dya mangun karsa , tut wuri handayani" . Akan tetapi setelah dituntut 

l adanya pengangkatan Lurah yang betul -betul berdasarkan suatu panda­
ngan yang obyektif, maka syarat penga ngkatan Lurah scbagai pimpinan 
desa harus melalu i pemilih an dengan cara pungutan suara bagi setiap 
warga desa yang de wasa 

Seorang yang diangkat sebagai Lurah ini mempunyai masa jabatan 
yang tidak bisa ditentukan. Scbab sckali masyarakat itu sudah menaruh 
kepercayaan pada dirinya , maka buat apa orang men ca ri yang lain . Baru 
ia aka n digan ti apabila sudah menyatakan diri tidak sanggup Jagi dan ke­
mudian men gun durkan diri ; rnungkin juga karen a mcninggal dunia a tau 
mungki n karcna ia dituntut oleh rakyat yang hilang kepcrcayaannya 
pada diriny a sebab dianggap sudah tidak mampu lagi. Dalam keadaan 
yang seperti ini perlu dicari pemimpin yang lain untukdiangkat scbagai 
Lurah. Untuk ini diperlukan peranan kaum tua seperti Pinitua sebagai 
sesepuh desa. Biasany a pelaksanaan pemilihan Lurah ini diadakan di 
muka panitia pemilihan yang telah diresmikan oleh Kepala Daerah. 
Dalam pel aksanaan pernilihan ini calon Lurah dipersilahkan dud uk di 
muka sidang pemilihan . Dengan demikian hadirin dapat melihat siapa 
caJon-caJon nanti . Untuk memudahkan para warga desa memilih, ma-

ka masing-masin g caJon Lurah itu diberi tanda gambar sebagai kode, 
misalnya gam ba r padi, buah kel apa , pisang dan lain sebagainya. 

Kemudian se tiap warga yang dewasa mulai memil ih di ruangan tertutup 
dengan cara, misalnya memasukkan sebatang lidi pada kotak yang dise­
diakan di bawah rnasin g-masing gambar yang ia pilih. Mereka yang di­
an gkat jadi Lurah adalah yang mendapat suara terbanyak. Dengan be­
gitu pemilihan bersifat bebas dan rah asia. 

Begitu pula untuk mcmilih para pamongnya , yaitu yang akan 
mem bantu tu gas dan pekeijaan Lurah. Kadang-kadang pada jaman dulu 
pamong desa atau perabot desa inipun diperoleh secara tu run-temurun. 
Akan tetapi seperti halnya Lurah, karena dituntut suatu sikap yang 
obyektif, maka pengangkatan perabot desa selanjutnya dilakukan me­
lalui sistem pemilihan dengan pemungutan suara. Jumlah perabot desa 
ini diten tukan dengan menyesuaikan keperluan dan kebutuhan dcsa ; 
misalnya : Wakil Lurah yang disebut Kan_1ituwa; penulis disebut Carik; 
bagian keamanan desa disebut kebayan, bayan; bagian urusan air <lise­
but Ulu-ulu ; bagian agama disebut Kaum, modin; penarik pajak cengkal 
dan lain sebagainya. 
Mereka ini semua dari Lurah sampai perabot desanya mendapat gaji 
berupa tanah pertanian yang disebut pelungguh atau bengkok. Luas 
masing-masing bengkok itu tidak sama, berdasarkan tugas dan fungsi 
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masing-masing perabot desa. Kecuali untuk daerah Kalurahan di Kota 
Gede. 
Dacrah Kalurahan Kota Gede tempo clulu sebagai gaj inya bukan tanah 
pcrtanian , tetapi digan ti dcngan uang. Bapak Sastrosuharto, bekas Lu­
rah Sayangan Kota Gede mcne rangkan bahwa gaji Lurah ,Rp . 30, ­
Carik Rp. 20,--- . Kamituwa Rp 12,-- dan Jagabaya Rp I 0. 

Masing-rnasing perabot desa dan juga Lurah sebagai pimpinan 
rncmpunyai lam bang kedudukan dan jabatannya yang nh.:nunjukkan 
kcpangkatannya. Demikianlah Lurah memakai scbagai tanda kepangkat­
a.nnya selcmpang pita kuning ; Kami tuwa mcmakai sclempang pita ku­
nin g yang pada bagian tepinya uibcri strip hitam ; Carik memakai sc­
lcmpang pita hijau yang pada bagian tepinya dibcri dengan strip kunin g; 
.lagabaya memakai selempang pita merah yang pada tepinya diberi strip 
hitam dan Kawn memakai selempang pita putih pada bagian tepinya 
dibc1ik strip hitam. Di samping itu para pamong da n Lurah juga dibcri­
kan tanda jabatannya berupa payung. Warna dan corak payung in i dise­
suaikan dcngan wama dan corak kain pita masing-masin g Lurah dan Pa­
mong a tau Perabot desa itu. 

Lain halnya daerah Kota Gede sebelum dacrah ini berbentuk da­
e ral1 yang berstatus Kalurahan ; di sana ada bentuk Pimpinan tradisi­
onal yang sifatnya resmi; artinya pimpin an ini diangkat dan disyah­
kan oleh Sultan yang membawahi daeral1 Ko ta Gcde. De mikian Pim­
pinan tradisional itu discbut Patuh, yang dalam mclakukan tugas-tugas­
nya dibantu oleh Bekel tua dan Bekel Muda (nom, jawa). 
Status Patuh ini scbagai abdi dalem, yaitu pegawai negeri Kasultanan. 
Biasanya yang diangkat adalah para bangsawan atau 11riyayi luhur se­
perti Pangcran atau Tumenggung. Kuasa dari pada Patuh ini berupa ta­
nah -tanah persawahan yang bebas clalam cara mcnggunakannya. Akan 
tctapi baru sekitar tahun 1920, status kepatuhan dihilangkan dan di­
ganti atau diubah dengan status Kalurahan sampai pada jaman Jepang 
berkuasa di Indonesia. 
Se bab dalam pemerintahan Jepan g ini status Kalurahan di dacrah Kota 
Gede sebagian dihapus dan dijadikan daerah yang berstatus Rukun 
Kampung sampai sekarang. 

Berdasarkan kedudukan dan jabatannya Lurah dan Perabot desa 
masing-~asing mempunyai tugas dan kcwajibannya sendiri-sendiri. 
Tugas dan kewajiban masin g masing fl crabot-desa itu tidak sama. 
Demikian tugas dan kewajiban Lurah lebih luas dan hampir mencakup­
seluruh kepentingan dan kebutuhan hidup desa. Sebagai pimpinan desa 
tertinggi Lurah antara lain berkewajiban untuk mengurus Rumah Tang-
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ga desa yang meliputi kepentingan sosial ekonomi ; mi salny a mc meli.hant 
h arta milik desa ; mengambil kcputusan dalam hal -hal yang pentmg : 
me mutusk a.n pcrkara yang ada di dcsanya dan lain scbagainy a. 
Scmua tu ga.s dan kcwajibannya ini dipertanggung-jawabkan kcpada 
atasan ny a (Camat , Wedana sampai Bupati). 
Ka 111 itua , bcrtugas dan berkewajiban mcmbantu pckc rjaan L11rali dani a 
bcrkcdudukan c bagai wakil Lurah. 

Ke mucti an tu gas dan kcwajiban fJerabot yang lain sc pcrti carik ada­
lah mcngurusi scgal a ke butuh an dan adm inistrasi desa. Ia ya ng me­
nyimpan scgala arsip desa ; antara lain mc mbuat anggaran pendapatan 
desa, da ftar ten tang susunan pemerin tahan desa , menuliskan laporan kc­
giatan desa , mengurus surat-menyurat dan lain sebagainya. Jagabay a 
a tau Kap et engan bcrtugas pokok mcnjaga keamanan dan kctc rtiban de-
sa. 
Kebayan bertuga.s dan mempunyai kewajiban untuk menjalankan perin-
tah dcsa kepada penduduk ; menyampaikan sura t-surat kepada desa-de­
sa lain dan kecama tan; menyampaikan surat kepada pend ud uk dan lain 
sebagai nya. Sclanjutnya Ulu-ulu, tuga.s pokoknya mengatur air atau 
mem bagi air yang mengairi sawah-sawah pcnduduk ; sedangkan M odin 
atau Kaum mempunyai tuga.s dan kewajiban mengurusi soal-soal yang 
menyangkut masalah keagamaan di desa, perkawinan dan perceraian 
serta kc matian dan Jain sebagainya. 

Sehu bungan dengan pcmbicaraan tersebut di atas secara kesel uru­
han di Daerah lstime wa Yogyakarta terdapat bentuk pi mpinan tradisi­
o nal yang lu as wcwenangnya meliputi seluruh Daerah ls timewa Yogya­
karta yang te mpo dulu ma.sih berstatus resmi sebagai dacrah Kasultanan. 
Sebagai pucuk pimpinannya adalah raja yang elise but Sultan dengan ge­
lar " Ingkan g Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing 
Alaga Ngabdurrachman Sayidin Panatagama Kalifa ttullah Kaping ....... " . 
Dasar kepemimpinan Sultan ini adalah aturan adat yang menjadi tradi­
si kuat yang ditaati oleh lingkungan masyarakat se tempat dan dasar 
Karimasti yang ada pada diri Sang pemimpin. 
Karimastis atau kesaktianinitimbul dari masyarakat yang beranggapan 
bahwa dengan kesaktiannyjl itu pemimpin dapat mempengaruhi kehidu­
pan masyarakat. ( 4 , P. 4 2 ). 

Jaba tan Sultan ini adalah secara turun-te murun di antara para ke­
rabat Kraton. Jabatan Sultan ini benar-benar membeku yang ditutup 
oleh at~ r.a n-a turan yang tidak mungkin untuk diu bah. Oleh se bab itu ja­
batan 1111 merupakan warisan yang hanya putra raja tertentu dapat 
menggan tikanny a. 
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Wewengang untuk memilih siapa penggantinya adalah mutlak ditangan 
Sultan . Hanya tata-cara kraton , putra raja yang berhak untuk menggan­
tikan kedudukan Sultan adalah putra laki-laki tertua yang lahir dari 
Permaisuri , atau istri Padrni. 

Dalam tugasnya Sult~n dibantu oleh seorang Patih, terutama tugas 
yang menyangkut rnasalah'-masalah kenegaraan; sedangkan tugas Sultan 
yang menyangkut rnasalah dalam lingkungan Kraton itu sendiri dibantu 
oleh para Pangeran kerabat kraton (Sentana. Jawa). Perlu tidiketalmi 
bahwa Sultan sebagai pimpinan agama lslam,dalam melaksanakan tugas­
tugasnya di bidang keagamaan diban tu oleh Penghulu . . \ Mereka yang 
membantu tugas Sultan:adalah\Pegawai Negeri Kraton yang disebut abdi 
dalem. Para abdi dalem ini dibagi-bagi atas tugas dan ke pangkatannya, 
di antaranya yang paling rendah adalah jajar dan yang paling tinggi 
adalah Patih. 

Di kalangan masyarakat luas, Sultan dianggap sebagai wakil Tuhan 
dan oleh sebab itu rnasyarakat mernandangnya dengan penuh penghor­
matan. Sultan adalah seorang pimpinan masyarakat yang dianggap 
mempunyaiKarismadan kekuatan gaib. Sebagai penambah Karismanya 
Sultan mempunyai benda-benda keramat yang selalL1 menyertainya. 
Benda-benda karemat itu disebutnya Ampi/an yang beru pa benda-benda 
senjata seperti keris, tombak, kemudian benda-benda lain yang disebut 
Sawunggaling harda walika, di antara yang berujud patung ayam . pa­
tun g ular, lentera dan lain sebagainya yang kesemuanya dibuat dari 
emas. Selairi benda keramat yang merupakan atribut kepemimpinan 
Sultan adalah berupa bendera yang disebut Kyai Tunggul Wulung dan 
benda pusaka lain yang berupa gamelan di antaranya gamelan sekaten 
yang terdiri dari Kyai Guntur Madu dan Naga Wi/aga . 

Di sam ping benda-benda keramat terse but di atas ada juga penam­
bah dan penjaga karisma Sultan , yaitu seorang atau beberapa orang 
harnba Sultan yang bertubuh cacat/tidak normal atau berukuran tidak 
normal yang disebut abdi cebolan . Abdi cebolan ini hamba Sultan yang 
terdiri dari orang-orang yang bertubuh kecil (kate, Jawa). Baik benda­
benda pusaka maupun abdi cebolan ini selalu menyertai Sultan dalam 
upacara-upacara keagamaan seperti Garebeg dan upacara-upacara yang 
disebut "Pisowanan Agung" . 
Benda-benda pusaka dan abdi cebolan itu bukan milik Sultan pribadi ar­
tinya merupakan benda pusaka turun - temurun dari Sultan yang satu 
kepada Sultan yang memerintah berikutnya, dan begitu seterusnya. Ba­
tas jabatan Sultan ini tidak ada. Kepernimpinan seorang. Sultan baru 
akan digantikan apabila (a) Sultan itu sudah merasa tidak mampu un-
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tuk melanjutkan tugas dan kewajibannya. 
(b) Sultan I<Jma telah mcnin ggaJ dunia atau wafat. 

PIMPJNA MASYARAK AT MASA KINI 

Pimpina n m<Jsyarakat pacta waktu sekarang ini terutama yang ada 
di dacrah-daerah pedesaan pada hakekatnya mcrup<1kan kclanjutan pola 
kcpe rnimpinan tradi ional yang bcrlaku pada masa laJu. Hanya mcny e­
suaikan cli1i dcngan kca claan dan perkembangan pcmerintahan yang ada 
ekarang ini , tc rutama sctelah jaman Jepang, maka diadakan pc rubah an 

dalam struktur dan pclaksanaan tugas dan kcwajiban aparaturnya. De­
mikian cbagai Ke pal a Desa tetap disebut Lurah dan untuk para perabot 
desa, yai tu pembantu lurah sedikit disederhanakan bentuknya. Sedan g 
tugas-tugasnya disesuaikan dengan program-program peme rintah. 

Pimpinan tradisionaJ , yaitu Lurah yang ada pada masa sekarang 
un tuk selu ruh Daerah lstimewa Yogyakarta tc nn asuk juga desa Giri­
purwa, kedudukan dan jabatannya diatur melalu i Pe ra turan Dacrah, 
Daerah lst imewa Yogyakarta no.: 2/1969. 
Keten tuan pokok Peraturan Daerah ini an tara lain mengatur pelaksana­
an pemilihan Kepala Desa a tau Luralz beserta fJaiiWng desa lainnya. 
Dalam pemilihan Lurah ini ditunjuk sebuah panitia pelaksana yang ter­
diri dari staf Keca matan yang kemudian mempertanggung-jawabkannya 
kepada Bupati dan seterusnya kepada Kepala Daerah/Gubemur. Dianta­
ra syara t-syarat yan g harus dipenuhi oleh sescoran g yang men calonkan 
diri scbagai Lurah adalah jujur, adil, bijaksana, cakap me mimpin , be rwi­
bawa se rta yang penting se tia kepada PancasiJa dan U.U.D. 1945 . 

Di samping cara pen gangkatan, susunan peme rintahan desa juga di 
atur dan disederhanakan berdasarkan maklumat omor: 16/ 1969. 
Susunan pemerintahan desa menurut Maklumat nomor : 16/1969 ini 
adalah sebagai berikut : 

I. Lurah sebagai Kepala Desa . 
2. Kamituwa sebagai Kepala Bagian SosiaJ. 
3. Carik sebagai Kepala Bagian Umum. 
4. Ulu-ulu sebagai Kepala Bagian Kemakmuran. 
5. Jagabaya sebagai Kepala Bagian Keamanan 
6. Kaum sebagai Kepala Bagian Agama . 

Tugas dan kewajiban Lurah dan masing-masing Pamong desa inipun di­
tentukan yaitu : 



72 

1. Luralz atau Kepala d~sa me mpunyai tugas : 
a. Mengkoordi_nir, membimbing dan memimpin Kepala-kepa­

la bagian . 
b. Mem buat rencana kerja. 
c. Me nyusun rcncana anggaran pcndapatan be!anja Kalurahan 

( RAPBK) 
d. Mc mberikan disposisi a tau me nand a-tan gani surat-surat 

yang dikerjakan ma ing-masing Kcpala Bagian. 
c. Bc rtan ggung-jawab atas Kas Dcsa. 
f. Mcnggugat sua tu pcrk ara, dan 
g. Mcnjalankan tugas-tugas lain yang tid ak dilakukan oleh ma­

sin g-ma in g Ke pala Bagian. 

1 Kamituwa atau Kepala Bagian Sosial 
a. Scbagai wakil Luralz jika lurah berhalangan. 
b. Mcngurusi dan men gerjakan bidang sosial. 
c . Mc ngurusi pcndidikan dan pengajaran. 
d . Mcngurusi urusan sanitasi yang ada ru desanya. 

3. Carik, Kepala Bagian Umum : 
a. Mcnge rjakan urusan kcluar-mas ukny a surat-surat dengan 

pegangan agenda umum. 
b. Mengerjakan ten tang administrasi tanah. 
c. Mengerjakan urusan atau masalah pembangunan yang ada 

diclesany a. 
d . Mengerjakan urus l{n rapat-rapat clesa . 
c. Mcngerjakan adminis trasi keuangan. 
f. Me nangani urusan pnlengkapan dan inven tari dcsa. 

4. Ulu-ulu. Kepala Bagian Ke mak muran 
a. Menangan i urusan pengairan. 
b. Me nangani urusan pertanian , perkcbunan. 
c. Menge rj akan urusan pe rikanan dan petern akan. 
d. Mengerj akan urusan pe rekonomian desa. 
e. Menangani urusan jual-beli hewan temak. 

5. Jagabaya, Kepala Bagian Keamanan : 
a. Menangani urusan Keamanan desa . 
b. Me nangani urusan keorganisasian. 
c . Menangani urusan perondaan. 
d. Mengerj akan urusan pe.rtahanan. 
e . Mengusut perkara. 
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6. K au m, Kepala BagianAgama : 
a. Men angani masalah keagamaan dan pembinaan men taJ. 
b. Menangani urusan tempat peribadatan. 
c. Mengurusi masalah Kematian, dan 
d. Menangani masalah perkawinan, talak dan rujuk. 

Kem udian untuk urusan-urusan yang menyangkut kepen ti ngan wilayah 
pedesaan ditangani oleh seorang petugas yang disebut Dlzukull. Dlw­
kull ini dapat bertindak atas nama Lurah dan perabot desa atau Pa­
mung desa lainnya untuk wiJayah pedukuhannya. Mercka semua itu , 
baik Lurah dan Pamong desa maupun Dhukuh memperoleh gajin ya be­
rupa tanal1 pertanian yang disebut bengkok atau pelungguh 

Untuk daerah Kota Gede pimpinan masyarakat yang tradisional 
itu pada masa se karang disebut sebagai Ketua Rukun Kampun g, yang 
kedudukannya jauh berbeda dengan Lurah. 
Sebagai Ke tua Rukun Kampung ia tidak mendapat bengkok, juga tidak 
menerima gaji. Organisasi Rukun Kampung ini benar-benar merupakan 
tugas sosial yang non pemerintal1. Urusan pokoknya adal al1 masalah ke­
pendudukan dan kepentingan penduduknya. Struktur atau susunan 
kepengurusan Rukun Kampung ini diatur di dalam peraturan Daerah 
Kotamadya Yogyakarta nom or : 7/1970 yang merupakan penyempur­
naan atau pembaharuan Peraturan Daerah nomor : 1/1969 tentang 
Rukun Tangga dan Rukun-Rukun' Kampw1g. 
Di dalam P.O. nom or : 7/1970 ini diatur dan ditegaskan ten tan g kedu­
dukan Rukun Te tangga dan Rukun Kampung serta dijelaskan pula ten­
tang cara-cara pemilihan ketua-ketua Rukun Kampung dan Ru kun 
Tetangga. Dal am hal ini kedudukan Rukun Tetangga ada di bawal1 
Rukun Kampun g. Kemudian untuk melakukan tugas-tugasnya ketua 
Rukun Kampun g ini dibantu oleh pengurus harian yang terdiri dari 
Ketua Rukun Kampun g sendiri ditambah Sekretaris dan Bendahara ser­
ta seksi-seksi menurut kebutuhannya. 

Bentuk pimpinan masyarakat tradisional yang sampai sekarang 
resmi diakui oJeh masyarakat di Yogyakarta adalah Sultan. Meskipun 
kedudukan daeral1 kekuasaannya secara resmi syah menjadi bagian dari 
wilayah negara Republik Indonesia, tetapi masyarakat Yogyakarta tetap 
memandang Sultan sebagai pimpinan mereka yang mampu melindungi 
dan membawanya kepada rasa tenteram, aman dan damai. 
Ked udukannya yang resmi tradisional ini didukung pula oleh lambang­
lambang kebesarannya yang berupa ampilan, pusaka-pusaka Kraton 
yang ada sampai sekarang. Peranan Sultan terutama ke dalam artinya 
untuk lingkungan Kraton masih sangat kuat dan berpengaruh, tetapi 
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soal kenegaraan sudah menyesuaikan diri dengan peme1intah Republik 
Indonesia. 
Dengan demikian status Kesultanan Yogyakarta sekarang scbagai bagian 
wilayah Republik Indonesia yang disebut Propinsi Dae rah I timewa 
Yogyakarta dan begitu pula pimpinan masyarakatnya, Su,ltan sebagai 
Gubemur/Kepala Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Disamping pimpinan masyarakat tradisional resmi yang ada pacta 
masa sekarang ini, kitapun melihat adanya pimpinan masyarakat yang 
tidak resmi. Dalam hal ini bisa kita jumpai misa\ nya saja dukun-dukwz 
yang tcrdapat di daerah pedesaan. Mereka "diangkat" dan dianggap ada 
oleh masyarakat terten tu karen a kemampuannya dalam hal te rten tu. 
Bcntuk pimpinan yang tidak resmi adalah kepemimpinan suatu organi­
sa i yang adanya didukung oleh kegiatan Pemerintah dan diakui olch 
pimpinan masyarakat yang resmi. Bentuk pimpinan semaqun ini misal­
nya Kctua Lembaga Sosial Desa ( sckarang bernama : Lembaga Keta­
hanan Masyarakat Desa = LKM D ), dan para pem bantu; dan lc mbaga­
lembaga lain yang ada di dalam masyarakat se tempat , di antara organi­
sasi Pendidikan Kesejahte raan Keluarga ( PKK ). Pemimpin-pemimpin 
masyarakat yang tidak resmi itu , dapat dimanfaatkan untuk ikut 
menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dan te nttama pemba­
ngunan masyarakat desa. 
Misalny a saja Dukun bayi ( seorang perempuan yang biasa dimintai to­
long untuk melahirkan bayi ) diikut-sertakan scca ra aktif sctelah diberi 
pcnataran dalam program Ke luarga Be rcncana, PKK yang pengurusnya 
terdiri dari kaum wanita _di desa atau masya rakat se tempat dapat di ­
ikut-sertakan dalam program untuk menggalakkan mas31ah gizi atau 
sanitasi pada umumnya , dan lain sebagainya. 



BAB KEENAM 

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL 

Se tiap komunitas yang ada di muka bumi ini , baik itu ko muni tas 
kecil maupun komunitas besar mempunyai ala t untuk menga tur hu­
bungan anta ra individu-inilividu yang menjadi warga komunitas setem­
pat. 
AJ at yang mengatur hubungan antara individu-inJividu itu berupa atur­
ran-aturan,nonna-nonna sopan-santun,yang kesemuanya ilisebut adat­
istiada t dan lwkum . Adat-istiadat dan hukum mcmpunyai pengertian 
yang berbeda . Begitula.!1 adat istiadat ( custom ) me rupakan aturan­
at uran sosial yang tumbuh dengan senilirinya ili dalam kornunita dan 
kerap kali bersifat memaksa dalam berlakunya. ( 13. P. 176 ). Dalam 
kenyataan hidup sehari-hari adat menunjukkan kep~da kita scbagai 
(a) bentuk lembaga-lembaga sosial yang memberikan batas kepada 
individu-inilividu untuk berlaku sesuai dengan lernbaga-lcm baga sosial 
itu dan (b) adat rnewujudkan suatu bentuk peraturan yang mcngikat 
indi vidu-individu atau kelompok-kelompok sosial. ( 8. P. 52). 

Adat-istiadat ini sifatnya tidak tertulis tetapi selalu hidup dan di­
akui berlakunya oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu bila seseorang 
melanggamya sanksi atau hukumannya bukanlah hukuman fisik seperti 
halnya bila orang melanggar hukum; sebab hukum merupakan peratur­
an yang mengatur hubungan manusia dalam suatu masyarakat yang 
mempunyai keku atan untuk memaksa dan sanksi bagi para pelanggar­
nya lebih tegas dan ny ata. Hukum ini sifatnya tertulis lain halnya 
dengan adat istiadat. Namun demikian adat-istiadat ini akhimya akan 
pula mempunyai kekuatan hukum. Ini terjaili bila pelanggaran adat­
istiadat itu akan menimbulkan akibat hukum; misalnya Hukum adat. 
Hu kwn adat da.lam komunitas kecil i.ni a.kan timbul bila penguasa atau 
kepala masyarakat itu memberika.n keputusan untuk memecahkan 
masalah-masalah sebagai akibat terjadinya ketegangan sosial di dalam 
masyarakat. Keputusan yang iliberikan itu harus berdasarkan adat­
istiadat yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sehingga 
orang tidak akan mungkin lagi berbuat yang melanggat ketentuan 
adat. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut ili atas, baik adat-istiadat mau­
pun hukum mempunyai persamaan dalam fungsinya, yaitu sebagai alat 
pengendalian sosial a tau Social Control. 
Sebagai pengendalian sosia.l atau sosial control adat-istiadat dan hukum 
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ini harus dapat mencegah suatu perbuatan yang menycleweng atau me­
langgar keten tuan-keten tuan yang ada, sehingga terwujud lah tertib 
dalam masyarakat. Oleh sebab itu adat-istiadat dan apalagi hukum akan 
mcmberi sanksi a tau hukuman bagi siapa yang mclanggamya (deviants). 
Ada suatu pendapat ten tang sanksi atau lzukwnan ini , yaitu sanksi bisa 
dilihat secara psikologis dan dilihat secara sosiologis. ' 
Sc ca ra psikologis sanksi merupakan suatu rangsangan untuk berbua t 
Jan ticlak berbuat. Rangsangan untuk berbuat (positif) maksudnya agar 
orang yang bcrsangkutan itu selalu berbuat baik schingga ia tebih bisa 
bcrprcstasi ; sedangkan rangsangan untuk tidak berbuat (negatif) bcrtu­
juan agar orang tidak lagi berbuat sesuatu yangsalah. Kemudian secara 
sosiologis sanksi merupakan suatu persetujuan atau penolakan terhadap 
perilaku tertentu. Seperti halnya Sanksi psikologis, sanksi inipun tc rda­
pat san ksi positif yang memberikan tanda jasa pada scseorang dan 
sanksi negatif yang memberikan hukuman kurungan pada seseo rang 
yang dianggap bersalah ( 20, P. IV ). 
Untuk sclanjutnya akan dibicarakan sistem pengcndalian sosial dalam 
komunitas kecil. 

Oleh Koentjaraningrat ditunjukkan ada beberapa macam cara 
pcngendalian sosial ini, eli an taranya dapat digolongkan menjadi paling 
edikit empat golongan, yaitu : (I) mempertebal key akin an pada warga 

rnasyarakat akan kebaikan adat istiadat; (2) membe ri ganjaran kcpada 
warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat-istiadat; (3) mengcm­
bangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng 
Jari aJat istiadat; (4) mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga ma­
syarakat yang hendak me.nycleweng dari adat-istiadat dengan ancaman­
ancaman dan kekuasaan ( 11. P. 207 ). Disamping empat cara itu ada 
satu cara yang lain, yaitu memberikan sanksi hukuman kurungan kepa­
da mereka yang melanggar aturan-aturan yang be rlaku. Cara semacam 
yang tcrakhir tidak mungkin ada dalam komunitas keci.l scpcrti clacrah­
daerall pedesaan, Giripurwa dan Rukun Kampun g Kota Cede. 

Timbulnya ketegangan-ketegangan sosial dalam komunitas kecil 
seperti desa Giripurwa, Kota Gede dan daeral1 sekitar Kraton itu dise-. 
babkan oleh beberapa faktor , diantaranya ketegangan yang disebabkan 
oleh tingkah laku scseorang yang menentang aturan adat; timbulnya si­
kap menentang dari seorang atau beberapa warga tcrhadap kebijaksana­
an pimpinan masyarakat; timbulnya pertcntangan antara seseorang 
dengan orang Jain dan adanya tingkah-laku seseorang terhadap pola 
aturan atau norma yang telali. melembaga dalam masyarakat setempat. 
Mereka yang dianggap melakukan penyelewengan tcrhadap norma­
nonna yang berlaku itu disebut deviant ( 16, P. 250 ). 
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Berdasarkan konsep-konsep di atas kita dapat pula melihat terjadi­
nya penyelewengan-penyelewengan dari norma-norma yang berlaku di 
dalam Komunitas Giripurwa, Kota Gcde clan daerah sekitar Kraton. 
Rupa-rupanya adanya deviant ini bersifat univcrsil, artinya hampir ter­
dapat di sebagian besar, bahkan di seluruh masyarakat di dunia ini. 

Warga masyarakat atau Komunitas setempat yang melakukan pe­
langgaran adat-istiadar dan norma-norma yang berlaku dikatakan seba­
gai wong ora lwnrah, yang maksudnya orang yang tidak benar tindakan 
dan tingkal1 lakunya. Orang seperti ini sukar un tuk menyesuaikan diri 
dengan masyarakat sekitamya. Dan biasanya kalau sampai terjadi kete­
gangan yang lebih luas, Lurah atau pamong desa yang lainnya yang akan 
menyelesaikannya. Cara yang dilakukan oleh pimpinan masyarakat 
untuk menyelesaikan ketegangan yang timbul di dalam masyarakat itu 
antara lain : orang yang bersangkutan itu diajak bicara untuk disaclar­
kan akan kesalahan yang telah ia lakukan; atau clapat juga clengan cara 
membuat orang malu clan timbul rasa menyesalnya. Hal ini perlu dila­
kukan. Sebab apabila hukuman itu terbatas pacta suatu usaha untuk 
menimbulkan rasa malu maka hukuman itu tidak efektif, sebab rasa 
malu itu sifatnya terlalu temporer atau kadang-kala, artinya kalau rasa 
malu ini hilang akan dimungkinkan terulang kembali kesalahan yang 
pemal1 dilakukan. Hal ini disebabkan rasa malu itu tidak menimbulkan 
rasa menyesal. 
Sedangkan suatu hukuman yang dapat menimbulkan rasa menyesal 
adalah hukuman yang efektif. Sebab dengan rasa menyesal ini orang 
akan timbu1 rasa bersalah dalam diri seseorang. Rasa bersalah ini akan 
mencegah sescorang untuk melakukan kesalahannya yang kedua kalinya 
sebab sudal1 menyesal. ( 20, P. IV ). 

Akan tetapi biasanya para pimpinan masyarakat seperti Lurah dan 
para pamong desa yang lainnya berusaha untuk melakukan pencegahan 
jangan sampai teijadi penyelewengan atau pelanggaran aturan-aturan 
yang berlaku. Untuk melakukan pengendalian sosial ini dilakukan anta­
ra Jain dengan cara (a) mempertebal keyakinan; (b) memberikan imbal­
an; dan (c) mengembangkan rasa takut. Cara yang umum dilakukan 
dalam komunitas-komunitas eli Giripurwa, Kota Gede maupun daerah 
sekitar Kraton adalah melalui lembaga-lembaga formil maup.un lembaga­
lembaga yang tidak formil. Dengan lembaga formil ini yang dimaksud 
adalah lembaga pendidikan , sekolah, lembaga-lembaga pemerintah se­
perti pemerintahan kelurahan, khususnya bagian yang ada hubungannya 
d~ngan pendidikan masyarakat atau lain sebagainya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Jembaga-lembaga yang tidak resmi antara lain keluar­
ga, organisasi atau perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya, 
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Melalui lembaga-lembaga tersebut di atas baik yang resmi maupun 
yang tidak resmi diharapkan bisa menyalurkan pengertian akan peranan 
aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Dengan demikian orang akan mempunyai keyakinan ten tang kebenaran 
norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Kecuali mel~ui lembaga 
pendidikan resmi, hal semacam inipun bisa dilakukan dalam kehidupan 
keluarga. Dalam hal ini peranan ibu dan bapak bisa memberikan contoh 
yang baik kepada anak-anaknya. Juga bisa dilakukan melalui dongeng 
ten tang perbuatan yang jujur dapat disampaikan kepada anak pada saat 
menjelang tidur. Peranan dongeng ini sangat besar dalam kurikulum 
pendidikan yang tidak resmi. Melalui dongeng ini cara pengendalian 
sosial khususnya cara untuk mempertebal keyakinan dan menimbulkan 
rasa takut sudah dapat dicakup dalam isi dongeng yang disampaikan itu. 

Dalam lembaga keluarga ini pula dapat dilakukan pendidikan mo­
ral yang menyelaraskannya dengan adat yang berlaku. Demikian pula 
misalnya dalam peristiwa perkawinan. 
Prinsip perkawinan yang berlaku dalam masyarakat pedesaan dan ko­
munitas semacamnya adalah diatur oleh adat yang sudah melembaga. 
Terutama dalam penentuan atau pemilihan jodoh. Dalam hal ini orang 
tua masih juga mempunyai peranan yang menentukan meskipun terka­
dang ada pula muda-mudi yang bersangkutan telah pula memiliki calon 
jodohnya sendiri. Adat demikian mempunyai segi positif. Dalam hal ini 
orang tua tetap mempertahankan kelestarian norma-norma pergaulan 
bagi para muda-mudi. Tercegahnya pergaulan bebas yang akan menjurus 
pada krisis moral dapat diujudkan. Dengan demikian norma-norma adat 
tidak terselewengkan karena pelanggaran seks di luar perkawinan sah. 
Itulal1 sebabnya keluarga yang merupakan inti Komunitas harus mampu 
memberikan keyakinan tentang norma yang berlaku dalam Komunitas­
nya. 

Disamping melalui lembaga-lembaga tersebut di atas, juga cara 
pengendalian sosial ini dapat ~akukan melalui organisasi atau perkum­
pulan-perkumpulan sosial dan perkumpulan lain yang bersifat keagama­
an ; misalnya pengajian. Melalui lembaga keagamaan ini dapat diberikan 
petunjuk dan diarahkan pada orientasi ke arah ajaran-ajaran agama un­
tuk mewujudkan akhlak dan moral yang baik. Dalam upacara-upacara 
keagamaan para pemuka agama bisa memberikan atau menyampaikan 
dakwahnya ten tang bagaimana orang itu harus beribadat dan bagaimana 
orang itu harus hidup bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Tuhan. 
Bagaimana pula kutukan Tuhah yang disampaikan kepada mereka yang 
melanggar norma masyarakat dan bagaimana Tuhan melimpahkan rah­
mat Nya bagi mereka yang berlaku jujur dalam hidup bermasyarakat. 
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Berbeda dengan lcrnbaga-lembaga tersebut di atas cara pengcnda­
lian sosiaJ yang dilak ukan olch lembaga resmi dalam h al ini pcmerintah 
Kalurah an atau Ruk tm Kampung dan yang sejenisnya adalah mempu­
nyai bentukny a yang terscndiri dan resmi, artinya mengi k u ti pedoman 
yan g be rl aku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan res mi dan 
undang-und ang se rta semacamnya. Pcngendalian sosial yang d il akukan 
oleh lembaga peme rintahan dan setingka tnya dalam suatu komunitas 
biasanya dititik-be ra tkan kepada segi represi/, yaitu mcnyelaraskan ber­
bagai kasus (persoalan) yang tclah terjadi. Lebih meningka t dari usaha 
ini adalal1 kaitann ya dcngan pihak kepolisian yang mcla kuka n pcnan g­
kapan dan penal1anan a tas diri warga yang mclakukan pclangga ran 
hukum. Pe langgaran yang dikenakan sanksi hukurn ini agaknya bcrpe­
ngaruh pada masyarakat akan kcbenaran hukum yang harus ditaa ti 
bersama. Disamping itu sanksi hukum secara psikologis akan pu la me­
nimbulkan rasa takut seseorang untuk tidak berbuat melanggar hukum. 
Oleh sebab itu pe merintah Kalurahan dan se tin gkatny a cbagai lcmbaga 
resmi harus secara aktip melakukan kegiatan positif un tuk mcncegah 
te rj adinya pelanggaran norma-norma atau adat-istiadat maupun hukum 
sebagai pengatur hubun gan manusia dengan manusia dan masyarakat­
nya. 



BAB KElUJUH 

BEBERAPA ANALISA 

Pada bab kc; lujuh yang mcrupakan bab terakl!ir dari sc rangkaian 
pcmbicaraan mengcn ai sistcm Kcsa tuan llidup Sctl:mpat ( Ko munitas) 
di Dac rah ls timcwa Yogyakarta ini , kami akan bcru aha mencoba untuk 
menyampaikan bcbcrapJ analisa yang bcrilubungan dengan ma teri pcm­
bicaraan kita yang tclah disampaikan d<1lam bab-ba b tc rdahulu. 
Beberapa analisa ya ng kami sampaikan nanti adall:lh be rdasa rkan a tas 
logi ka atau pen gert ian. ()Jell scbab itu analisa ya ng kami sam paikan nan­
ti bu kan merupakan suatu kebcnaran yang mutlak . Agar clipcrolch 
suatu kebcnaran , paling tidak mcndekati pada pcngertian yang bcnar 
pc rlu kiranya pada kc empatan yang lain diadakan penclitian yangjauh 
lcbih mendalam de ngan mendasarkan diri pada bebc rapa a tl:lu sua tu 
hipo tesa scbagai pedom annya. 

Meskipun demikian penyusun laporan penelitian mengenai Si tem 
Kcsa tuan Hidup Setempat (Komunitas) di Dacrah ls time wa Yogyak arta 
mcngharapkan bahwa penulisan dan bcberapa analisanya dapat dipe rgu­
nakan sebagai balun tambahan untuk siapa saja yang akan mempelajari 
dan melakukan penelitian tentang sistem komunitas khususnya yang 
ada di Dae rah lstime wa Yogyakarta. 
Schubungan dcngan an~isa yang akan kami sampaikan nanti akan di­
coba mengkhusus pada (I) Bentuk Kolllunitas kecil ; (2) Siste m pelapis­
an sosial yang ada dalam Komunitas kccil itu; (3) Pimpinan masyarakat 
dal am Komunitas keci l dan (4) Sistem pengendal ian sosiaJ yang berlaku 
di dalam Ko muni tas kecil. 

BE TUK KOMUNITAS KECIL 

Pada bab ke tiga tersebut di atas telah di e butkan bahwa bentuk 
komunitas kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta i;tdalah desa dan Kam­
pung (untuk daeral1 perkotaan). Dalam membicarakan Bent uk Komuni­
tas kecil itu disin ggun g pula sebagai materinya ciri-ciri komunitas kecil; 
Struktur komunitas kecil ; pemerintahannya dan lembaga-lembaga 
Sosial yang ada di dalam komunitas kecil itu. Dcngan tidak mengurangi 
matcri -matcri yang lain melalui ciri-ciri komunitas itu kita bisa melihat 
bentuk komunitas kccil sccara keseluruhan. Justru ci ri-ciri komunitas 
itu merupakan suatu p rwujudan bcntuk kepribadian suatu komunitas 
ya ng mcmbedakannya dcngan komunitas yang lain. 
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Pad a bab kc tig::t pula clikcmukakan bahwa ciri-ciri suatu KomunJ ­
tas kecil se rnacam desa Giripurwa dan P<:rk ampungan di Kotamadya 
Yogyakarta sepcrti Kota Cede adalah penduduknya me rupakan warga 
rnasyarakat yang utuh yang maksudnya rnasing-masing warga masyara­
kat itu me rnpunyai hak-hak subyektif yang berfungsi sosial ; maksudnya 
dalam mcnggunakan haknya itu harus rn engingat kepentingan orang 
lain . jangan sompai rnaugikan pihak lain . Kalau perlu dapat di lakukan 
usah a-usalta hcrsama untuk rn ewujudkan kc pcntingan bersama . 

Ciri yang lain yang dikcrn ukakan pul a dalam bab ke ti ga ini adalah 
sikap para penduduk atau warga komunitas itu yang suka saling rnc rn­
bantu di antara para warganya , ehingga tampak kehidupan goton g 
royong di dalam kornunitas itu. Di dillam irama hidup warganya terda­
pat sifa t ke rukunan. Selain itu kita dapat lihat pul a ciri yang lain , yakni 
suatu pola kehidupan terutama mere ka yang hidup di dacrah pe dcsaan 
yang berorientasi pada alam ( = Kosmologis ); y ang bagi me re ka hidup 
di pcrkotaan orientasinya pada alam leluhur yang dian ggap selalu rne­
naungi hidup mcreka . 

Be rctasarkan ciri-ciri te rse but di atas dapat kita men ge rti bahwa 
tc rdapat suatu aktivitas dalam komunitas itu yang discbut aktivitas 
dcngan prinsip hubungan timbal-balik ( t>rinciple of reciwocity ) suatu 
prinsip yang mcnunjukkan salin g kc tergantungan eli ant(:tra individu­
individu sebagai warga Komunitas. Misalnya saja dalam pen ggunaan hak 
individu yang tidak bol eh rnerugikan kepc ntin g(:tn lain ( hak milik bcr­
fungsi sosial ) dan aktivitas gotong-royong. Le bih jelas lagi bila kita lihat 
bahwa pelaksanaan aktivitas gotong-royong ini yang sccara tcrperin ci 
bisa dibedakan atas ke pe ntingan , yaitu go tong-royong yan g untuk kc­
pcntingan masyarakat atau umum dan gotong-royong untuk kc penting­
an p1ibadi yang biasa disebut tolon g-menolong ( sambatall. Jawa ). 
Dari kcdua kasus itu , yaitu hak milik be rfungsi sosial dan goton g-ro­
yon g ini memperlihatkan secara jelas akan adanya sikap kc tc rgan tungan 
antara individu yang satu terhadap individu yang lain. Dal am hal ini 
harus diwujudkan suatu hubungan yang baik . 

Hubungan saling kctergantun gan an tara inctividu dalam Komunitas 
kecil tadi bisa saja dan bahkan selalu teijadi dan ada berlaku sampQi sc­
karang. Hal ini bisa kita analisa mengapa demikian. yaitu apabila ki ta 
melihat bentuknya yang traclisional dan asal-mula adanya komu nitas 
itu . Melihat bentuknya yang tradisional itu kita pun tidak le pas dari 
tujuan mcngapa ada Komunitas. Yang jela Komunitas yang menrp(:tk an 
kclompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tcrten tu itu mcm­
punyai tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan yang sama 
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pula. Sedangkan asal-mula adanya komunitas itu karena kepcntingan 
manusia untuk mempertahankan hidupnya secara bersama-sama. Oleh 
sebab itu mereka membentuk suatu kelompok dengan maksud agar bisa 
berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. 

Hal ini lebiJY dapat dimengerti apabila kita mau melihat kembali 
dan menerim a teori evolusi kebudayaan atau masyarakat yang secara 
garis besamya menggambarkan bentuk kehidupan manusia dari mc­
ngembara sampai menemukan cara kehidupan menetap dengan mem­
bentuk kelompok di suatu arena atau wilayah tertentu. Demikianlah 
karena nasib yang sama maka manusia sebagai warga kelompok tersebut 
merasa mempunyai kepentingan yang sama dan bertanggung-jawab 
atas kelanggengan hidupnya bersama. Oleh sebab itu maka tidak mung­
kin individu itu melepaskan diri dari individu yang lain untuk hidup 
menyendiri dalam komunitasnya. Segala kepentingannya adalah kepen­
tin gan bersama. Dengan begitu hubungan timbal-balik, saling menolong 
merupakan ikatan bagi setiap warga komunitas yang berlaku sampai 
sekarang, apalagi bila komunitas itu letaknya terisolir at~u agak jauh 
dari kerama,ian masyarakat lain. 

Kemudian perkembangan yang menuju kepada bentuknya yang 
sempuma, maka perlu adanya penataan dalam komunitas. Usaha ini 
diselaraskan dengan kepentingan para individu sebagai warga komuni­
tas. Untuk itulah maka disusun suatu tempat untuk melakukan pemu­
jaan terhadap roh atau dewa atau Tuhan ( tentu saja menyesuaikan diri 
dengan alam kepercayaan yang berlaku pada waktu itu ), tempat untuk 
bertemu guna melakukan pembicaraan-pembicaraan di antara para war­
ga Komunita , tempat mandi, jalan-jalan dan lain sebagainya. 
Dan dengan demikian terbentuklah struktur komunitas kecil yang sebe­
namya didorong oleh kepentingan warganya. Setelah struktur komuni­
tas itu tersusun , maka perlu diadakan satu sarana atau alat untuk 
mengatur tata-tertib hidup dalam komunitas itu. Untuk itulah maka 
dalam komunitas dibentuk suatu lembaga semacam pemerintahan yang 
sangat sederhana yang dipimpin oleh seorang ketua. Selanjutnya dalam 
bentuknya yang sempuma dapat kita lihat sekarang ini pada pemerin­
tahan di daerah-daerah pedesaan yang ketua masyarakatnya disebut 
Lurah. Sedangkan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan hidup yang 
lain dibentuklah lembaga-lembaga sosial di dalam komunitas itu. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapatlah kita katakan bahwasa­
ny a bentuk komunitas yang kita lihat sekarang sebenarnya merupakan 
bentuk kelanjutan yang sudah lebih sempuma daripada komunitas asal 
mulanya. Ini semua karena makin kompleksnya kebutuhan atau kepen-
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tingan hidup manusia sebagai warga komunitas. Kita lihat saja bentuk 
komuni tas kecil seperti desa Giripurwa, baik struk tur, pemerin tahannya 
maupun lembaga-lembaga sosial yang ada semuanya disesuai kan dengan 
kebutuhan warganya, demikian juga untuk daerah Kota Cede dan lain 
sebagainya. 

SISTEM PELAPISAN SOSIAL 

Pacta bab keempat telah dikem ukakan secara menyeluruh mengc­
nai pelapisan sosial yang ada di pelbagai Komunitas kecil di Dae rah 
Istimewa Yogyakarta. Dian tara pelapisan-pelapisan sosial yang dikemu­
kakan itu , baik pelapisan sosial masa lalu yang resmi maupun tidak res­
mi/sa mar mavpun pelapisan sosial masa kini yang resmi maupun tidak 
res mi /samar. 
Dari kedua sifat pelapisan sosial itu telal1 dikemukakan juga pe rbedaan­
nya. Terlepas dari perbedaan yang ada pada kedua bentuk pelapisan 
sosial itu , diungkapkan pula alasan-alasan terjadinya pelapisan sosial 
seperti : Keturunan kerabat, jabatan atau kepangkatan , keadaan ekono­
mi, pendidikan atau kemampuan dan lain sebagainya. Yan g sebenarnya 
itu menunjukkan adanya perbedaan kedudukan individu atau kelompok 
dalam masyarakat. 

Secara terperinci bentuk pelapisan-pelapisan sosial yang berlaku 
dalam suatu komunitas itu telah dise butkan pula dalam bab keempat 
tersebut. Akan tetapi dari bentuk pelapisan sosial yang disebutkan itu , 
bisa kita baca adanya dua pelapisan sosial yang universil sifa tnya , mak­
sudnya hampir terdapat p-ada semua komunitas. 1;3entuk pclapisan sosial 
yang dimaksud itu ialah (a) pelapisan atau golongan atas dan (b) golong­
an atau pelapisan bawal1. Golongan atas ini biasan ya diduduki oleh me­
reka yang merasa keturunan, pembuka komunitas yang biasa disebut 
Cikal bakal. Di desa disebut kuli kenceng atau wong baku ; sedangkan 
golongan bawah terdiri dari keturunan pendatang. Di antara kedua go­
longan ini golongan yang pertama yakni golongan atas memiliki hak dan 
kewajiban yang lebih besar daripada golongan yang kedua/bawah. 
Bahkan golongan pertama/atas mempunyai peranan un tuk mengatur 
jalannya pemerintal1an dalam komunitasnya. Hal semacam ini bisa kita 
mengerti bila kita memahami akan usaha mereka untuk membuka te m­
pat kehidupan baru. Oleh sebab itulah dari keturunan pembuka masya­
rakat ini disebut wong baku atau wong ajeg dan lain sebagainya yang 
maksudnya "orang pokok" atau "orang tctap". Sedangkan para penda­
tang atau orang yang ada di lulfr kerabat wong baku dikategorikan ke 
dalam golongan yang disebut wong ngindhung atau lindhung yang 
maksudnya "orang ikut" at(l.u pengikut. Orang ikut ini tidak mempu­
nyai hak dan kewajiban seperti wong baku . "orang pokok". 
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Untuk memperkuat kedudukan wong baku ini , mereka membuat 
semacam batasan yang diwujudkan dalam norma-norma yang dibuat 
dan diberlakukan untuk semua warga Komunitas. Sedangkan scbagai 
dasar perhitungan orang mana yang masuk dalam kerabatnya dan mana 
yang bukan, dibuatlah dan ditentukan melalui kelompok kekerabatan 
yang disebut "TRAH". Dat) mereka yang masuk ke dalam " trah" itu 
dapat membuktikan melalui silsilah atau sarasilah atau serat kekan­
cingan. 
Contoh kerabat yan g berkuasa dan memegang pemerintahan di d;:t.lam 
komunitas misalnya di desa Giripurwa, yaitu trah Honggoyudan dan ju­
ga Kraton Y ogyakarta sendiri yang kekuasaan tertingginy a adalal1 
Sultan , sampai saat sekarang masili berlaku. Adapun untuk memperkuat 
kekuasaannya itu biasanya dilengkapi dcngan lambang-lambang, simbol­
si mbol a tau jargon dan lain sebagainya. 

Pelapisan-pelapisan sosial resmi itu kecuali pelapisan sosial resmi 
yang bersumber pacta Kraton Yogyakarta sudah tidak tampakdi daerah­
daerah pedesaan seperti Giripurwa. Bentuk pelapisan yang disebut 
wong baku, wong ngindhung dan lain sebagainya sekarang sudah sulit, 
bahkan tidak berlaku lagi. Hal ini karena adanya perubahan-perubahan 
sosial di pedesaan yang pacta umumnya disesuaikan dengan program dan 
kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini pelapisan sosial yang kemu­
dian menonjol adalal1 pelapisan sosial yang alasan terjadinya karena 
jabatan dan pendidikan. Apalagi dalam era Pembangunan yang masa 
kini sedang dan selalu digalakkan untuk memajukan daeral1 pedesaan. 

PIMPINAN MASYARAKAT 

Seperti telah dibicarakan dalam bab pelapisan sosial; bahwasany a 
dari pelapisan sosial palin g "atas" mempunyai kedudukan dan peranan 
yang menentukan dalam tata kehidupan komunitas. Di dal am bab ini 
pula ditegaskan bal1wa pelapisan sosial "atas" mempunyai hak dan we­
wenang mengatur pemerintahan di dalam komuni tas. Begitulal1 hal ini 
tergambar di dalam sistem pemerintahan tradisional. Dalam sistem 
pemerin tahan tradisional semacam ini pimpinannya dipilili dari ketu­
runan kerabat yang pemah juga menjadi pimpinan masyaraka t. Hal ini 
disebabkan oleh suatu sikap palos warga komunitas kecil yang menilai 
kejujuran sese orang dari cara · mereka mengabdi kepada kepen tingan 
be rsama. 
Kejujuran di sini merupakan ukuran utama untuk menilai dan yang lain 
adalah kesediaan untuk berkorban demi kepentingan bersama serta ke­
ikhlasan untuk mengabdikan dirinya demi kepentingan dan kemajuan 
dan ketentraman komunitasnya. Sikap yang diminta ini pada umumnya 
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dimiliki oleh pelapisan sosial "atas" , yakni mereka yang merasa dirinya 
sebag~ keturunan pembuka tanah. ( cika/ bakal , Jawa ). Sebab mereka­
lah yang harus menjaga kelestarian norma-norma dan nilai budaya yang 
telah dirintis oleh moyangnya. 
Untuk memperkuat kekuasaannya itu para pimpinan tradisional biasa­
nya menunjukkan kemampuan yang disebut Karisma melalui simbol­
simbol ataujargon, berupa pusaka, senjata dan lain sebagainya. 

Dengan adanya proses perkembangan sejarah pemerintahan, maka 
bentuk pimpinan tradisional semacam ini yang diungkapkan tersebut di 
atas sudah menipis bahkan hampir tidak ada lagi, kecuali pimpinan 
tradisional Kraton Yogyakarta : Sultan. Hilangnya struktur pemerintal1-
an semacam ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor dianta­
ranya makin majunya tingkat kemampuan berpikir penduduknya . 
berkurangnya penduduk asli karena terdesak oleh penduduk pendatang 
atau kepergi9nnya ke luar desa untuk mencari hidup yang Iebih baik . 
karena ditunjang pula oleh program Pemerintah dalam usal1anya mema­
jukan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. 

Hilangnya bentuk pimpinan tradisional itu dilanjutkan oleh pim­
pinan masyarakat yang ada sekarang ini. Dasar dari pada kepangkatan 
seorang pimpinan dalam komunitas disamping kejujuran adalal1 keca­
kapannya dalam memimpin dan kemampuannya untuk mengelola ma­
syarakat yang dipimpinnya. Kalau tempo dulu masyarakat menunjuk 
dan menerima pimpinan dari keturunan yang sudah ada, maka sekarang 
ini pimpinan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan suara terbanyak 
melalui pemilihan umum. Hal ini bisa kita makiumi mengingat bahwa 
jumlah penduduk pada waktu dulu tidaklah sebesar jumlal1 penduduk 
sekarang ini. Pun karena pada waktu itu tingkat kemampuan orang 
masih terbatas tidak seperti sekarang. Yang kesemuanya itu tidak lepas 
pula dari kepercayaan orang pada waktu itu. Dengan Jargon yang me­
nyertai seseorang dalam memimpin . orang atau masyarakat merasa 
benar-benar dilindungi oleh sang pemimpin . 

SIST M PENGENDALIAN SOSIAL 

Rangkaian peralatan komunitas yang lain adalal1 nonna-norma, 
aturan-aturan yang semuanya itu berfungsi sebagai pengatur tata kehi­
dupan Komunitas . Telah dijelaskan di muka bahwa pembuka tanah 
pertama kali dan para kerabatnya membuat aturan-aturan atau norma­
norma untuk melaksanakan ketentraman dJ dalam masyarakat. Untuk 
itulah maka agar norma - norma itu ttdak dilanggar oleh setiap indivi­
du yang menjadi warga komunitas maka perlu diadakan dan dilakukan 
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usaha-usalta untuk mencegal111ya. Usaha yang bertujua.n untuk mencc 
gah agar supaya tid ak te rj adin ya pelanggaran nonna atau aturan-a turan 
masyarakat itu diseh ut pcngcndalian sosial y<mg fungsinya schagat 
"Social Control'' . 

Dalam bab kee nam yang membicarakan masalah pcngcnd alian 
sosial ini ditunjukk an ada empat cara yang bisa dilakukan untuk melak­
sanakan pengendali an sosial itli, yakni ( l) mempcrte bal key akin an pa­
cta warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat ata u norma-norma 
yang berlaku ; (2) membcrikan ganjaran paua warga masyarakat yan g 
taat kepada adat-istiadat ; (3) mengembangkan rasa malu kepada mcreka 
yang menyeleweng dari adat (deviant) dan (4) mengembangkan rasa ta­
kut dalam jiwa warga yang akan menyeleweng dari adat. Kc mudian cara 
yang lain bisa dilakukan dengan memberikan sanksi hukuman kepada 
mereka yang benar-benar telah menyeleweng dari norma yang berlaku . 

Apabila kita memperhatikan sistem pengendalian sosial seperti 
yang dikemukakan dengan empat cara dan ditam bah dengan sanksi hu­
kuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran , maka dapat kita 
ulas demikian : Sebenamya cara pengen.dalian sosial ini kalau ki ta teliti 
dan camkan Jebih dalam , lebih mempunyai sifat "mencegah" jangan 
sampai peraturan atau norma-norma yang ada itu dilanggar dan disele­
wengkan oleh individu sebagai warga masyarakat. Dari masing-masing 
cara itu penekanannya pada "jiwa" atau kalau boleh disebut "mentali­
tas" warga komunitas agar sadar terh adap nilai-nilai dan peraturan yang 
berlaku di dalam komunitas a tau masyarakatnya. Dan secara psikologis 
akan pula diharapkan agar warga masyarakat itu timbul rasa takutnya 
bila ia sampai melanggar peraturan yang berlaku itu. 

Usaha menekan para warga masyarakat agar timbul rasa takut dan 
menghormati peraturan yang berlaku itu dapat dilakukan dengan meta­
lui cara-cara seperti yang telah diungkapkan pada waktu kita membica­
rakan sistem pengendalian sosial (Bab keenam). Demikian antara lain 
melalui lembaga-lembaga sosial yang resmi maupun lembaga-lembaga 
yang tidak resmi, bila itu lembaga resmi misalnya, penclidikan eli seko­
lah , melalui penerangan-penerangan dari pemerintah setempat; sedang­
kan I em baga yang tidak resmi misalnya pencliclikan keluarga, organisasi­
organisasi atau perkumpulan yang bersifat keagamaan seperti pengajian 
dan lain sebagainya . Dengan demikian apabila kita telah lebih jauh lagi , 
maka sistem pengendalian sosial itu pada hakekatnya mempunyai tuju­
an yang bersi fat paedagogis. yak.ni mendiclik masyarakat agar tertib me­
lakukan dan men taati peraturan yang berlaku. 
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Sehubungan dengan masalah-masalah yang kita bicarakan tersebut 
di atas , berdasarkan fakta yang ada , bahwa kesatuan hidup setempat 
atau komunitas kecil, khususnya di Daerah lstimewa Yogyakarta masih 
kita lihat bentuknya yang utuh. Artinya di dalam komunitas kecil itu 
se perti desa Giripurwa, Kota Gede dan daerah Kraton sekitarnya , masih 
terdapat unsur-unsur yang lengkap, seperti bentuk komunitas dengan 
ciri-ci rinya , struktur atau susunannya,lcmbaga-lembaga sosialnya , peme­
rintahannya. , sistem pelapisan sosial, pinipinan masyarakatnya dan sis­
tern pengenadilan · sosialnya. 
Hanya di sini dalam bentuknya yang sekarang sudal1 jauh lebih disem­
pumakan dan disesuaikan. Segala sesuatunya yang ada sebagai unsur­
unsur komuni tas itu disempurnakan dan disesuaikan dengan program 
Pemerintahan. Bahkan melalui bentuk komunitas ini pemerintahan da­
pat menyelesaikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Dan se­
jauh mana Pemerintah menyesuaikan program pembangunannya meta­
lui bentuk komunitas ini perlu diadakan pengamatan lebih mendalam 
lagi. 
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